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ABSTRAK

Tesis dengan Jjudul Pemberdayaan Hukum Dalam Rangksa
Meningkatkan Peran Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Belil
Ferangkat Keras Komputer di Kodya Semarang ini, berusaha
mengungkapkan latar belakang terjsdinya perbuatan vyang
bertentangan dengan etika bisnis dan huokum, vyaitu vyang
menyebabkan kerugian bsgi konsumen pengguna komputer serts
pelanggaran terhadap Hak Cipta atas sofiware komputer;

Anzlisis dilakukan terhadap bekerjanya hukum dalam
memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna dan Hak
Cipta atas software komputer. Untuk mempermudah analisis
dipergunakan pendekatan sistem terhadap hukum, yang membagil
hukum termasuk penegakkannya terdiri dari tiga komponen
yvaitu komponen substansial yang berkaitan dengan produk-
produk hukum seperti aturan perundang-undangan, kedus ialah
komponen struktural yang berkaitan dengan birokrasi
penegakan hukum dan sarana pendukung serta komponen
cultural vang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang
setiap perilakw hukumnya selalu dilakukan berdasarkan
.nilai-nilai vang dihayatinya.

Pendekatan Paradigmas defenisi sosial dalam tesis ini
adalah sebagai dasar pikiran bahwa interaksi sosial vyang
dilakukan oleh masyarakat selalu didasari oleh kekhasannya
yaitu manusia itu saling menerjemahkan dan saling men-
defenisikan tindakannya. Jadi tindakan yang dilakukan itu
bukan sekedar reaksi belaka dari stimulus atau rﬁngsangan
dari luar ataun jugs tindakan seseorang terhadap orang lain,
akan tetapi didsssrkan atas makna yang diberikan terhadap
stimulus atau tindakan orang lain tersebut.

Analisis aksn mengungkapkan apa makna dari perilaku
pengusaha perakit atas perbuatan pembajakan yang dilakukan,
di =i=i 1lain akan terungksp pula nilai-nilail buday=s
tradisional vyang dalam implementasinya dalam masyarakat

justru menghamnbat penegakan hukum.




BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hasalah

Globalisasi telah meiahirkan konsep dunia tanpa
batas vyang membuat duniasa seakan-skan menjadi sangat
keecil. Hal ini terutam= dise€babkan oleh perkembangan
ilmue pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang
komunikasi dan informatika.

Salah s=atu produk ilmu pengetahuan dan teknologi
vang kecanggihannya berkembang sangat pesat dan hampir
menguasal seluruh aspek kehidupan masyarakat moderen
adalah teknologi komputer.

Romputer type personal computer [pc] diperkensalkan
untuk pertama kalinya oleh Steve P. Jobs dan Steve G.
Wozniak pads tahun 1977 d4i Amerika Serikat dengan nama
Appie. BSejak sast itulah type komputer ini terus
berkembang dengan sangat cepatnya, demikian pula piranti
lunaknya, hal ini karena selain harganyva yvang terjangkau
juga kecanggihannya vyang semakin hebat, sehingga di
minati oleh banyak orang di dunia.l

Perkembangan teknologi komputer jenis pec sendiri
berkembang di Indonesia sejak tahun 1880-an, besarnya
minat serta besarnya pasar hasil iptek ini ternyata
mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat,

seperti kemajuan dibidang komunikasi dan informasi,

1.1 pc Magazine, Volume 10 Number 19, November 12, 1991
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efisiensi pekerjaan dan lain-lain, di sisi lain tekno-
logi seperti ini Juga dapﬁt menbawa masyarakat pada
tingkatan kehidupasn ekonomi yang berbeda-beda. Keadaan
yvang seperti ini pads akhirnya skan mempengaruhi Juga
terhadap bidang hukum . 2

Hal ini terlihat pada bagaimana teknologi vyang
sangat berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual
serts hak cipta ini dapat mempengaruhi dunia dan
perdagangan internasional, bermula ketika PBB pada tahun
1979 mengadakan konvensi pembentukan The World Intellec-
tual Property Organization [WIPO], yang merupakan badan
ﬁhusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa vyang dibentuk
dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/
persetujuan multi-latersl mengenai Hak Atas Kekayaan
Intelektual [HAKI] dan mempromosikan proteksi/per-
l1indungan terhadsp Hak Atas Kekayaan Intelektual di
seluruh dunia dengan melakukan kerjasama di antara
megara-negara. Indonesia merupakan Angota WIPC vyangd
merstifikasi konvensi tersebut pada tahun 1878.

Dikemukakan bahwa dunia industri internasional tidak
merasa puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh WIFPO,

sehingga pada waktu pembentukan World Trade Organization

melalui Putaran Uruguay, diadakan perundingan untuk

membentuk suatu agreement vyang bertujuan memberikan

perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual vang 1lebih

2.1 gatjipto Rahardjo, 1980, Hukum Masyarakat dan Pembanguran,
Bandung, Alumni. hal. 21



intensif. Hasil dari perundingan ini terlihat dalam
Final act dari Putsran Uruguay tersebut, seiring dengan
diterimanys pembentukan World Trade Organization pads
tanggal 15 Desember 1883. Dalam final act tersebut
mengandung berbagal annexes atsu lampiran, vang salah
'satunya adalah persetujuan . tentang aspek-aspek vyang
berhubungan dengan perdagangan dari Hak Atas Kekayaan
Intelektual atau Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Froperty Rights [TRIPS].

Sebagai negara angdota World Trade Organization,
Indonesia tentunys harus menyesuaikan diri dengan TRIFPS,
sehingga hal ini berdampak puls terhadsp keberadaan
Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang Hak
Cipta yvang diundangkan pada tahun 1882 telah
diperbaharuil sebanyak dua kali, yaitu Undang-undang Hak
Cipta tahun 1987, kemudian diperbaharui lagi pada tahun
1887. Undang~-undang Hak Cipta ini memberikan per-
lindungan bagil program komputer, sebagai hak atas
kekayaan intelektual vang harus dilindungi oleh hukum.

Di =si=i lain teknologi komputer, oleh karena sifat-
nya vyang khusus serta perubahan atau perkembangannya
vang sangat cepat, telah menimbulkan perscalan-persosalan
hukum baru dan kompleks dalam kehidupan masyarakat.

Revisi beberapa kali dari Undang-undang Hak Cipta
vang dilakukan pemerintah Indonesia memperlihatkan niat
baik pemerintah untuk menciptakan suatu iklim. yang

kondusif, untuk mendukung program-program TRIPS melaluwi




World Trade Urganization,3 [¥TO] dan untuk mengatasi
permasalashan di bidang hak cipta yang mulai sering
terjadi di Indonesia, sebagai akibat dari kemajuan
teknologi, khususnya teknologi komputer, vyang tidak
diikuti dengan sikap moral/etika atau perilaku dari
sebagian manusianya.

Dampak dari perkembangan sektor perdasgangan komputer
vang semakin besar dewassa ini di Indonesia antara lain
nampak dari terjadinya persaingan yang tidak sehat di
gntara sesama pelakuy bisnis.

Persaingan dalam dunia bisnisg sendiri, pada
hakekatnya adalah baik dan wajar, akan tetspi ketika
persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan dimana
seorang pelaku bisnis dengan cara melawan hukum dan
untuk kepentingan pribadi melakukan suatu kegiatan
bisnis yang melangdar norma-norma sSopan santun dalam
lalu-lintas dunia bisnis, maka saat itu pula ia telah
melskukan suatu kegistan bisnis curang/ unfair business
vang tentunya bertentangah dengan etika'bisnis.

Aktivitas komersial dibidang komputer juga telah

mengzlami hal vyang demikian itu. Di Semarang telah

terjadi suatu fenomens menarik yang dilakukan oleh pars

perakit komputer kecil yang telah menjamur Jjumlahnya,

yaitu terciptanya suatu kondisi bisnis yang sebenarnva

3.)  indonesia sebagai salah satu negara yang telah menanda—
tangani Persetujuan Pembentukan WTO, telah mengeluarkan Undang-
undang No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan
WTO, pada tanggal 2 Nopember 1994.




sudah dapat dikategorikan sebagsi perbuatan bisnis
curang/unfair business. Justru yang menarik disini para
pelaku bisnis komputer yaitu sipengusaha/perakit dan
konsumen yang melakukan kegistan itu merasa seolah-olah
tidak melakukan sustu perbuatan yang melanggar ketentuan
undang-undang, dalam arti hal tersebut dianggap wajar.

Perbuatan curang vyang bertentangan dengan etika
bisnis tersebut terjadi dalam bisnis jual beli perangkat
keras komputer, khususnya islah komputer yang dirakit
oleh para pengusaha/perakit.

Bisnis yang dapat dikatakan curang itu terjadi
manaksla ads sustu perbuatan yang sama sekali tidak
disgadari oleh konsumen karena keawamsnnya serta
keinginan untuk membeli murah dengan mutua yang baik,
valtu perakitan yvang dilakukan dengsn sssal jadi karens
nmutu perangkat keras/assesories yvang tidak Jjelas mutu
dan asalnysa.

Kondisi dari konsumen yang demikian itu nampaknys
dimanfaatkan betul oleh para pengusaha/perakit komputer
dengan merakit komputer sekehendak hatinya. Akibatnya
banyak konsumen yang mengalami kerugian seperti sering
hang-nya komputer, lebih parsh lagi jika hang terjadi
pada saat dimana pekerjaan itu mendesak untuk diselesai-
kan, +tentu hal ini akan sangat merugikan user/pemakai
baik dari segi waktu, tenaga, bshkan finansial.

| Hang-nya homputer ini karena card-card dalam central

processing unit ternyata tidak kompatibel dengan



motherboard ataupun processor-nya. Tidak kompatibelnya
card-card tersebut bisa terjadi karena mutu dan asal
perangkat keras itu tidak Jjelas serta dirakit dengan
cara  coba-coba, [perakitan komputer dilaknkan dengan
cara pemasangan card-card sebagal komponen], sehingga
resiko tidak kompatibel akan cukup tinggi. Perbuatan me-
remark prosesor juga pernah di alamil oleh konsumen.

Perbuatan bisnis curang lain dalam bisnis Jjual-beli
perangkat keras komputer yang cukup unik [karena meng-
untungkan konsumen dan pengusaha/perakil akan tetapi
ﬁerugikan distributor/produsen software komputer] 1ialah
dalam hal jual beli komputer pec yang dilengkapi dengan
harddisk yang dapat dipasang secara optional.

Dalam hal pembelian harddisk oleh para konsumen ini,
sudah bukan merupakan suatu rahasia umum lagi bahwa
nantinya harddisk yang dibeli itu harus sudah terisi
dengan perangkat lunaknya/software-nya.

Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan
melanggar etika bisnis itu terjadi pada'saat pengussha/
perakit komputer secara melawan hukum memasukkan atau

mengkopikan software atau perangkat lunak yang dipesan

kon=sumen melalui cara installing dari ed rom kedalam -

harddisk tersebut, ataupun dengan cars mateh-Iink antar
harddisk. Padahal suatu software atan perangkat lunak
komputer itu mempunyai harga tersendiri sesual standar
harga internasional dari produsen seftware, dan 1itu

relatif tidak murah.



Kasus lainnya ialah jika seorang konsumen mempunyai
harddisk vyang terserang virus atau rusak secars logie4
sehingga tidak bisa beroperasi lagi, disini orang itu
cukup mendatangl pengusaha/perakit komputer tersebut dan
mengatakan bshwa harddisk-nys, terkena virus, atau karens
kerusakan Iogie lainnya, dan perlu untuk di-install
lagi, =i pengusaha/perakit lalu menunjukkan daftar
koleksi perangkat lunak yang dimilikinya, selanjutnya
konsumen tinggal memilihnya lalu cukup dengan membayar
beberapa puluh ribu rupiah, tunggu satu atau dus hari isa
sudah mendapatkan kembali harddisk-nya dengan berbagsai
macam perangkat lunak yang telah dipilihnya.

Penulis mengatakan unik karena perbuatan yvang ber-
tentangan dengan aturan perundang-undangan itu dilakukan
dengan terangrterangan di tempat atau ruangan tertentu
yvang Jjelas, dan terbuksas, akan tetspi tidak ada suatu
tindakan sapapun baik dari pihak yang merasa dirugikan
[padahal pihak microsoft Iinternasional sangat perdouli
terhadap hal ini dan sering mengancam para pembajak
lewat iklan Jdi media massa), maunpun para penegak hukun
{beilum pernah ada hkasus di pengadilan yang menyanghkut
pembajakan software dengan carsa ihstalling harddisk].

4.1 Kerusakan pada harddisk dapat dibedakan dalam dua macam,
vang pertama ialah kerusakan logic, vaitu kerusakan karena berubah—
nya fTile—file program yang menyebabkan harddisk tidak dapat ber-—
operasi dengan baik, uwntuk ity perbaikannya dengan jalan diformat
ulang lalu di-install lagi. Sedangkan kerusakan fisik ialah kerusa-—
kan pada material harddisk [ phisical media error] yvang menyebabkan
harddisk rusak dan tak dapsat diperbaiki.




Jadi amat berbeda zifatnys dengan pembajaskan kaset atan
pembajakan buku yang tempatnya tersembunyi, tertutup,
dan sulit dilacak.

Pembajakan softwars komputer ini mempunyai dampak
vang cukup besar di bidang penerimaan negdara dari sektor
perpajakan karena adanya potential loss yang seharusnya
menjadi tambahan pemasukan bagi negara. Sedangkan dari
aspek kinerja perdagangan internasional bangsa Indonesis
akan kehilangan kridibilitas karena ketakpanggahannya,
dengan apa vang telah diratifisir [Agreement on
Establishing World Trade Organization], melalui Undang-
undang No.7 tahun 1984,

Kita ingin menjadi bangsa vang terhormat dalam
pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia internasional,
Para diplomat kita tersebar diseluruh dunia membawa
pesan akan kehadiran bangssa Indonesia sebsagai bangsa
yang merdeka, berdaulat, dan menjunjung tinggi hukun.
Kita tidak ingin di kucilkan atau bahkan diembargo
ekonomi oleh dunia internasional, o¢leh =sebab itu
bagaimana suatu bangsa itu mengatur tata kehidupan
sosial; ekonomi termasuk hukum, akan menentukan pula
kinerja bangsa itu di dalam perganlan internasional yang
sudah semakin mengglobal pada ssat ini.

Menurut perspektif normatif positivistis yang
menekankan pada preskriptif vyuridis, seseocrang vyang
mengalami kerugian sebagsail akibat dari perbuatan orang

lain, maka orang/pihak vang mengalami kerugiasn karens



perbuatan orang 1lain tersebut bisa melakukan gugatan
ganti kerugian. Di Indonesia hal ini diatur pada passal
1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Lkaitannya dengan fenomena sosial di atas,
konsumen vang mengalami‘kerqgian akibat dari kerusakan
komputer yang dibeli dapat sajs melskukan gudatan’ ganti
rugi berdasarkan pada pasal 1365 tersebut, akan fetapi
realitasnya di Semarang tidak pernah ada gugatan seperti
itn. EKedua belah pihak menvelesaikan perscalan secars
kekeluargaén, di sisi lain marsaknya pembajakan software
[vang sangat merugikan produsen dan software house], bak
Jamur di musim hnjan. Sementara itu penegakan hukumnya
sendiri sepertl tidak berjalan,5 fenomena =sosial seperti
ini bukanlah masalah yang sederhana seperti piltihan
antara taat kepada hokum, atau melanggar hukum.

Dalam perspektif hukum dan basis sosialnysa fenomena
sosial diatas memerlukan suatu tindakan penelitian untuk
keperluan diagnostik guna menjelaskan tentang konflik
dalam kehidupan hukum kita yang bersumber psada adanya
ketidak cocokan antara nilai-nilai dalam struktur sosial
dan hukum yang ada. Dengan melihat permasalshan yang
timbul antara hukum dan masyarakat di atas, maka adalah

5.1 Tidak berjalannya penegakan bukum disini karena sampai
saat ini belum ada suatu timdakan apapun dari penegak hukum berkai-
tan dengan pembajakan software melalui harddisk dan compact disk.
Beberapa razia yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini hanya-—
lah penyitaan terhadap compact disk yang berisi Ffilm—film bajakan
dan lagu, bhukan software. Dengan demikian pembajakan software
komputer sampai saat ini di Semarang tetap berlangsung.
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pada tempatnya Jika tecri-teori sosial di  luar hukum
i1kut membantu memberikan sumbangannya.s

Disinilah peranan nyata dari sosiologi hukum vyang
dengan metode-metodenya akan dapat mendeskripsikan
melalul pemahaman [interpretative understanding] dan
menjelaskan [explsin] 1latar belakang fenomens vang
terjadi, sehingga hasilnya merupskan masukan befharga
bagi pihak-pihak vyvang bersangkutan dengan penegsakan
hukum serta dari aspek pengembangan ilmu hukunm.

Dari fenomensa di atas maka hal-hal yang patut jugs
uﬁtuk dicermati ialah bagaimana bekerjanya hukum dalam
masyarakat, dalam hal ini 1islah proses penegakan
hukumnys =zehingga terjadi hal seperti itu, di sisi lain
ialah hal-hal vang berkaitan dengan perilaku dari
pelaku-pelaku bisnis, maupun konsumen yang membeli., Atas
dasar itulah perlu diadakan penelitian untuk mendapatkan
suatu pemahamnan yang lebih reslistis, yang hasilnya
dapat menjembatanl kesenjangan yang terjadi.

Pertimbangan lain yang membuat arti penelitian ini
menjadi penting ialah bahwa negara kita adalah negara
hukum, oleh karena itu hukum mempunyal peranan ter-
gsendiri dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam kerangks yang demikian itulah maka penelitian-
penelitian atawn studi terhadsp interaksi antara hukum

‘dan wmasyarakat akan dapat memberikan sumbangan pada

6.1 satjipto Rahardio, 1980, Op. Cit.
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pemahaman tentang peranan hukum dalam masyarakat, karena

pada hakekatnys suatu pemahamsn terhadap masalah-masalah

hukum terkait merupakan kunci penting bagi pihak-pihak
pengambilil keputusan untuk mengambil suatu solusi =agar
dapat segera mengatasi permasslahan secara memuaskan.

Oleh =ebsb itu penelitian ini ada relevansinya
dengan studi hukum dan masyarakat yang sekarané ini
tengah berkembang pesat, di samping itu juga melengkapi
kajian dari hasil penelitian terdahulu.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belskang di ataz maka
permasalahan yang dikemukakan ialah adanya Semacam
ketidakberdayaan hukum untuk mengatasi bisnis curang
baik itw yang berkaitan dengan pembajakan software
maupun perlindungan terhadap konsumen, vang dilakukan
oleh para pengusahs/perakit komputer di Kodya Semarang.

Dari permasalahan tersebut dapat ditarik pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagal berikut:

1. Mengapa para pengusaha/perakit komputer cenderung
melakukan bisnils curang dalam melakukan kegiatan
bisnis perangkat keras komputer?

2. Apa makna di balik perilaku/tindakan yang melandasi
tindakan paras pengusahs/perakit tersebut?

3. Bagasimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dalam hal
ini penegakan hukum yang berksitan dengan masalsah
perlindungan konsumen dan perlindungan terhadap Hak

Atas Xekayaasn Intelektual?




Kerangka teori

Dalam ilmu hukum ada pendapat yang sampal dengan
saat ini lazim di anut, yaitu pendapat dari aliran lIegal
realism vyang berkembang di Amerika BSerikat adalah
pendapat vyang mengatakan bahwa di dalam mempelajari
hukum, pengetahuan mengenai ™ Iaw in books” adalah sama
pentingnya dengan pemahaman " law in action“.7

Dalam perspektif metode penelitian hukom, Iaw 1in
books ini diimplementasikan dalam paradigma penelitian
hukum doktriner, vaitu meneliti tentang inventarisasi
nukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum in
concreto/klinis, sistem hukum, dan sinkronisasi hukum.

Sedangkan law in action diimplementasikan dalam
paradigma penelitian hukum non doktriner yaitu memshami
dan meneliti hukum dalam konteks sosialnya karensa
fokusnya 1lebih menyangkut pada persoalan bekerjanya
hukum dalam masyvarakat.

Dalam paradigma ini hukum tidaklah dikonsepsikan
sebagai suatu gejala normatif yang 6tonom, tetapi
sebagai sustu pranata yang berfungsi sésial, dan 1lebih
bersifat empiris, oleh karena itu dalam langkah-langkah

penelitiannys harus mendapat bantuan dari ilmu-ilmu

sosial lain terutams sosiologi hukum baik dari aspek

metode maupun teori-teori yang akan mendukung penelitian
tersebut. Metode penelitian seperti ini sering Jjuga

disebut dengan socio-legal research.

7x1] Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Studi Hukum Dan Masyarakat
Bandung, Alumni, hal. 38




Terdapat paling sedikit 3 [tigal perspektif dari
fungsi hukum di dalam masyarakat,8 pertama ialah
perspektif kontrol sosial dari hukum, tinjauan vyang
demikian ini dapat dikatakan sebagsai tinjauan dari sudut
pandangan seorang polisi terhadap hukum [the policeman
view of the law]. ‘

Pada hakekatnya kontrol sosial adalah salah satu dari
konsep-konsep vyang biasanya paling banyak dipsakai di
dalam studi-studi kema=zyarskstan. Ia mengacu kepada
berbagai élat vang dipergunakan oleh suatu masyarakat
untuk mengembalikan anggota-angdotanya yang kepala batu
ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa ada
tanpa kontrol sosial.®

Perspektif yang kedua dari fungsi hukum di dalam
masyarskat adalah perspektif socjial-engineering vyang
merupakan tinjanan yang dipergunakan oleh para pejabat
[ the official’s perspective of the law], oleh Lkarena
fokus perhatiannya adalah =apa vyang diperbuat oleh
pengussa/pejabat dengan hukum, mska tinjauan ini
kerapkali disebut juga the technoecrat’s view of the law.
Yang dipelajari disini adalah sumber-sumber kekuasaan
aps yang dapsat di mobilisasikan dengan menggunakan hukum

sebagal mekanisme.

8-) patonie A.G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid,
hal. 10 et. s&q

9.1 peter L. Berger, 1985, Invitation to Sociology, A
Humanistic Perspective, alih bahasa Daniel Dhakidae, Jakarta, Inti
Sarana Aksara, hal. 98



Perspektif vang ketiga adalah perspektif emansipasi
masyarakat terhadap hukum, perspektif ini merupakan
tinjauan dari bawah terhadap hukum [ the bottom’s up view
of the law]. Hukum dalam perspektif ini meliputi kajian-
kajian hukum seperti misalnys, kemampuan hukun sebagai
sarana pemenampung aspirasi masyarakat, budaya hukun,
kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Pada saat ini hampir seluruh bidang kehidupan
manusia/masyarakat diatur oleh peraturan-peraturan
huokum. Peranan hukum sebagai social engineering yang
semakin meluas ini menunjukkan semakin pentingnya
peranan hukum pada masyarakat moderen yang semakin
kompleks. Dengan demikian hukum moderen merupakan snatu
proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan
kebijakan-kebijakan dan kemudian menerspkannya dalanm
masyarakat, maka dapatlah dikatakan, bahwa ia mempunysai
tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan
menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan
sengaja.lo Akan tetapi dalam kenyataannya belum tentu
bekerjanya hukum itu selalu memenuhi harapan dari pem-
buat kebijakan. Hal ini karena ada kekuatan-kekuatan
lain diluar hukum vang mempengaruvhi bekerjanyas hukum
dalam masyarakat.

Gambaran mengenai kehidupan hukum vang seperti itu

menjadi semakin Jjelas, apabila dalam mengamati hukum itu

10-1 pavid M. Trubek dalam Wukir Prayitno, 1991, Modernitas
Hukum Berwawasan Indonesia, Semarang, Agung, hal. 39



kita gunsaksn "optik hukum dan masyarakat“ll yiitu vang
melihat kehidupan hukum itu tidak hanya sebagal fungsi
dari peraturan, melainkan Jjuga dari kebijakan [policy]
pelaksanaannya serta tingkah l1sku masyarakat. 0leh
karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti
pelaksanaan perundang~undangqn. Pengamatan hukum secara
perspektif sosial ini dapat ditarik Kkesimpulan bahwa
masalah pokoknya terletak pada faktor-fasktor | vang
mempengaruhinya yaitu:
1. Peraturgnnya sendiri
2. Aktivitas birokrasi pelaksana
3. Wargs negara/masyarakat =sebagal sasaran peraturan
4. Kerangka =sosial politik ekonomi budaya yang ada vyang
turut menentuksn bagaimansa setiap unsur/elemen dalam
hukum tersebut diatas menjaslankan apa vyvang menjadi
bagiannya.i
Unsur-unsur yang dikemukakan di satas selanjutnya
harus dilihat hubungannya satu sama lain dalam suatn
proses interaksi vyang dinanis, artinya bagaimansg
hubungan antara suatn persturan hukum dengan warga
negara/masyarakst vang menjadi sasaran dari peraturan
tersebut. Dikeluarkannys aturan tersebut harus di 1lihat
dalam pola “"harapan dan pelaksanaasnnya"”. Akan tetapil
para sosiolog sejak semula telah menyadari, bahwa dalam

rangka memenuhi harapan atau menjalankan peranan yang

11.1 gatjipto Rahardio, 1977, Permasalahan Hukum di Indonesia,
Bandung, Alumni, bhal. 13 et seg
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diharapkan déri padanyva, seseorang itu akan menerima
pengaruh dari kerangks sosial, politik, ekonomi dan
budaya yang menglilinginyva, sehingga ada lebih dari satu
kemungkinan vyang dapat terjadi, seperti ditaati, tidak
ditaati, ditaasti atau tidak ditaati sementara, dan lain-
lain kemungkinan lagi.12 Dengan kata 1lain gangguan
terhadap penegakan hukum teéjadi apabila ada ketidak-
serasian antara nilai-nilai dalam masyarakat, kaidah
atau peratufan hukum yvang berlaku dan polas perilaku
individu yang tidak terarah .....

Untuk membantu mencari jawaban terhadap fenomens
sozial yang akan diteliti diperlukan suatu paradigma
sosiologi, karens pada hakekatnys paradigma skan sangat
membantu seorang ilmuwan {peneliti] dalam merumuskan
tentang apa vang harus dipelajari, persocalan-persoalan
apa vyang harus dijawab, bagaimana seharusnya mnmenjawab,
serta aturan-aturan apa vang harus di l1lkuti dalam
menginterpretasikan informasi vang diperoleh. Paradigma
merupakan suatu jendela di mana peneliti akan melihat
dunia, dengan jendels itu parsa peneliti akan memahami
dan menafsirkan secara obyektif berdasarkan kerangka
acuan vang terkandung dalam paradigma sosiologi vang

dipilihnya.14

12.1 gatjipto Rahardje, 1977, Ibid

13.] Soerjono Soekanto, 19856, Faktor—faktor Yang Mempengariuhi
Penegakan hukum, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 4

14.1] Zamroni, 1992, Pengantar FPengembangan Teori Sosial,
Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, hal. 22




Paradigma vang dipergunakan dalam penelitian ini
ialah paradigma defenisi sosial, paradigma ini memandang
manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan
sosialnya sendiri, tidak memsndang manusia sebagal
individu yang statis dan yang terpaksa dalam bertindalk,
fokus perhatian paradigma ini terletak pada bagaimana
caranya manusia mengartikaA kehidupan sosialnya atau
bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial vang
nyata.15 Tegasnys bertujuan terhadap pemahaman perilaku
sosial melslui penafsirannya, dan dengan itu menerangkan
jalan perkembangannya dan akibat-skibatnya menurut sebab
sebabnya.l8

Istilah "perilaku" digunakan Weber untuk perbuatan-
perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subyektif
[Gemeinter Sinnl.......... pelaku hendak mencapai suatu
tujuan, atan ia didorong oleh motivasi. Perilaku menjadi
perilakn sosial sepanjang perilaku itu mempunyai makna
atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepads
orang lain.

Inti dari tesis Weber17 adalah tindakan yang penuh
arti dari individu. Dengan demikian kesadaran akan arti

15.]1 George Ritzer, 1992, Sociology: A Multiple Paradigm
Science, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 105

}é'] Max Weber dalam K. J. Veeger, 1985. ARealitas Sosial,
Jakarta, PT. Gramedia, hal. 171 et seq.

17.1 max weber adalah pengemuka exemplar dari paradigma defe—
nisi sosial yang mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tinda-
kan sosial antar hubungan sosial.
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dari apa yang dibuat itulah ciri hakiki manusia. Tanpa
kesadaran itn suatu perbuatan tidak dapat dikatakan
sebagai perilaku manusia.

Secara rinci kegiatan penelitian vyang menggunakan
paradigma ini memppnyai sasaran pokok yang meliputi; 1]
tindakan manusia yvang mengandung makna subyvektif, me-
liputi beberapsa tindakan nyata; 2] bahwa tipdakan
nyata tersebut adalah bersifat batiniah dan bersifat dan
bersifat subyektif; 3] dan tindakan itu sengaja di
ulang; 4] tindakan itu disrahkan kepada seseorang atau
beberapa individu; selanjutnya §] tindakan itu mem-
perhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang
lain.18

Meneliti hukum dalam perspektif paradigma defenisi
sosial berarti mengkonsepkan huokum sebagai manifestasi
makna-makns s=imbolik para pelaku sosial, sebagaimansa
tampak dalam interaksi antar mereka, maka orientasinya
harus berpijak pada teori interaksi simbolis.19

Berkaitan dengan perilsku individu , =ada salasan-

alasan tertentu vang menyebabkan anggota masyarakat atan

individu "menolak"” wuntuk berperilaku tertentu [ termasuk

hukum] antara lain; 1] individu tidak memahami; 2]

bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang dilanut

18.7 zamroni, Op. cit, bal. 54

19.1 goptandyo Wignjosoebroto, 1995. Konsep Hukum, Tipe Kajian
dan Metode Penwelitiannya, Semarang. Hand—out, hal. 4
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individu; 3] adanya kepentingan dari anggota masyarakat
atau individu ..20

Pengan melihat paradigma serta beberapa alasan di
atas maka perbuatan bisnis curang yang dilakukan oleh
pars pengusaha/perakit bisa di pahami, permasalahan
pokoknya terletak pada nilai-nilai dan bagaimansa
pandangan-pandangan [kompleksitas makna] dari pelakun
[pengussaha/perakit] terhadap perbustan yang dilakukan.

Dalam perspektif teori Interaksi simbolis penekanan
analisa bersumber dari aspek-aspek perilaku dari manusia
vang subyektif dan interpretatif. Dalam pandangan teori
ini, manusisa bukan dilihat =ebagai produk vang
ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, akan
tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-sktor yang
bebas. 21 |

Menurut teori ini tindskan/perilaku manusia itu
selalu berdasarkan pada simbol-simbol, Hal ini karena
tindakan manusisa bukan disebsabkan oleh beberapsa
"kekuatan luar", tidak pula disebabkan oleh "hkekuatan
dalam”, dalam arti individu bukan dikelilingi obyek-
obyek potensial vyang mempermainksnnya dan membentuk
perilakunya. Gambaran yang benar iazlah dia membentuk

obyek-obyek itu, misalnya berpsakaian atau mempersiapkan

20.1 selo Soemardjan, 1986, Ferubahan Sosial di Yogyakarta,
Yagyakarta, Gadjabmada University Press, hal. 315

21.] Margaret M. Poloma, 1994, Contemporary Sociclogical
Theory, Alih Bahasa Tim Penerjemab Yasogama, Jakarta: P.T. RajaGra—
findo Persada, hal. 259 =t segg.
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diri wuntuk karier profesional. Individu sebenarnya
sedang merancang obyek-obyek vyang saling berbedsn,
memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan,
dan mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya
tersebut. Inilah vang dimaksud dengan penafsiran atau
bertindak berdasarkan simbol-simbol. 22

Pendekatan interaksi simbolik ini berasumsi bahwa
pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran, obyek,
orang, situasi, dan peristiwa yang tak memiliki
pengertiannya sendiri, tetapi makna atau pengertian itu
diberikan untuk mereka. Makna tersebut berasal dari
interaksi dengan orang lain....sebagaimana dinyatakan
oleh Blumer :"bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal
dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam
kaitannys dengan sesuatu itu. Tindakan—-tindakan vyang
dilakukan oleh mereks akan melahirkan batasan-batasan
sesuatu bagl orang lain" .23

Dari ursian diatass sebagaimana juga dikatakan oleh
Blumer, bahwa Interaksionisme—simbolis bhertumpu pada
tiga premis yaitu 1] Manusia bertindak terhadap sesuatu

berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi

mereka; 21 Makna tersebut berasal dari interaksi sosial.

seseorang dengan orang lain; 3] Makna-makna tersebut

disgempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung.

22.1 Herbert Blumer dalam Margaret M. Poloma, 1994, Ibid

23.] Margaret M. Poloma, 1994, Op cit. hal. 260 et seqq
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Berdasarkan pada premis dari Blumer, teori ini
memandang bahwa "diri” itu tidak dilihat sebagai vyang
berada di dalam individu seperti "aku”, “motivasi”,
"norma" serta “nilai" dari dslam. Diri adalah defenisi
yang diciptakan orang [melalui interaksi dengan orang
lain] di tempat ia berada. Dsaslam mengkonstruk atau
mendefenisikan akun, manugia wmencoba melihat dirinya
sebagai orang lain, melihatnys dengan Jalan menafsir
tindakan dan isyarst yang di arahkan kepada mereka dan
dengan menempatkan dirinys dalam peranan orang
lain.

Dengan singkat, kita melihat diri kita sendiri
sebagai bagiqn dari orang lain melihat kits. Jadi diri
itu juga merupakan konstrak sosial, yaitu hasil persepsi
seseorang terhadap dirinya dan kemudian mengembangkan
defenizi melalui proses interaksi. Cara ini memberi
kesempatan bagi orang untuk hertumbuh dan berubah
sepanjang mereka lebih banyak belajar tentang dirinya
melalui proses interaksi tersebut .24

Kesimpulannya bahwa tindakan individu itu bukan
sekedar reaksi langsung darili tindakan seseorang terhadap
orang lain, tetapi didasarkan makna yang diberikan
terhadap tindakan orang lain tersebut, interaksi antar
individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, inter-

pretasi [memahaml maksud dari tindskan masing-masingl].

24.) {exi Moleong, 1994, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung
PT. Remaja Rosdakarya, hal. 12 et seq.



Jadi dalam proges interaksi manusia itu bukan suatu
proses di mana adanya stimulus secara otomatis dan
langsung menimbulkan tanggapan/respon. Tetapi antara
stimnlues vang diterims dengan respon yang terjadi
sesudahnya diantarai oleh proses berfikir dalam rangka
interpretasi.25

Setelah diuraikan paradigms dan teori sosial vyang
digunakan untuk keperluan analisis yang berkaitan dengan
pola perilaku/tindakan individu dalam masyarakatnya,
maka diperlukan pendekataﬁ lain yang dapat mendukung
pada analisis permasal=zhan di atas.

Dengan berpedoman pada sosiologil refleksif dari
Gouldner vang mengemukakan premis bahwa masyarakat baru
vang kita inginkan, antarsa lain, ialah suatu masyarakat
vang akan memungkinkan orang lebih mampn melihat apsa dan
mengatakan apa sebenarnya dirl serta dunia sosial
mereka,?® dan..... bahwa sosioclogi dan masyarakat saling
tergantung, artinya sosiologil mencerminkan asumsi-asumsi
nilai-nilai dari masysrskat. Maka sosiologi kritis ini
diarahkan kepada usaha mengetengahkan penyelesaian
humsnistis terhadap konflik-konflik yang ditemukan dalam
masyarakat. Refleksivitas akan membawa pada pengkajian
mecara kritis sehingga kesenjangan antara nilai-nilai

25.] george Ritzer, 1992, Op. cit hal. 61

26.1 plvin W. Gouldner dalam Margaret M. Poloma, 1974. Contem—

povrary Sociological Theory, alih bahasa tim penerjemah Yasogama,
Jakarta, FT. RajaGrafindo Persada, hal. 398 et seqq.
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ideal [hukum]l] dan pelaksanaannysa vang riel di dalam
masyvarakat.

Suatn pendekatan vang dapat dimasukkan dalam
perspektif =osiologi kritis ini ialah "mendekatan
kritis terhadap realitas sos{al".27

Secara singkat realitas s=sosial dapat diartikan
sebagail kenyataan tentang kejadian-kejadian dan sébagai
gambaran tentang kenyatasan ataun pengetahuan tentang
kenyataan. Yang pertama menggambarkan tentang kejadian-
kejadian dalam masyarakat yang dapat dilihat, didengsar
dan dibaca di dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan
vang kedus merupaksan gambaran ysng kita miliki téntang
kenyataan sosial. Dengan demikian yang pertama dapat
dipandang sebagal realitas tentang fenomenza, sedangkan
vang kedua nmerupakan realitas konseptual.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, realitas
sosial misalnya tentang perbuastan melangdgar hukum
seperti bisnis curang, pembajakan software, dan
sebagainya [dalam artian yang pertama)], serta realitas
konseptual atau pengetahuan kita tentang perbuatan
melanggar hukum itu [dalam artian yang kedual, misalnys
vang berkaitan dengan tempat dan pelaku pelanggaran,

bahwa pembajakan umumnya dilakukan ditempat vang

tersembunyi, oleh orang yang mempunysi keahlian khusus,

27.1 1.8, Susanto, 1992, Pemabaman Kritis Terhadap Realitas
Sosial, dalam Masalah-masalab Hukum No.? Tahun XXII-1992, Semarang,
Fakultas Hukwn UNDIP, hal. 1 et segg.
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maka realités? sozlal sebagal realitas konseptual
i H

seringkali ﬁiiak sama dengan apa yang sebenarnya

terjadi. Ole% @arenanya kajian tentang reaslitas sosial
seyogdyanysa ie&ih ginkron pada pengertian realitas
konseptual atéu %ebaliknya.

Eksistens% é dari resalitas sosial, baik sebagai

gambaran teﬁtahg kejadian-kejadian, maupun sebagai

gambaran ten#aﬁg kenyataan, adalah karena diadakan
[dalam sosioloéi di=sebut konstruksi sosiall. Realitas
s=osial dapat diﬂandang sehagai kualitas tentang fenomena

yvang kita Iteérima sebagai hal vyang  bebas, vang

keberadaannyai étidak tergsntung dari kehendak kita
sendiri, artinyﬁ dia ada disanas dan tetap disansa,
meskipun kita?tidak menghendakinya, dia merupakan produk
vang dihasiikah oleh pelaku-pelaku sosial, yaitu
berdagsarkan $aia idiologi dan kepentingan-kepentiingan
mengarahkan %tﬂndakan—tindakannya padg tujuan-tujuan

tertentu. Seﬂaﬁgkan pengetahuan dan persepsi  orang

|
tentang real;t&s sosial mizalnya “pelanggaran hukunm”

terutams dipérdleh melalui penindakan vang dilakukan

oleh penegakéhdkum pada kejadian-kejadian pelanggaran

hukum serta mélﬁlui pemberitaan media nassa. 20

1.5. Sus%nﬂo mengartikan pendekstan kritis secara

lebih umum &aﬂtu sebagai “"cara pandang” vang lebih

P
28.1 1.s. Susanto, 1991, Kejahatan white—{ollar dan Pembangt-—-
nan  Masyarakat 'A:l_ll Dan Makmur, dalam Masalah—masalah Hakum No.3
tahun XXI-199%, Semarang, F.H Undip, hal. 1
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mengarahkan pada proses-proses terbentuknya realitas
sosial. Cara pandang ini akan digunakan dalam membahas,
memahami dan mempertanyskan realitas sosial yang ada
dalam kehidupsan sehari-hari, secars singkat adalah cara
prandang atau kerangka pemik%ran vang mengarahkan untuk
mempelajari proses-proses vang dilakukan manusia dalam
membangun masyarakat atau dunianya. Melalui pendékatan
kritis dapat ditunjukkan proses-proses pembentukan
reglitas soslal, vyaitu proses diterimanyza tindakan-
tindakan individu meniadi suatun realitas, dihubungkan
denéan kondisi-kondisi struktur, politik, sogisal,
ekonomi dan budaya yang adsa.

Dengan demikian prendekatan kritis terhadap realitas
gogial ini dapst mengungkapkan spa yang oleh Merton
dikatakan sebagai fungsi manifest dan latent,29 yaitu
fungsi untuk menunjukkan maksud yang ditentukan secara
resmi bagl institusi atau pengsaturan sosial tertentu,
serta maksud yang “terselubung” {dan ipso facto tidak
terlihat atan tidak disadari] yang menjadi tugas dari
ilmuwan untuk dibeberksn. Dengan demikian yang nyata
{manifest] bukan merupakan seluruh cerita; ada yang
masih tersembunyi [Jatency] yang harus dipelajari.

Kajian hukum dalam perspektif pendekatan kritis
ﬁeliputi analisis kritis terhadap proses bekerjanya

hukum dslam pembustan peraturannysa, substansinya vyaitu

27.1 Robert K. Merton, dalam 1.S. Susanto, Ibid




seberapa jauh cacat-cacat yang dimilikinya, kepentingan-
kepentingan aps vang ada dibalik peraturan tersebut,
kelompok masyvarakat mana yang diuntungkan, sebaliknya
manz pula yvang dirugikan, apakah sanksinya memadal dan
manusiawi.

Sedangkan mengenal penegékan hukum, paling tidak ada
empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan
hukum, yaitﬁ di samping undang-undangnya, maka penegakan
ﬁukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban
[masyarakat] dan aparat penegak hukum, di dsalam suatu
hubungan vyang bersifat interaksi, yakni hubungan yang
bersifat saling mempengaruhi dalam wadah struktur,
politik, sosial, ekonomi, budaya pada situasi tertentu.

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyanghkut
pandangan atau persepsi pelanggar terhadap tindakannya,
undang-undang, korban, aparat penegak hukum, maupun
bekerjanya hukum. Sedangkan dimensi korban sntara lain
persepsinya tentang &apa vyang dipandangnya sebagai
perbuatan melanggar hukum, kepentingan-kepentingan yang
ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.

Arnalisis kritis terhadap aparat penegak hukum akan
dapat mengungkapkan kepentingan-kepentingan dan hal-hal
lainnya vang melatar belakangi tindakan aparat penegak
hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi
dalsai interaksinya dengan pelanggar, korban dan
masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan

hukum yang lebih baik.
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Teori sosial dan pendekatan kritis sebagsimana di
uraikan di atas mempunyai perspektif atsn premis yang
sams dengan sosiologl hukum kontemplatif [ beschouwende
rechtssociologiel.30 Aliran sosiologi hukum ini mem-
puniyai premis bahwa untuk dapat mengstakan sesuatu
secara bermakna tentang masyarakat dsn kaidah-kaidah
hukum yang memainkan persanan penting di dalamnya,- maka
ia [peneliti atsu so=ziclog] harus menjadi bagian dari
masyarakat ity dan mengenal baik kaidah-kaidah hukum
vang berfungsi di dalamnya, oleh sebsab itu ia harus
bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu perspektif
partisipaq vang ikut berbicarsa.

Dengan demikian latar belakang =osiologi hukum
kontemplatif ini adalah tidak positivistik, sehingga
proposisi—proposisi vang dikemukakan lebih bersifat
normatif evaluatif, dan teori yang mendukung EkKajian
kajian atau disku=zi-diskusinya adalsh teori yang ber-
sifat pragmatis atau yang berpegang teguh pads realitas
dalam masyarakst, valtu yang berkaitan dengan bagalimana
individu atsupun masyarakat sebagal komunitas itu men-
ciptakan &atau menemukan simbol-simbol, lalu kenmudian
bagaimana mereka menafsirkan simbol-simbol itu terkait
dengsan, dipengaruhi oleh, dan menggunakan simbol-szimbol

terzebut dalam interaksi sosial yvang dilakukan.

Atnre mapes s vesee sasne baed 44 444 LS Ll LN s U Y e

S0-1  Baca J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 19945,
Rechts FReflectie [ Grondbegrippen uit de rechtstheorie}l, Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti, hal. 163 et seqqg.
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Demikianlah kerangka teori vyang diajukan, guna
membantu analisis hasil penelitiasn. Adapun teori dan
pendekatan yvang digunakan ialah teori interaksi simbolis
dan pendekatan kritis terhadap realitas sosial.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegistan penelitian ini adalah
sebagdal berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang melatar
belakangi terjadinya bisnis curang dalam Jual belil
komputer rakitan di Kotamadya Semarang, mengkaji,
mengembangkan, untuk selanjutnya memberikan sumbangan
pemikiran.

2. Untuk mendapatkasn gambaran serta memberikan sumbangan
pemikiran mengenai penegakan hukum, khususnya Vyang
menyangkut perlindungan terhadap konsumen dan Hak
Cipta atas software komputer di Kotamadya Semarang.

Manfaat Hasil Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian 1ini
befmanfaat dalam hal pemberian informasi, pemahaman, dan
wawssan mengenai perilaku "masyarakat” vyang berkaitan
dengan proszes penegakan hukum.

Metodologil Peéelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian
kuslitatif dengan pendekatan sosio yuridis karena
pendekatan seperti ini tidak memandang hukum sebagdail

peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi Juga
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meliputi bagaimana bekerjanya hukum itu di dalam
mazyarakat serta bagsimana ia berinteraksi dengan
lingkungannysa.

Secara soziologis hukum itu merupakan lembaga
sosial31, artinya hukum @erupakan kesatuan kaidah-
kaidah vyang bertujuvan untuk memenuhil kebutuhan-
kebutuhan dasar dari manusia pada segalsa tinékatan,
yang bertujuan untuk mencapail suatu kedamalan dan
ketertiban dalam masysarakat, di sisi lain pendekatan
sosio yuridis Jjuga dimaksudkan untuk nelakukan
penjelasan stas permasalahan yang di  teliti dalam
hubungsnnya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba
untuk menjelajiahi reslitas empirik dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini karakteristik khusus dari
analisis-analisis di dalam sosiologi hukum mencoba
untuk menghubungkan antara hukum dengan perilaku
sosial,S? . Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya
dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri
atan isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai
bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan

variabel sosial yang lain.33

31.] geerjono Soekanto et al, 1988, Pendekatan Sosiologi
Terhadap Hukum, Jakarta, PT. Bina Aksara. hal. 9

321 pdam Padgorecky dan Christopher J. Whelan [&d], 19a7,
Sociological Approsches to Law, Alih bahasa Rnc. Widyaningsih
dan 5. Kartasaputra, Jakarta, Bina Aksara, hal 10.

33.1 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum
Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia. hal. 34
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Dengan penggunsasan metode penelitian kualitatif
ini di harsaspkan akan ditemukan makna-makna yang ter-
sembunyi éibalik obyek ataupun subyek vyang akan
diteliti, dengan demikian metode inl dapat menjangkaun
dua hal sekaligus yaitu dqnia obyektif dan subyektif,
Metode penelitian kualitatif sebagai suatu konsep
keseluruhan [holistik] untuk mengungkapkan réhasia
sesuaty, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam
keadaan sewajarnya [natural setting], mnempergunakan
cara kerja vang sistematik, terarah dan dapat diper-
tanggungjawabkan, artinya penelitian ini tidak hanya
merekam hal-hal yang nampak'secara eksplisit =aja
melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena
vang terjadi di dalam masyarakat.34

Prose= penelitian yvang dilakukan dengan carsa yang
wajar atau alamiah ini ialah dengan berbentuk siklus
vang terdiri dari tigs tahap yaitu, pertama; tahap
orientasi/eksplorasi yvang bersifat menyeluruh,
maksudnya peneliti cenderung bertolak dari pandangan
bahwa “ia tidsk mengetahui tentang apa yang tak
diketahui". Oleh karena itu di tinghkat awal biasanya
hanys menyatakan fokus masalah yang kadarnya masih

' cukﬁp umuam. Mi=alnya dalam tingkat swal peneliti

melihat adanya ketidakberesan dalam penegakan hukum .

34.1 4, Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, 1994, PAeneli-
tian Terapan, Yogyakarta, Gadjah Mada Univer-sity Press, hal.
175




vang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan hak atas
kekayasn intelektual dalam bisnis jual beli komputer.

Kedusa: tahap melakukan eksplorasi secara ter-
fokus, c=esumi dengan domain yang dipilih sebagal
fokus {domain managemen?], disini fokusnya 1lebih
spesifik/ selektif dan dilakukan pada saat proses
penelitian. Migalnya dipilihnya "domaln .jenis
pelanggaran hukum” atau "domain lokasi”.

Ketiga; tahap pengecekan dan pemeriksaan ke-
absahan deta vang meliputli proses pengumpulan,
analisis sampai dengan pengecekan validitas data.35
Banyak hal-hal vyang dapat di angkat dari berbagail
dimensi dalam penelitian kuslitatif ini, salah satu
di antaranya ialah untuk mendapatkan pemahaman vyang
utuh mengenali fenomena ataun gejala, kenyataan,
tingkah laku sosial dan budaya,38 serta mempelajari
kelompok atan individu dan pengalaman-pengalaman yang
belum diketahui sama sekali.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif
analitis sebab mengungkapkan dengan teliti tentang
siksp atau perilaku manusia dalam masyarakstnya vang
berkaitan dengan penerapan etika bisnis dalam bisnis

jual-beli perangkat keras komputer, perlindungan

35.1 ganapiah Faisal, 1990, Fenelitian Kualitatif Dasar—
dasar dan Aplikasi, Malang, Yayasan Asih Asah asuh, hal. 8

36.1 rpid
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konsumen, serta penegakan hukum, khuzusnya vang
berkaitan QEngan hak cipta dan atau hak atas kekayaan
intelektual.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaskukan di Kotamadya Semarang,
dengan alasan bahwa Semarang merupakan Ibu kots
Propinsi dan sebagal pusst pemerintahan, perdagéngan,
serta pusat pendidikan, sehingga keperluan akan media
pembantu seperti komputer ini memegang peranan vang
sangat tinggi. Karena kebutuhan akan komputer yang
tinggi inilah maka di Kotamadya Semarang banyak
sekali terjadi bisnis jual-beli komputer.
4. Informan Penelitian
Informan awal atan permulasn dalam penelitian ini
dilakukan secara purposives7 yaitu: seorang konsumen,
seorang pengusaha/perakit, seorang polisi/penyidik,
seorang jaksa, seorang hakim dari pengadilan negeri.
Sezsual dengan prinsip metode penelitian kuaiitatif
maksa sampel stau informan yang berikutnya adalah
mengikuti prinsip "bola salju” [snow ball] yang terus
berkembang dan akan berhenti Jika ' sudah terlihat
indikasi tidak terdapat lagi informasi yang dapat

dijaring. Hal ini karena sampel pada penelitian

kualitatif berkaitan dengan prosedur untuk memburn

37.1 Lexi Moleong, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif,
Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal 1653 et seq.



informasi sebanyak karateristik elemen yang berkaitan
dengan =ps yang ingin diketshul peneliti.
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian inil
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari
lokasi penelitian [field research], yang dalam hal
ini meliputi perilaku, sikap, dan persepsi konsumen,
penjual, serta penegakan hukum oleh sparat, =erta
data sekunder, yaitu data yang dapat mendukung data
primer yang berasal dari hasil penelitian terdahnlu,
buku—bqku, serta brosur-brosur, yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan di teliti (Iibrary research].
Meltode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan,
dilakukan dengan Jjalan mengamati secara langsung
terhadsap gejala sosial vyang diteliti, berusaha
memahami géjala yang tidak diramalkan sebelumnya, dan
mengembangkan kesimpulan umum sementara vang
mendorong pengamatan lebih lanjut. Oleh sebab 1itu
untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber datsa
sebagaimana telah disebutkan di atas diperlukan
teknik-teknik pengumpulan dats, adapun teknik-teknik
dari pengumpulan data vyang di pergunakan dalam
penelitian ini islah:
a. Pengamatan [observasi)

Observesi dalam penelitian ini dilskukan dengan

cara vang tidask menyolok, dan dilakukan dengan
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tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian atau
peristiqa, akan tetapi juga segsla sesuatu yang
diduga berkaitan, sehingga observasi yang di-
lakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting,
yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan
maknanya.38 .

Wawancara/interview

Wawancars dilakukan secara tidak terarah [non
directive interview] yang tidak berdasarkan pada
suatu daftar pertanyasan yang sebelumnya telah
disusun terlebih dahulu. Disini peneliti tidak
memberikan pengarahan-pengarahan yang tajam, akan
tetapl terserah kepada informan yang diwawancaral
untuk memberi penjelasan menurut kemauannya
sendiri. Wawancara seperti ini memiliki beberapa
keuntungan yaitu; 1] mendekati keadaan vang
seriyatanya, karena didasarkan atas spontanitas
vang diwawancarai; 2] lebih muadah untuk nmeng-
identifikasi masalah yang diajukan oleh peneliti/
pewawancara; 3] lebih banyak kemungkinannya untuk
menjelajah berbagai aspek dari permasalahan vyang
diajukan.39 Sedangkan dari wawancsars mendalam

[depth interview] diharapkan dapat menggali lebih

38.1 g, Nasution, 1982, Metode Researth, Bandung,
Jemmars, hal. 58

39.71 gonny Hanitijo Scemitro, 1988, Op.Cit. hal. & £t
SEF.




dalam lagi mengenai apa yang diamati di lapangan/
lokasi pernelitian.
¢. Studi kepustakaan
Pencarian data sekunder guna mendukung data primer
vang diperoleh di lokasi penelitian, dilakukan
dengan penelusuran padé perpustakaan-perpustakaan.
Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini merupakan model
interaktif meliputi empat tahap kegisatan, yaitu tahap
pengumpulan data, tahap reduksi datas, penyajian data,
dan verifikassi atau penarikan kesimpﬁlan, sebagaimana

dalam bagan dibawah ini:

PENGUMPULAN
DATA l
e REDUKSI PENYAJIAR
L > |DATA < >1DATA
» | PENARIKAN
KESIMPULAN

Sumber: W.B. ®iles & AW, Huberman [Analisis Data Kualitatif]

Dalam perspektif ini ke empat tahap kegisatan
snalisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang
interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya
vang terus berlanjut dan berulang dan terus menerus

bergerak di antara empat tahap kegiatan tersebut,



selama pengumpulan data, lalu selanjutn
diantara kegiatan reduksi, penyajilan
kesimpuian, selﬁma siza waktu penelit

massalah reduksi data, penyajian datsa

b

va bolak balik
dan penarikan
isn, sehingga

dan penariksan

kesimpulan atau verifikssi menjadil gambaran keber-

hasilan secarsa berurutan sebagal rangksaian kegiatan

sanalisis yang saling susnl menyusul.40

Selain . mempergunakan model interaktif di atas

dalam proses analisis data lapangsan ini

juga teknik-teknik analisis domain se

dipergunakan

bagai berikut;

[11 Analisis domain dipergunakan untuk memperoleh

gambaran yang bersifat umum dan relati
Hasilnya masih berupa pengetahuan at
ditingkat ‘“permukaan” tentang berbagsail
kategori konseptual dalam penelitian
Etika/moral, penegakan hukum, perlindun
pelanggaran hukum, dan lain-lain.
taksonomis, pada tingkat ansalisis ini
tian aitetapkan terbatas pada d
tertentu, misalnys etika bisnis, perl
konsumen komputer, pelanggaran hak

asoftware komputer, dan lain-lainnya

f menyeluruh.
au pengertian

domain atau
ini, missalnya
gan konsumen,
[2] Analisis
fokus peneli-
omain/kategori
indungan hukum

cipta atas

vang sangat

berguns dalam upaya mendeskripsikan dan menjelaskan

fenomena yang merupakan sasaran penelitian. [31]

Analisis komponensial, analisis ini

40.1] mM.B, Miles dan A.M. Huberman, 1992,
Kualitatif, hal. 19 et seqg.

dipergunakan

Analisis Data




untuk mengidentifikasi sejumlah persocalan kontras
dalam masalah penerapan etika bisnis serta kaitannya
dengan pelanggaran hak cipta serta penegaksn hukum-
nya. Dengan demikian akan diperoleh pengertian vyang
menyeluruh. [4] Analisis Tema, analisis jenis ini
dipergunakan untuk mencari benang merah dslam sunatu
penelitian, vyaitu gambaran umwm tentang penégakan
hukum dan etika bisnis yvang telah diperoleh dengsn
penegakan hukum dan etika bisnis yang telah terfokus
berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari pars
informan di lapangan serta aspek-aspek yang terkait
dengan penegakan hukum dan perierapan etika bisnis.4l
Ketiga analisis pertams dilakukan secara simultan
pada saat mengumpulkan data di lapangan, analisis ke
empat dilakukan setelah kegiatan pengumpulan dsts di
lapangan.
Pengecekan Validitas data

Untuk lkeperluan pengujian validitas data vyang
terkumpul di lokasi penelitian digunakan ¢riangulasi
data, vyaitu teknik pemeriksaasn keabsshan data vang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk
keperluan pengecekan atau sebagail pembanding terhsadap
data. Denzin membedakan empat macan triangulasi
sebagail teknik pemeriksaan vang memanfaatkan sumber,

metode, pentidik dan teori.

41.1 Sanapiah Faisal, op cit. hal. 71 et segg.



BT

Dalam penelitian ini vyang dipergunakan ialsah
teknik triangulssi sumber vakni dengan membandingksan
dan mengeéek balik dersjat kepercaysaan suatu infor-
masi yang diperoleh melalui alat dan waktu vang
berbeda.?2 Hal mana dilakukan dengan jaian;

1. membandingkan data hagil pengamatan dengan data
hasil wawancsara;

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan
umum dengan apa vang dikatakan secarsa pribadi;

3. membandingkan keadaan dan perspektif dengan
berbagal pendapat yang berbeda stratifikasi
sosialnysa;

4. membandingkan hasil wawancara dengan 1isi suatuo
dokumen vang berkaitan; dan

5. apa yang dikatakan orang dslam situssl penelitian
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,.

Dengan penggunszan triangulssi sumber ini diharap-
kan informasi vang diperoleh dapat di ecross-chek,
sehingga akurasinys dapat diuji.

Metode Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul di lapangan/lokasi
penelitian, setelah dianalisis dengan cara se-
bagaimana telah disebutkan di atas, lalu ditarik
kesimpulan-kesimpulan dan disajikan dalam bentuk

uraisn—-uraian.

42.1 { exi. J. Moleong, Op. cit. hal. 178



Sistematiksa Tesis

Ha=il dari kegiatan penelitian ini askan di susun
atau dilaporkan sebagai karya ilmiah yaitu berupa Tesis.
Tesis ini terdiri dari empat {4] bab yang meliputi:
Bab I merupakan bab pendahuluan dimana di dalsmnys akan
memuat fenomena-fenomena atan fakta-fakta yang merupakan
latar belakang masalah, permasalahan, kerangka feori,
tujuan dan manfaat penelitian, Jjuga memuat metode
penelitign vang dipergunakan dalam kegiatan penelitian
ini yang di uraikan kedalam sub-=sub antsra lain carsa
pendekatan, spesifikasi/tipe renelitian, penentuan
informan 'ﬁwal, teknik dan pengumpulan data, metode
analisis data, pengecekan validitas data, dan carsa
penyajian datsa.

Bab II merupakan landasan untuk keperluan analisis
prada bab selanjutnya, disini meliputi tinjauvan pustaka
vang berkaitaq dengan permasalahan yang akan di teliti,
oleh karena itu tinjavan pustaka disini harus dspat
mendukung teori-teori [sebagaimana telah diuraikan dalan
kerangks teori pada Bab I] vang akan dipergunakan
sebagal analisis terhadap temuan-temuan di lapangan.
Dalam bab ini penulis akan memasukkan hasil-hasil
penelitian terdahuluy yvang relevan dengan permasalahan
vang akan diteliti, selanjutnya akan dibahas pula
mengenail sekitar dunia komputer yang meliputi perangkat
keras dan perangkat lunaknya, lalu perihal vang

menyvangkut etika, etika bisnis, dialektika hukum dan

e
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moral, budays hukum, perihal penegaskkan hukum dalam masa
transisi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IIIi merupakan bab pembahasan yang berisi
deskripsi hasil penelitian serta analisisnya dengan
menggunakan teori-teori sebagaimana teléh diuraikan
dalam Bakh I. Pembshasan deskripsi hasil penelitian
meliputi karakteristik serta aktifitas dalam bisnis jual
beli perangkast keras komputer yang menyimpang dari
perspektif etika bisnis di Kotamadya Semarang. Sedangkan
perihal sanalisis akan dibshas baik dalam perspektif
normatif maupun dalam kajisn-kajian dalam perspektif
sosio yuridis. Berdasarkan analisis tersebut pada bagian
akhir dari bab ini sksn dibahas mengenai beberapa
gagasan pemikiran yang berkaitan dengan pemberdayaan
hukum dalam rangka meningkatkan peran etika bisnis,
khususnya dalam bisnis Jjual-beli perangkat keras
komputer di Semarang.

Bab IV merupakan bab penutup atsu merupakan akhir
dari tesis vyang berisikan kesimpulan-kesimpulan vyang
berdasarkan pada hasil kajian-kajian atau pembahasan
dari literatur-literatur dan analisis hasil penelitian,
vang pada dasarnya merupakan jawaban daril permasalahan

pokok [pertanyaan penelitian], dan bab ini akan diakhiri

dengan upaya pemberian saran-saran yang pada intinya

Juga merupsakan rekomendasi dari ha=zil kegiatan

penelitian yang dilakukan.



BAB IT |
KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG
ETIKA BISNIS, HUKUM DAN PENDEKATAR SISTEM

A. Dialektika Etika Bisnis dan Hukum

Sebelum dijelaskan spa yang dimaksud dengan etika
bisnis terlebih dahulu ingin dijelasksan apsa vang di-
maksud dengan etika pada umumnys. Mengingat pengertian
etika sering dikaburkan dengan moral, maka perliu
dipahami perbedasn antara keduanya.

Franz Magnis Suseno mengartikan moralitas adalah
sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara
baik sebagai manusia. Sistem nilal ini terkandung dalam
ajaran berbentuk petuah-petuah, nagihat wejangan,
peraturan, perintah dan semscamnya yang diwariskan
secara turun temurun melslui agsma atau kebudayasan
tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara
baik, agar ig benar-benar menjadi manusia vang baik.
Moralitas s&adalah tradisi kepercayasan, dalam agama &ataun
kebudayaan, tentang perilaku yvang baik dan buruk. !

Sedangkan etika dipahami sebagail sebuah cabang
filsafat vyang berbicara mengenai nilai dan norma morsl

vang menentukan perilakua manusia dalam hidupnya.z

1.1 Fyanz Magnis Suseno, 1987. Etika Dasar, Masalah-masalah
FPokok Filsafat Moral, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal. 14

2.1 n, Sonny Keraf & R. H. Imam, 1995. Etika Bisnis: Mem—
bangun Citra FBisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta, Yayasan
Kanisius, hal. 21 st segg.
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Pengertian 1lain etika =adalah usaha vyang sistematik
dengan menggunakan rasio untuk menafsirkgn pengalaman
moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan
aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-
nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan sasaran dalam
hidup.3

Moral adalah petunjuk -konkrit yang siap pakai
tentang bagaimana kita harus hidup, etika adalah
perwajudan dan pengejawantshan secara kritis dan
rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya
mempunyai fungsi sams, yaitu memberi orientasi bagaimansa
dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Bedanya
moralitas langsung mengatakan "inilah cara kita harus
melangkah” sedangkan etika Justru mempersaalkan apakah
kita harus melangkah dengan cara itu? dan mengapa harus
dengan cara itu? Dengan demikian moralitas bisa saja
sams, tetapi sikap etis bisa berbeda antara satu orang
dengan orang lainnysa dalam masyarakat.4

Etika bermaksud wmembantu manusia untuk bertindak
secarsa bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena
setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadil
vang bebas dengan selalu bersedia unfuk mempertanggung-
jawabkan tindakannya itu, karena meméng ada alasan-

alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa

3.1 0.p Simorangkir, 1986, Etika Bisnis, Jakarta: Yagart, hal.5

4.1 p, Sonny Keraf et al. Op. Cit
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ia bertindak, jadi kebebasan dan tanggung jawab adalah
kondisi dasar bagl pengambilan keputusan. Permasalahan
etika dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada masalah
benar atsu salah, wajar atau tidak, jujur atau tidak,
tepat atau tidak, bertanggung jawab atan tidak, dan
lain—laiﬁ.

Tindakan-tindakan manusié vang dilandasi oleh etika
[yaitu kemauan untuk berasrgumentasi secara rasional dan
kritis] pada gilirannya akan mewbuahkan tindakan-
tindakan etis. Walaupun tindakan etis ini mempunysai
batasan yang luas serta banyak mempunyai sudut pandang,
akan tetapi secara garis besar tindakan etis seseorang
jtu bisa ‘diidentifikasi dari akibat-akibat vyang di-
timbulkan.

Pada sisi yang minimum, tindakan etis akan Dberusaha
untuk tidak [menghindari] menyinggung perasaan orang/
pihak lain atau tidak menyskiti. Sedangkan pada sisi
ekstrim tindakan etis berussha untuk tidak merugikan
orang/pihak léin [harta maupun nyawal .®

Tindakan-tindakan etis inilah yang secarsa akumulatif
akan membentuk kebiasaan seseorang [habitf], sifat
[ karakter], maupun kepribadian [personality]}, bahkan
juga akan berpengaruh pada etos keris yang dimiliki.

Sebaliknya suatu tindakan vyang tidak etis vang
berulang kali dilakukan, secara akumvulatif Juga mem-

punyai potensi yang demikian itu.

9-1 Redi Panuju, 1995. Etika Bisnis: tinjauan empiris dan kiat
mengembangkan bisnis sehat, Jakarta, PT. Gramedia, hal. D et =eqg.
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Jadi jika etika pada umumnya membahas masalah benar
atau salah, wajar atau tidak, jujur atan tidak, tepat
atau tidak, sérta bertanggungiawab atau tidak. Selanjut-
nya etika bisnis membahas hal tersebut dalam kaitannya
dengan kenyataan konsep dan praktek bisnis. Bisnis
adalah usaha atan proses pertukaran jasa atau produk
dalam rangks pencapaian nilai tambah. Dalam proses ini
berbagai masalah bisa muncul. Ada masalah vyang umunm,
ada masalah yang merupakan karakteristik dunia bisnis.
-Etika bisnis membshas masalah-masalah bisnis vang
terkait dengan standar moral, bagaimana integritas
antara mencapai nilai tambah tetap berkembang sejalan
dengan standar-standar moral vyang mendasari usaha
manusisa mencapai keutuhan dan perkembangan segdals aspek
merupakan fokus pembahasannya.B

Secars sederhana, masalah etika bisnis timbul Jjika
terjadi konflik tanggung jawab, atau konflik loyalitas.
Yal ini muncul kerena kepentingan diri sendiri dan
kepentingan orang lain bertabrakan, dan kepentingan
orang lain dikorbankan demi kepentingan diri sendiril
atau kelompok sendiri dalam praktek bishis.

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia muolai

menyadari bahwa kemajuan di bidang bisnis justru telah

menyebabkan manusia semakiln tergisih dari nilai-nilai

6. Robby 1. Chandra, 1995. Etika Dunia Hisnis, Yogyakarta,
Yayasan Kanisius, hal. 42 et seq.
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kemanusiaannya. Sonny Keraf’ mengatakan: “"Kearah baik
atau buruknya kebudayaan dan masyarakat kita di masa
depan, gedikit banyak ditentukan oleh berbagai polas
kegiatan bisnis dan manajemen dengan segala aspeknya.

Semakin para pelaku bisnis hanya memperhstikan aspek
material, misalnya masyarakat dan budaya kita semakin
dibawa ke arah yang material itu. Sebaliknya semsakin
aspek-aspek manusiawi dan etis diperhatikan dalam
kegiatan bisgnis mereka, kearah sana pulalah masyarakat
dan kebudayaan kita akan dibawa.

‘Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan bisﬁis dari
pelaku bisnis di suatu negars, =sangat berperan besar
dalam membawa bangsa dan negdara tersebut ke arah
kebaikan atau keburuvkan. Jadi fokusnya bukan hanya pads
melimpahnya kguntungan, perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi vang membentuk economical power, tetapi Juga
aspek manusianya dan etiks bisnisnya.

Kalau kita mengamati dunia bisnis, maka faktor-
faktor vang menentuksn bukanlah semata-mata pada laba.
Pernigadaan bisnis itu sendiri sudah merupaksn suatu
putusan moral yang ditentukan secara sosial.

Bisnis adalah bagian dari masysrakat. Bisnis vyang
sejati harus mempunyai hak dan tempat dalam pemikiran
dan diskusi tentang masalah-masalah sosial dan masa

depan masyarakat. Dalam hal ini Etika bisnis dapat

7-1 a. sonny Keraf, op cit, hal. 15 et seq.
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membantu menjernihkan berbagai isyu serta menyajikén
teknik-teknik untuk mengatasi dan mencari jalan keluar
dengan effektif.8

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
ads relevansi antara etika bisnis dengan keadsaan
masyarakat, [in concreto) tindakan dari para pelakn
bisniz itu sendiri. Hal ini berarti etika bisnis dapat
mempengaruvhi perilaku bisnis para pelaku bisnis dalam
melakukan kegiatan bisnisnya.

Sezsusi dengan fungsinya yang membantuy manusia untuk
menganbil sikap dan bertindak secaras tepat, etika bisnis
juga menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika dalan
dunia bisnis, atau secara konkret lagi, penerapan
prinsip-prinsip etiks dalam keputusan dan tindakan
bisnis.

Adanya kegagélén'pelaku bisnis dan juga institusi-
institusi lain vang berpengaruh dalam menerapksn etika
bisnis pada kegiatan-kegiatan bisnisnya dapat semakin
memperbesar kecenderungan terjadinya perilaku bisnis
vang menyimpang atau kegiatan bisnis curang/unfair
bussines.®

Di sisi lain suatu perilaku sosial itu bukanlsah
merupakan perbuatsn perorangan yang tidak terkendali.

Perilaku itn terikat oleh berbagsai hal, patokan vyang

8.1 g,p. Simorangkir, op cit, hal. 46

9.1 sonny Keraf, op cit, hal. 26
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terdapat di luar seseorang, atan dengan kata lain
didigiplinkan oleh pembatasan—pembatasan.lo Oleh sebab
itu etika bisnis Jjuga merupakan pembatasan terhadap
perilaku seseorang, karens dalam realita etiksa bisnis
bukan saja sesuatu yang timbul dari diri seseorang, akan
tetapi Jjuga merupakan tuntutan dari masyarakat kepada
pelaku bisnis untuk berbisnis dalam Jjalur etiksa. Hal ini
berarti etika bisnis dapat mempengaruhi pelskn bisnis
dalam melakukan kegistannya.

Akan tetapi karena etika bisnis ini hanyalah
merupakan 'pegangan normatif, maks penerapannya akan
kembzali kepada pelaku bisnis. Oleh sebab itu akan
bergantung pula bagaimana cara pandang dsan apresiasi
pelakn bi=snis itu terhadap etika bisnis dikaitkan dengan
tujuan dari bisnis itu sendiri, sehinggs seringkalil
penerapan etika bisnis itu diabaikan dalam kegiatan
bisnis yang dilskuksan.

Terabaikannya etika dalam kegistan bisnis di atss
dapat dipahami karena etika [etiks bisnis] itu hanyalah
menghimbauy manusia/pelaku bisnis untuk bertindak yang
baik dan menghindari vang Jelek..... , etika membantu
untuk memberikan orientasi pads manusia bagaimana 1ia
menjalani hidupnysa melalui rangkaian tindakan sehari-

hari,11 di sisi lain manusia itu cenderung “Quisgquis

10.] Satjipto Rahardio, Masalah Fenegakan Hukum, Bandung, CV.
Sinar Baru, hal. 12 et seqg.

11.3 p, Sonny Keraf, Op.Cit., hal. Z3 et seqq.
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Judicat prout est affectus” stau manusia itu mengambil
sikap menurut kecenderungan hatinya.lz Bahkan =secarsa
gkstrim hidup bersama manusia moderen itu cenderung
makin kurang berdasar pada pertimbangaﬁ—pertimbangan
moral dan etiksa, yang akhirnys mengarah pada praktischer
wertnihilismus.13 .

Di &ini terlihat bahwa etika kurang mempunyai 'cukup
kekuatan untuk menerapkan prinsip-prinsipnya dalan
kegiatan bisnis, karena kekuatannya hanyva sebatas pada
menghimbau dan membantu memberikan orientasi pada,
seseorang mengenal baik-buruk.

Suatu tindakan itu etis atauw tidak, tergantung

bagaimana sikap seseorang/pelaku bisnis dalam melskukan

kegiatan bisnis, dimana sikap tersebut merupakan
manifestasi dari akumulasi antarsa carsa pandang,
spresiasi, dan pemahamannya terhadap etika bisnis. Oleh

sebab itu peran haokum diperlukan untuk menjembatani
kesenjsngan antara etika yang berada di dalam ruang
lingkup idea dan perilaku manusia yang berads di dalsam
kenysataan.

Dalam bentuk yang lebih konkrit, misalnya kode etik

[yang merupakan nilai-nilai standar bagi anggota dalanm

suaty organisasi}, dalam pelaksanaannys kode etik tidsk

12.] p. Gunawan Setiardia, 1990, Dialektika Hukum Dan Moral,
Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal. 99

13.  Theodor Geiger, dalam Theo Huijbers OSC, 1982, Filsafat
Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal.218
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dapat menggantikan peraturan perundang-undangan, akan
tetapli peraturan perundang-undangan dapat menggaentikan
kode etik, dalam hal anggota suatu organisasi yang
melakukan perbuatan yang bertentangsan dengan kode etik
atau hukum. Walaupun demikian peran kode etik ini tidak
akan hilang sekalipun telsh ;da hukum yang mengatur.

Melalui proses perundang-undangan, prinsipwpfinsip
etiksa bisnis dapat menjadi suatu norma atau kaidah yang
diwujudkan dalam suatu peraturan hukum. Dalam kaitannys
dengan permasalahan di atas, perbuatan membajak software
komputer untuk kepentingan komersial merupaksn perbusatan
ilegal vang melanggar hak cipta dan etika bisnis, proses
perundang-undangan menjadikan etika bisnis tersebut
menjadi kaidah hukum dalam suatu aturan hukum yaitu
Undang-undang Hak Cipta.

Kaidah hukum tersebut terdapat di dalam pasal 44
ayat 1 Undang-undang Hak Cipta tahun 1887, yang melarang
dilakukannys tindakan pembajakan tersebut, dengan mem-
berikan ancaman denda dan pidana penjara bagil siapa yang
melanggar kaidah hukum tersebut.

Dalam perspektif teori hukum, kaidah hukum tersebut

14 vang

dapat diklasifika=ikan menjadi dua bagian,
pertama ialah kaidah hukum primer yang memuat gedrags-
voorsehrift yaitu perintah untuk berperilaku sesual yang

diharapkan oleh hukum, [sebagaimana etika itu sendiri

14.3 Baca Stig Stromholm, dalam J.J.H. Bruggink, 1996, Op. Cit,
hal. 100 et seq.




vang memberi pedowman pada perilakul, vang kedua ialah
kaidah hukum. vang sekunder, vaitu vyvang menetapkan
sanksi-sanksi tertentu, baik berupa pidana denda ataupun
penjara yang dapat dikenakan jika perintah untuk ber-
perilaku‘ dalam kaidah hukum primer dilanggar.

Dengan demikian kaidah hﬁkum ini mempunyail kekuatan
yvang lebih dari pada etika, dengan kekuatannysa, "~ hukum
dapat memerintahkan kepada setiap orang bertindak sesusil
dengan apa yang dikehendaki oleh hukumn, dan pengenaan
sank=si kepada setiap orang yang melanggar kaidah hukum
tersebut.

Akan tetapi dalam kenyatasaannya pelaksanaan kaidah
hukum itu sendiri bukan tanpa kelemahan, maksudnya
kaidah hukum tidaklah akan efektif jika tidak dibantu
oleh kegiatan penegakan hukumnya, karena bagaimanspun
baiknya suatu peraturan, ia akan tetap merupakan suatu
bends mati yang tidak berarti, jika tidak didukung oleh
kegiatan penegakan hukum yang baik. Di sisi lain kedua
komponen hukum itu yaitu kaidah hukum dan penegsakan
hukum Jjuga tidak akan efektif jika tidak didukung oleh
budays hukum masyarakat.

Hukum sebagai salah satu alat dalam mekanisme
kontrol sozial mempunyail persnan vang sangat penting,
melalui lembsga/pranata, peraturan-peraturan yang wajib
ditaati dan kekuatan s=sanksinya hukum mampu untuk
berperan sebagai mekanisme Kontrol sosial, dengan

demikian ketertiban sosisl dapat tercapail.

o
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Teknologi Komputer Dan Hukum

Pembaha=an mengenali teknologi komputer akan dibataszi
hanyva mengenail hal-hal yang bersifat umum gaja, karena
pembahasan vyang mendalam akan Kurang relevan dengan
permasaiahan vang akan diteliti. Fokus pembahasaan akan
melihat kaitan antarsa teknélogi komputer dengan hukum.

Berbicara perihal komputer maka istilah utama’ yang
harus dikenal ialah apa vang dinamakan dengan brainware,
hardware dan software. Secara Ietterlijk, brainware
diartikan sebagai perangkat benak, maksudnya ialah orang
vang menggunakan komputer. Pengguna komputer inipun
masih dibagi lagi meliputi: al user, pengguna komputer
bias=sa vang menggunakan komputer secara insgidentil
artinya penggunaan sesuai dengan kapan komputer itu
diperlukan; b] data entry, yaitu orang yang sehari-hari
bekerja dengén komputer untuk mengisi data-data vyang
harus disimpan atau diclah. Misalnya pegawai bank yang
mengisi data-data keuangan; c¢) programmer, ialah orang
vang menggunakan komputer untuk kepentingan pembuatan
program komputer atau software, baik untuk kepentingan
pribadi ataupun kepentingan bisnis.

Hardware diartikan sebagai perangkat keras, arti
lain ialah barang-barang vyang terbuat dari logam,
termasuk mesin-mesin dan lain-lain. Dalam dunia komputer
hardware meliputi semua atan keseluruhan peralatan
komputer yang dapat dilihat dan dipegang, vyang secara

kasat mata dapat kita lihat dalam bentuknya antara lain




.....

al ecentral grocessing unit, yvang tersimpan di dalam
kotak yang berbentuk desktop ataupun mini tower, selain
cpu  kotak itu berisi komponen-komponen sentral lain
seperti motherboard, monitor card, memory card, sound
card, disk drive, tv tunner/combo, [semakin canggih type
pe semakin banyak komponen yang diperiunkan]); b] monitor,
berbentuk seperti televisi berfungsi sebagai @ medis
komunikasi antara komputer dengan pengguna; cl keyboard,
berbentuk seperti papan ketik, untuk memasukkan data ke
dalam central processing unit, untuk diolah 1lalu di-
tampilkan di monitor; d] printer merupakan medis
pencetakan; e] mass storage, merupakan hardware vyang
berhubungan dengan penyimpanan data, baik data dari
software vang dipakai ataun data hasil dari pekerjaan.
Media dari mass storage ini meliputi apa yang
dinamakan dengan floppy disk atau disket untuk menyimpan
data melalui disk drive. Media penyimpan lain ialsh apa
yvang dinamakan dengan hardisk yang bahannya amat berbeda
dengan floppy disk, kalan floppy disk bahannya terbuat
dari pita msgnetik, dengan kemampuan jauh berbeda dari
hardisk yang terbuat dari metal, hardisk saat ini sudah

sangat umum dipakai, karena program/software sekarang

memerlukan media penyimpan data yang amat besar,

misalnya mierosoft office for window's. 19

15.1 goen 1 Siauw, 1990, Belajar Sendiri Personal Computer,
Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hal. 65 et s=gg.



Sekedar perbandingan, kapasitas fleoppy disk paling
tinggi isalsh 1,4 kileo bytes, sedangkan hardisk menurut
perkembangan terakhir mempunyail kapasitas sampai 7,1
gega bytes [1 bytes=1 karakter=1] huruf]. FPerkembangan
terakhif dari mass storage ini ialah dengan diper-
kenalkannya compact disk [cH] sebagal assesories dari
type pc multimedia. Compact disk ini mempunyal - akses
ganda selain sebagai media penyimpan data untuk
kepentingan pemakaian program, juga dapat mengakses data
menjadi suara [musik] dan gambar [film], baik sendiri-
sendiri ataupun penggabungan.

Pemakaian pe type multi media ini di Semarang sudah
sangat umum, karena fungsi gandanya baik =sebagai alat
bantu kerja, informasi [internet], maupun sebagal enter-
tainer.

Dalam dunia komputer yang dimaksud dengan sofiware
ialah perangkat lunak, yang dalam bekerjanya dapat kita
gunakan dapat kita lihat, akan tetapi tidak dapat kitsa
pegang. Software 1ini dizimpan di dalsm media seperti
disket atan compact disk, bentuknya berupa program-
program yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Misalnya
untuk keperluan pengolah kata diperlukan software
WordStar I[WS]}, Microsoft Word [MS], atamu Word PFPerfect
[WP]. Untuk keperlusn pengolah angka diperlukan software
Lotus 123, FEexel, atau Quattro Pro. Untuk pengolahan
data statistik diperlukan software seperti SPSS5, MNinitab

atau Microstat, masih banyak lagi Jjenis software
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aplikasi iniﬂ hampir semua keperluan sudah tersedia
softwarenvya.

Sedangkan software lain yang dipakail oleh orang-
orang tertentu [terbatas]l ialah bahasa program vang
digunakan oleh para programmer, misalnya bahasa basic,
fortran, cobol, assembler, dan lain-lain. Dikatakan
terbatas karena memang pemakainya sedikit, artinya hanya
sedikit saja orang yang mempunyail kemampuan sebagal
programmer, sehingga pembajakan terhadap software Jenis
ini tidak begitu menonjol.

Perlu diketahui bahwa software ini setiap paket
mempunyail harga sendiri dengan standar internasional,
=ehingga dengan kurs Dollar yang tinggi seperti sekarang
ini, maka harga dari setiap paket software tentu relatif
tidak murah.

Penggunaan komputer pada hampir seluruh sektor
kehidupan manusia jelas-jelas membawa implikasi hukum,
hampir semna bidang hukum terkena imbasnya. Sehingga
setiap individu yang berkaitan dengan hukum baik dalan
dunis praktek, penegakan hukum, maupun dalam dunis
pendidikan hukum, perlu segera menyesuaikan diri dengan
teknologi komputer, hal ini demi perkembangan hukum itu
sendiri.

Sebagai contoh, dengan meningkatnya otomatisasl dan
informasi, khususnya teknologi komputer ini, maka hukum
perdata menghadapi tantangan-tantangan baru. Sarana

penyediaan dan penggunaan komputer mengarah kepada



ketentuan dan hukum perikatan yang baru. 16 Dengan asas
kebebasan berkontrak, para pihak vyang bersangkutan
dapat membuat perjanjian untuk menentukan hak dan
kewajiban secara +timbal balik dalam masalah kontrak
pembelian/pengadasn sistem komputerisasi

Untuk itu diperlukan sarana vang berkaitan dengsan
keahlian baik pengetahuan Jjuridis maupun teknis. Artinya
pengertian mengenai gifat-sifat khusus dari perangkat
keras [hardware] maupun perangkat lunak [sofitware] vyang
dibeli merupakan syarat terjadinya suastu kontrak vang
jernih dan seimbang.

Begitu pula dengan hukum pembuktian, apakah berbagai
alat bukti yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek itu
perlu dikembangkan? bagaimana dengan informasi dan data-
data vang diperoleh dari komputerisasi?, apakah dapat
merupakan sebuah alat bukti baru?

Penggunaan software padsa komputer membawa dampak

vang besar pada perlindungan hukum terhadap hak cipta

vang merupakan bagian dari hak milik intelektual. Banyak

sekall kasus pembajakan sofiware yang terjadi, dan padsa
umumnya belum terjamah oleh hukum, oleh sebsb itu perlu
diadakan penelitian bagaimana bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan
mekanisme dari sistem penegakan huhum, political will

dari pemerintah serta sumber days manusia.

16.3 gan Smits, 1985, Het Recht Uitgedaagd door de Computer eert
inleiding, alih bahasa R. Sostojo Prawirohamidjojo, Surabaya, Air—
langga University Press, hal. 20 et seqgqg.
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Perlindungan terhadap konsumen juga perlu mendapat
perhatian, karena pada umnumnya kongumen adalah orang
vang sangat awam di bidang komputer. Sehingga banyak
konsumen yang merasa dirugikan. Fokus perhatian Jjuga
meliputi regulasi di bidang perlinaungan konsumen vyang
sampai saat ini belum ada.

Dalam berita-berita di media massa terlihat bahwa
hukum pidana juga tidak terhindar dari akibat pemakaian
teknologi komputer ini. Berita tentang penjiplsakan
program secara ilegal, pemrbobolan spektakuler dengan
memanipulasi program pada sistem komputer dalam dunia
perbankan, memanipulasi data pada sistem pembukuan .

Banyak hakim dan jaksa yang belum memahani seluk
beluk mengenai komputer ini, sehingga mereka lebih
banyak menggantungkan diri kepada para saksi ahli.
Polisi vang menangani penyidikan terhadap kasus vyang
dapat dikenai pidana, mengalami pekerjaan ekstra karena
mereka lebih suka membawa seperangkat komputer vyang
menyimpan data-data, dari pada membiarkannya begitu ssja
hal ini karens data-data dalam hardisk atau fFloppy disk
sangat mudah dihapus dengan hanya menekan satu tombol
pada keyboard.

Demikian luas pengaruh penggunaan teknolbgi komputer
ini terhadap hukum. Akan tetapi di sini pembahasannys
tidak dilakukan secars mendalam, karena sifatnya hanya
seckedar informasi singkat tentang pengaruh komputer
terhadap perkembangan hukum, baik dalam praktek maupun

dalam ilmu hukum itu sendiri.



C. Penegakan Hukum Pada Masa Transisi

Diskusi mengenail wmasa transisi dalam masyarakat,
berarti mensyaratkan adanya suatu perubahan sosial vang
mencakup proses perubahan dan pembentukan nilai-nilai.
Dalam proses perubshan 1inl Ffaktor individu sebagal
penyebab perubahan sosial, yaitu perubahan nilasi-nilai
vang dimiliki warga masyarakat. Dengan kata lain ada
transformasi nilai yang terjadi dalam masyarakat
merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial.

Setiap maszyvarskat mempunyai nilai-nilai sosial vyang
mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut. Nilai-nilai
sosial ini merupakan ukuran-ukuran dalam menilai
tindakan dalam hubungannya dengan individu lain. Jika
ada interaksi antars anggota-anggota masyarakat yang
berbeda nilai-nilai sosialnya, maka kerap kali mereks
tidak dapat saling memperhitungkan tindakan-tindakan
vang askan dilakukan oleh pihak lain, artinya jika tidak

ada keseragaman di dalam penilaian pada suatu komunitas

masyarakat, maka antar individu dalam masyarakat akan'

=aling ouriga.l7

Hilgi-nilai so=sial ini mempunyai tujusan, yaitu ke-
harmonisan hidup bermasyarakat, Keharmonisan mana hanya
akan dapat dicapai jika nilai-nilai sosial ini mempunysl
wadah untuk menegakkannya. Karena tanpa wadah yang Jjelas

nilsi-nilai spsial ini tidak akan mempunyail daya

17.1 geedjito. S., 1991, Transformasi Sosial: Mewygu Masya—
rakat Industri, Yogyakarta, Tri Wacana, hal. 3 et segq.




pengatur. Yang dimaksud dengan wadah disini ialah sapa
vang dinamakan dengan struktur sosial, yang oleh
Soerjono soekanto diartikan sebagsi interaksi soszial
vang sifatnya fundamental yang memberikan bentuk- dasar
padsa masyarakat.la Fortes menegaskan bahwa konsep
struktur =sosial diterapkan pads setiap totalitas vyang
terbit, seperti misalnya lembaga-lembsagsa, kelompok-
kelompok, s=situasi, proses, dan posisi sosial. Dengan
demikian struktur socsial merupakan Jjaringan dari unsur-
unsgur sosial pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur sosial
mana mencakup kelompok sosial, kebudaysan, lembaga-
lembaga sosial, stratifikasi sogial, serta kekuasaan dan
wewenang . +5

Struktur sosial vang tradisional terdapat pada
masyarakat vyang sederhana, misalnys pada masyarakat
tradisional pedesaan. Pada struktur sosial yang sepertil
itu dimana peredaran uang sangat terbatas, sehinga untuk
penambah alat tukar, maka digunakan pertukaran Jjasa,
manifestasinya ialah terdapatnya gotong royong secara
tradisional.

Pertukaran iasa seperti ini menyebabkan sifat saling
ketergantungan dan hutang budi, dizini individu yang
saty berhubungan secara langsung dengan individu vyang

lsin. Sistem penilaian sosial diutamakan pada pencegahan

18.1] Soerjono Soekanto, 1993, Beberapa Teori Sosiologi Tentang
Struktur Masyarakat, Jakarta, Rajawali Press, hal. 106 et segg.

19.] geerjono Soekanto, 1993, Ihid.



terjadinya konflik, sehingga pada masyaraksat semangat
komuritas vang bersifat primordial sangat kental.

Masyarakat Indonesia pada sast ini tidak lagi ter-
golong pada masyarakat ysng sederhana, ini terlihat pada
tingkat.pembagian keria yvang tidak lagi sederhana, per-
kembangan industri bersama—éama dengan vpemakaian pols
ekonomi wuang vyang menggantikan pola ekonomi Jjassa,
mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka, heterocgen
dan individualistis.?0

Perubahan sosisl pada masyarakat Indonesis ini
tidaklah serta merta, ada proses transformssi nilai-
nilaei s=osial dari struktur masyarakat yvang tradisional
ke =truktur masyarakat yang moderen yang memakan waktu
lama. Hal ini terjadi karensa para anggota masyarskat
telah diresapi dengan nilai-nilai scsial budaya yang

hidup pada masa sebelumnya [nenek moyang]. sehinggs

konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berurat-akar

dalam alam Jjiwa mereks. Oleh sebsb itn nilai-nilail .

sosinl budaya tadli [tradisional], s=sukar digantikan

dengan nilai-nilai stau budaya lain dalam waktu yang

singkat.21

Karens proses transformasi yang lama, maka pada masa

tran=isi ini dapat terijiadi suatu keadaan dimana struktur

20.1] Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum Dan Masyarakat, Bandung,
Angkasa, hal. 51 et seqg.

21.] Kkoentjaraningrat, 1982, Kebudayaan, Mentalitas Dan FPom-
bangunan, Jakarta, P.T. Gramedia, hal. 26 et seq.




masyarakat vang tradisional ini sudah berubah menjadi
struktur masyarakat yang sudah moderen, tetapi nilai-

nilai soszialnya tidak segera dapat menyesuaikan diril.

Sehingga terjadi keadaan campuran, dimansa keadaan

moderen diinterpretasikan sebagai hal yang tradisional,
sebagai contoh jika dalam masyarakat tradisional gelar
kebangsawanan menjadi suatu kebanggaan, pada keadaan
sekarang ini gelar kebangsawanan diganti dengan gelar
kesarjanaan.22

Menurut Satjipto Rahardje beberapa faktor vang
mendorong timbulnya perubahan sosial di Indonesia
disntaranya islah faktor fisik, biologi, demografil,
teknologi, dan idiologi. Misalnya semakin banyaknya
penggunaan teknologi moderen, maka manusia dihadapkan
pada keharusan-keharusan untuk melakukan penyvesuaian.

Faktor ideclogi juga memegang peranan penting,
karena bagaimanapun penilaisn orang mengenail manfaat
dari teknologi moderen, namun apabila masyarakat tidak
tergerak pikirannya untuk memanfaatkan teknologi
tersebut, maka perubahan sosialpun tidak akan terjadi.23
Masa transisi sebagail akibat dari adanya perubahan
sp=isl menimbulkan perubahan pula dalam susunan ke~

magyarakatan, serta nilai-nilai yang dihavati oleh wargs

nasyarakat. Dengan demikian perubahan sosial vang

22.] goedjito S., 1991, Op. cit.,hal. &

23.]1 gatjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu—ilmu Sosial
Bagi Pergembangan Ilmu Flikum, Bandung, Alumni, hal. 142 et seqq.
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terjadi di Indonesia menggambarkan bshwa faktor-faktor
sebagaimana disebutkan di atas mempunyal peran yang
berarti, keadaan tersebut pada gilirannya akan pula
melibatkan hukum dalam masyarakat vang sedang mengalami
transisi ini.

Hukum pada massa transisi ini akan mengalami suatu
keadsan sebagaimana dikatakan oleh Daniel 8. Lev bahwa
masa transisi ini dapat membswa pendangkalan terhadap
pentaatan masyarakat pada hukum, masa ini membawa per-
geseran dalam susunan jenjang dan nilai-nilai dalam
masyarakat.24

Oleh sebab itu diskusi-diskusi tentang peranan hukunm
dalam masa transisi harus selalu melibatkan basis sosial
dari bekerjanya hukum. Karena psada keadaan transisi
sebagaimana yang sedang kita alami sekarang memang
menimbulkan persoalan-perscalan yang menarik untuk
dikaji. Masa ini menimbulkan perubahan di dalam susunan
kemasyarakatan dan nilai-nilail yang dihayati masyarakat
yang pada sakhirnya mempengaruhi pula sikap-sikap serta
tingkah lakn mereka. 25

Fenomena lain yang terjadi pada masa transisi ini
islah terjadinya kepincangan [Jag] antara institusi
sosial [termasuk hukum] vyang ada dengan kehidupan

masyarakat yang dilayani. Laju perubahan- tidak berjalan

24.]1 paniel S. Lev, 1990, Hukum Dan Politik di Indonesia
[ Kesinambungar: Dan Perubahar], Jakarta, LP3ES, hal. 304 et seqqg.

25.] gatjipto Rahardjo, 1977, Op. Cit. hal. 112
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proporsional dengan kemampuan institusi sosial yang

harus melayani.

BSalah satu wujud dari kepincangan tersebut terlihat.

pada fenomena "kelumpuhan hukum", contoh sederhana ialah
banyaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
masyarskat {pengusahal deﬁgan melakuksan pembuangan
liwmbah ke sungsi. Di sini peraturan perundang-undangan
di bidang 1lingkungan hidup Jjelaz-Jjelas melarang per-
busatan vang melanggar hukum tersebut, dan Secara
obyektif peraturan itupun masih mempunyal relevansi
sosial, misalnya terhadap bahaya pencemaran lingkungan
dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Sekalipun demikian masyarakat [pengusahal rups-—
rupanya mempunysail kecenderungsan untuk menaf=sirkan
peraturan-peraturan itu sedemikian luar biasa longdgarnya
sehingga praktis setiap saat peraturan itu selalu
dilanggar. Tetapl yvang lebih mensrik lagi ialah sikap
birokrazi pelahksanaan [penegakan hukum] tampak tenang-
tenang saja menghadapi pelanggaran-pelanggaran, sehingga
efek dari semuanya itu menimbulkan kesan hukum benar-
benar sudah lumpuh. Disini perilaku para individu vyang
mengabaikan peraturan perundang-undangan bersambut
dengan tingksh laku birokrasi hukum yang mengabaikan
keharusan untuk mengenakan sanksi terhadap pelanggaran-

pelanggaran tersebut.28

26.] Satjipto Rahardjo, 1983, Fermasalahan Fukun di Indonesia,
Bandung, Alumni, hal. 16
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Untuk memshami hubungan antara perubahan sosial dan
perubahan hukum gebagaimana telah diursikan di atas
perlu dipahami kerangka dasar pemikiran yang melandasi
hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum.
Untuk itu diperlukan suatu sandaran yang dapat men-
Jjelaskan tentang kepeksan "hukum terhadap perubahan
sosial. Sehubungan dengan ini Hoebel mengemukakan
beberapa fungsi hukum yvang mengandung petunjuk tentang
kepekaan hukum terhadsp perubahan sosial, yaitu meliputi
antara lain:

1. Merumusksan hubungan-hubungan di antarsa anggota-
snggota masvarakat dengan wmenunjukkan perbuatan-
perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan-perbuatan
mana yang boleh dilakukan.

2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa-siapa yang boleh
menggunakan kekvuasaan atas siapa, berikut prosedurnya

3. Penyelesaian sengketa-sengketa.

4. Mempertahankan k%emampuan adaptasi masysrakat dengan
cara mengatur kembali hubungan-hubungan [interaksi]
dalam masyarakat manakala keadaan berubah.2’

Dari apa vyang dikemukakan tentang fungsi-fumgsi
hukum dalasm masyarakat di atas terlihat bahwa fungsi
yvang terakhir menunjukkan betapa eratnya hubungan antara
hukum dengan perubahan sosial, atau betapa pekanya hukum

itn berhadapan dengan keadaan sosial yang seperti itu.

27.1 pdamson E. Hoebel dalam Satjipto Rabardio, 1983,  Hukom
Dan Perubahan Sosial, Bandung, Alumni, hal. 38 et segq.
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Walaupun demikian fungsi-fungsi hukum lainnya bukan
tidak berarti, karena fungsi-fungsi lain tersebut Jjuga
membusat hukum itu terbuka untuk menerima pengaruh dari
perubahan sosial.

Misélnya‘ apabila hukum harus merumunskan hubungan-
hubungan di antars anggota—aﬂggota masyarakat, maka itu
mengandung arti bahwa perumusan itu dilakukan dengan
cara mengangkatnya dari bahan-bahan yang terdapat dalam
masyarakat. Demikian pula jika terjadi perubahan sosial,
maka perumusan oleh hukum positif yvang diangkat dari
bahan hubungan-hubungan dalam masyaraksat saat ini tentu
akan berbeda dari perumusan yang dulu. Artinya deni
mempertahankan koherensi sistem hukum yang berlaku maka
peraturan yang lama harus disesuaikan dengan yang baru.

Dalam perspektif aspek bekerjanya hukum dalan
kaitannya dengsn suatu perubahan sosial, maka fungsi-
fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas, digolongkan
pada hukum sebagai sarana vntuk melakukan kontrol gsosial
yaitu =uatu proses mempengaruvhi orang-orang untuk ber-
tingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.

Mekanisme pengontrolan oleh hukum itu dijalankan
dengan berbagai cara dan melalui pembentukan institusi-
institusi yang dibutuhkan [hukum sebagal institusi
sosisl]. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut
sebagai suatu sarana untuok melakukan kontrol sosial yang
bersifat formal [lay as a social contreoll, yang penting

dalam masa transisi ini pelaksanaan hukum harus lebih




menyesuaikan diri pada perubshan-perubahan yang terjadi
pada pelaksanasan perannya yang disebabkan karena pilihan
terhadap nilai-nilai barun. Di sisi lain pada masa ini
hukum harus mampu memberikan pengarahan dan pendidikan
pada ﬁasyarakat secara proaktif dan inten=zif dalam
menanamkan nilai-nilai baru.yang telah dipilih, dalam
rangks penyele=zaian masss transisi ini.

Dalam pada itu mekanisme kontrol =sosial sebagaimana
dijelaskan di atas tidak berhenti hanya pada sebatas
orientasi s=aat sebuah peraturan perundang-urndangan 1tu
dibuat, akan tetapi mekanisme tersebut bisa melampaui,
artinya ditujukan untuk menjangkan masa yang akan
datang. Dengan demikian, maka persoalan yang akan
dipecahkan bukan lagi sekedar bagaimana mempengaruhil
tingkah laku warga agar sesual dengan harapan masyarakat
dalam keadsan sekarang, tetapi juga menyangkut masalah
perubahan yang dikehendaki. Untuk mekanisme control wvang-
seperti ini dalam sosiologi hukum dikenal dengan istilah
law as a social engineering atau hukum sebagai alat
rekayasa sosial. 28

Makna dari uraian di atas menggambarkan bahwa setiap
hubungan so=izal dapat diatur oleh hukum, dan getiap
kategori dari hubungan sosial dalam kenyatsannya pada
masyarakat dan tempat tertentu telah diatur oleh hukum.

Sehinggae dapat ditarik kesimpulan bsahwa hukum dapat

28.1 gatjipto Rahardjo, 1983, Ibid. hal. 126 et seg..
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diterima sebagai suatu mekanisme pengendsalian atau
kontrol sosial yang beroperasi tersebar diseluruh sektor
dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan hukum disini bukan hanysa suatu
perangkat peraturan-peraturan vang didukung oleh Jenls-
jJenis s=sanksi tertentu, disahkan menurut prosedur ter-—
tentu, akan tetapi hukum Juga merupakan suatu perangkat
peraturan-peraturan yang menurut suatu cara tertentu
berhubungan dengan satu kolektivitas yang khusus dan
berhubungan dengan peranan individu-individu yang berada
didalamnya.29

Penggunaan hukum sebagal sarana untok wmelakukan
social engineering adalah hal yang wajasr, artinya bahws
penggunaan hukum pada saat sekarang ini hampir selalu
berupa sarana untuk melakukan social engineering,
penggunaan hukum ini didasari pada hkesadaran untuk
mencapai ketertiban atau suatu perubsahan masyarakat yang
dikehendaki atau dicita-citakan. Kemampuan hukum seperti
ini biasanya hanya diletakkan pada hukum yang moderen.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi
msksa sebelum hukum itu muncul s=ebagai sarana untuk
rekayvasa =osial, hukum itu telah didahnlui oleh bekerja-
nya kekuatan-kekuatan lain di luasr hukum, seperti danmpak

dari penemuan penemuan teknologi, kontak-kontak serts

29.3 Renny Hanitijo Scemitro, 1998, Aolitik, Kekuasaan Dan
Hukum [ Pendekatan Manajemen Hukum], Semarang, Badan Penerbit Uni-
versitas Diponegoro, hal. 94
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konflik-konflik sosial, budaya, gerakan-gerskan sosial,
dan lain-lain. Pada waktu perubshan-perubshsn sosial
vang disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor ataun
kekuatan-keknatan tersebut telah berjalan padsa sampai
tingkat tertentu, maka mulailah hukum dipanggil dan
digunakan untuk menyelesaikén persoalan-persocalan yang
ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut .0
D. Penegakan Hukum Dalam Perspekiif Pendekatan Sistenm

Untuk memperoleh kesamaan persepsi maka pembahasan
rada bagian ini dimulszi dari pengertian sistem. Istilah
gistem paling sering digunskan untuk menunjuk pengertian
metode ataw ce¢ars dan sesuatu  himpunan  unsur atau
komponen yvang saling berhubungan satu sama lain menjadi
satu kesatuan yang utuh. Sebensarnya penggunaannya lebih
dari itu, tetapi kurang dikenal. Bebsgsail suatu himpunan
gistem pun didefinisikan bermacam-macam pula.

Salah satu definisi yang sederhans dari gistem ialah
defenisi vyang mengartikan sistem merupakan suatu ke-
buolatan/keseluruhan vyang kompleks atauw tferorganisir;
suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian
vang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks
atau utuh.3l Definisi 1lain vyang menunjukkan adanya

tujvan suatu sistem, yang menyatakan suatu sistem itu

30-1 gatjipto Rahardio, 1983, Hukum dan Perubshan Sosial,
Bandung, Alumni, hal. 156 et seq.

31.] Johnson. et al. dalam Tatang M. Amirin, 1984, Pokok-—-pokok
Teori Sistem, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 10 et seg.
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merupakan himpunan komponen, atau bagian yang saling
berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai
sesuatu tujuan.32
Suatu pemahaman umum dari sistem ialah "4 system is
a wset of interrelated parts, working Iindependently and
Jointly, in pursuit of commbn objectives of the whole,
within a complex environment" .39
Dari definisi-definisi sistem di atas, maka elemen-
elemen darl sistem adalah:
1. Himpunsan bagian-bagian,
2. Bagian-bagian itu saling berkaitan,
3. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan
bersama-sama satu sama lain saling dukung,
4. Semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama
atan tujuan sisten,
5. Terjedil di dalam lingkungan vyang rumit atav kompleks
Dengan demikian secara eksplisit maupun implisit
ciri-ciri umum suatu sistem idialah: bertujuan, punva
batas, terbuka, tersusun dari sub-sub sistem, ada saling
keterikatan dan saling tergantung, merupakan satu
kesatuan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada

mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan

32.1 Bonita J. Campbell dalam Tatang M. Amirin, Ibid.

33+ william A. Shrode & Dan Voich, Jr. dalam Esmi Warassih,
1993, Feranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum, [Masalab—masalab
Fukum], Semarang, Undip, hal. 1
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menyesuaikan diri.%% QCiri-ciri umum ini dapat diperinci

sebagail berikut:

Tujuan

Ciri inti dari sistem ialah orientasinya padsa
tujuan dan perilakunva atau segala kegiatannya
adalah bertujnan sehingga tujuan sistem itu
secara umum ialah menciptakan atau mencapail
sesuaty  vyang berharga, sesuatu yang mempunyal
nilai, entah apa wujudnyva, dan apa ukurannya.
Pencapaian tujuan itu dilakukan dengan cara
mendayagunakan elemen-elemen termasuk subsis-
tem vyang ada dibawahnya secars komprehensif
integral untuk mewujudian sinergi untuk
mencapaili tujuannya., Tujuan suatu sistem bisa
lebih dari satu, artinya dari tujuan-tujuan

tersebut, mungkin salah satunya merupakan
tujuan utama [primer], atau tujuan yang paling
mendasar, sehingga dalamn kegiatan nntuk

mencapal tujuannva mendapat prioritas utama.

Batas

Sustu gisztem harus mempunyal batas tertentu
vang memisahkannys dari lingkungannya [sisten
vang Jlehih Juss atau lebih besarj. Dengan
sdanva konsep pengertian batas sisten itu
dimungkinkan adanya fokus perhatian terhadap
sustu mistem dalam perspektif hierarki [Jeniang
sistem]. Contoh vang sangat Jjelas mengenai
jenjang sistem ini ilalah teori struktural
fungsional dari Talcott Parsons yang dengan
konsep =ibernetiknya dengan jelas memperlihat-
kan batas-batas dari sistem, yaitu adanya
subsistem ckonomi, subsistem politik, subsistem
sosial, dan subsistem budaya.

Ke empat subsistem itu melakukan fungsinya
secars interdependensi untuk menecapal tujuan
utams yaitu keharmonisan pada sistem yang lebih
besar vaitu masyarakat sebagal sistem sosial.
Ketidakberesan salah satu komponen [subsistem]
dalam fungsinya akan berpengaruh terhadap hasil
yvang dicapail suatu sistem.

Eeterbukaan

Keterbukaan merupakan ciri dari suatu sistem,
sifat terbuka dimaksudkan psada sistem vang
gelalu berhubungan dengan lingkungannya di
luar sisten, komponen-komponennysa diblarkan

S4.1 Baca Tatang M. Amirin, 1984, Op, Cit. hal. 21 et seqq.
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mengadsakan hubungan kelusr dengan lingkungan di
luar sistem. Bagi =suatu sistem, lingkungan itu
merupakan sumber mssukan [input] yang dioclah
[proses] oleh sistem tersebut menjadi keluaran
[outputl. Sebaliknva output vyang dihasilkan
oleh =istem itu Jugsa dipakai oleh 1lingkungan.
Jadi lingkungan merupakan sumber bahan yang
akan dipergunsakan oleh sistem, dan s=sekaligus
pula merupakan pemakai hasil keluaran dari
sistem tersebut.

Sistem terbuka Juga .menunjukkan ciri equi-
fipality vang berarti bahwa suatu keadaan akhir
(finall tertentu sesuatu sistem bisa dicapal
dari berbsgal keadaan awal yang bermacam-macam.
Oleh =zebab itu tidak adsa satu cara terbaik bagi
sistem untuk mencapsai tujuan. Jelasnya carsa
terbaik untuk mencapai suatu tujusan bukan hanya
cuma satu.

Konsep eguifinality mempunyail implikasi penting
terhadap manajemen suatu sistem, yaitu dalam hal untuk
memecahkan suatu persoalan dan menetapkan suatu ke-
putusan diperlukan pendekatan vang multidimensional
[dari berbagai sudut pandang] dan situasional [mem-

perhatikan berbagai situasi yang sedansg dibadapi].

4. Struktur

Suatu =istem terdiri dari beberapa subsistem
stan bagian vyang lebih kecil, subsistem ini
biaza juga disebut dengan unsur atau komponen.
Komponen atau subsistem bisa terdiri dari
berbagai subsistem lagi yang lebih kecil.
Dengan demikian sebenarnya suatu sistem dapat
merupakan subsistem dari sistem yang 1lebih
besar atau lebih luas.

5. Kebulatan Keseluruhan [wholism]
galah s=atu konsep kunci untuk melihat sisten
adalah konsep kebulatan keseluruhan vang
mengandung makna. Maksud yang terkandung dalanm
konsep ini adalah bahwa sistem sebagal satu
kegatuan keseluruhan vang bulat bukanlah
sekedar kumpulan dari bagian-bagiannya. Jadl
keseluruhan tersebut lebih dari sekedar
kumpulan dari bagian-bagian. Konsep bahwa
keseluruhan itu lebih dari sekedar himpunan
bagian-bagian ini melandasi konsep sinergi,
atau tindakan vang terpadu [kompak]. Sinergil




berkaitan dengan kemawpuan komponen gisten
untuk mencapai tujuan atau sgasaran bersams
Secars bersama-samsa.

Agar s=elalu menjsdi satu kebulastsn vang utuh dan
padu diperlukan usaha untuk menyeimbangkan bagian-bagian
dan lingkungannya. D1 sisi lain Lkonsep wholism Jjuga
menekankan pada keterpaduan. sasaran atau tujuan yang
memungkinkan komponen sistem mengoptimalkan hazil karya

sigtem dengan konsisten.

6. S5aling Berhubungan

Konsep saling hubungasn pada sistem mencerminkan
adanya interaksi internsal dan saling
ketergantungan di antara berbsagal bagilan atau
komponen gistem dan antara sistem dengan
lingkungannya. Di dalam sunatu organisasi
sebagal =suatu sistem sakan terlihat hubungan-
hubungan 1itu dan dapat di klasfikasikan mana
hubungan vyang bersifat vertikal dan hubungan
yang mendatar.

Dalam perspektif pendekatan sistem hubungan tersebut
tidaklah bersifat oforitatif sebagaimans pandangan
klasik tersebut, melainkan hubungan itu terjasdi secara
menveluruh dari satu bagian ke bagian lain.

7. Proses Transformasi

Setiap sistem dengan sifatnya yang terbuka ity
merupakan tempat memproses, mengolah, mengubah,
dan mentransformasikan bahan-bsahan yang dikenal
dengan istilah masukan [input] menjadi suatu
karya vyang disebut dengan keluaran [oufput].
Proses transformasi ini lazim disebut peng-
gunzaan model masukan keluaran atan input output
model.

Konsep masukan dan keluaran ini merupakan kerangka

‘yang amat bergunsz baik untuk bekerjanya sistem [proces

analysis], mauvpun untuk menentukan alternatif-alternatif
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dalam ranghks meninghkatkan kinerja [performance], atau
kegiatan gsistem [final analysis].
B. Mekanisme EKontrol, Penyesuailan dan Pengaturan

Diri
Karena =ifatnya yang terbuks serta terdspatnys
saling berhubungan di antara komponen-kompornien
[subsistem] darl sistem tersebut, maka susatu
sistem harus tanggap terhadap situassi dan atan
aspirasi baik dari lingkup kompohen-komponennysa
laspirasi internal]l maupun dari lingkungan di
luernye [aspirasi eksternal]l. Dengsn kata lain
suatu sistem harus mampu mengatur dirinya
gsendiri, dan mampn menyesusaikan diri dengan
kondisi lingkungan maupun kondisi internal
sistem.

Mekaniasme kontrol itu juga berupa kelusaran suatu
gistem untuk mengontrol keluaran yang diharapkan [ ftujvan
akhirl, Jika ternvata hasilnys tidak sesualil, naks
masukan dan prosesnya harus disewpurnsakan [ feedback].

Umpan balik [ Ffeedback] bagi sistem bukan saja
membusat siztem itu nengadakan penyesuaian atau
periinjauan kembali kegiatan pemrosesannya, tetapi dapat
juga membuat sistem itu meninjau kembali dan mengubgh
tolok ukur target sasaran. Jadi informasi balikan
digunaksn oleh sistem untuk memelihars keseimbangan di
antara subsi=ztem atau komponen pada saat terjadi
perubahan-perubahan baik di dalam sistem gendiri maupun
di lingkungannvsa.

Karena sistem itu bersifat terbuka dan berada di
lingkungan yang kompleks dan selalu berubah, olehnya itu

sistem harus selalu berubah dan menyesuaikan diri untuk

mengadakan kezeimbangan (dynamic egquilibrium}. Dalam



keadaan geperti inllah berlasku konsep umpan balik
[ feedbaeck] dan adaptasi, proses umpan balik dan adaptasi
ini berjalan di dalsm mekanisne kontrol.

Penggunsaan pendekatan sistem pada analisls hukun
termasuk penegaksnnya akan sangat membantu, karena
menempathkan konsep penegakan hukum sebagal suatu sistem

skan mempermudah analisils.

Konsep dari sistem penegakan hukum mengandung maknsa

adanya komponen-komponen atau subsistem yang merupskan
bagian dari sistem penegakan hukum, dimana komponen-
komponen itu mewujudkan sinergi dalam rangka mencapai
tujuan dari sistem penegakan hukum.

Analisis terhadsp komponen-komponen dari sistem ini
merupakan hal vang amat berguna, terutama dalam hal
memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan mem-
bedskan antars benda-benda, masalah-masalah [konflik],
atan perigtiwa-peristiwa yang berlainan dan untuk
menetapkan batas-batas kelilingnya atsu menyendirikannya
{memilahkannyal guna kepentingan analisis dan untuk
mempermudah masalah.

Pada kalangan hukum sendiri perspektif hukum sebagal
suatu sistem ada dua pandangan. Pertama kalangan Jjuris
atan normatif yang berpandangan bahwa sistem hukum 1itu
berkaitan dengan masalah atursan-aturan hukumnm dan
pntusan-putusan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat
tertentu dalam suatu hnbungan yang berkaitan. Istilah

sistem hukum vang dimsksud itu berkenaan dengan susatu
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kezeluruhan vang terbatas, misalnys sistem dari hukun
perdata.35

Berikutnya ialah hukum sebagai suatu sistem dalam
perspektif sosioclogi hukum. Kalangan hukum yang ber-
aliran sosioclogi tentu mempunyal cara pandang vang
berbeda dalsm menetapkan arti suatu sistem hukum. Aliran
ini dengan berpijak padsa basis sosial dari hukum. skan
menganalisis [menguraikan unsur-unsur] spa saja vang
termasnk dalam snatu sistem hukum. Contoh yang dapat
diangkat ialah teori dari Kees Schuyt vyang menegaskan
bshwa sebush sistem hukum terdiri dari tiga unsur vyang
memiliki kemandirian tertentu [memiliki identitas dengan
batas—batas yang relatif jelas], yang saling berkailtan,
dan masing-masing dapst dijabarkan lebih lanjut. Unsur-
unsur tersebut meliputi:

1. Unesur idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna
dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-
unidah, dan asas-asas. Unsur inilah vyang disebut
dengan sistem hukum. Bagi para soslolog hukum masih
ada unsur lainnya yaitu;

2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan
organisasi-organisasi dan lembaga—lembaga, yvang di-
dirikan dalam sustu sistem hukum. Yang termasuk di
dalamnysa adalah juga para pengemban jabatan [ambts-

35.1 3.J.H. Bruggink, 1995, Rechts Reflecties, Grondbegrippen
uit de rechtstheorie, alih bahasa Arief Sidbarta, Bandung, P.T.
Citra Aditya Bakti, hal. 136 et seqqg




drager], vang berfungsi dalam kerangka

organisasi atau lembagsa.

“r e
wd

suatu

3. Unsur saktual, unsur ini adalah keselurvhan putusan-

putusan dan perbuatan-perbusatan konkret

yang

berkaitan dengan sistem makna dari hukvum, baik dari

parsa pengemban Jjabatan maupun dari para

warga

masyarakat, vyang di dalamnysa terdapat sistem hukunm

itu.36

Aps vyang dikemukakan oleh Schuyt di atas

kurang

lebih sams dengan apa yang dipikirkan oleh Lawrence M

Friedman, =zehingga is menegaskan bahwa untuk kepentingan

analisis, maka sistem hukum yang beroperasi

dianggap sebagai suatuy sistem yang terdiri atas

komponen, yaitu

Eomponen pertama adalah komponen struktural,

dapsat

tiga

vaitu

bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme,

koemponen ini adalash kelembagaan yang diciptakan

siztem hukum, =eperti pengadilan, badan pembuat

oleh

undang-

undang, konstitusi tertulis, merupakan contoh~contoh

mengenai s&pa yang dimaksud dengan komponen struktural

dari =istem hukum. Komponen ini memungkinkan memberikan

pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
Komponen vyang kedua ialah substansi, vaitu
sebenarnya vyang dikeluarkan oleh sistem hukumn.

keputusan yang merupakan produk substantif dari

36.1 3.3.H. Bruggink, 1995, Ibid, hal. 140

hasil

Setiap

suatu




sistem hukum, misalnya keputusan vang dibuat oleh
pengadilan, Juga setiap putusan yang diundangkan 'oleh
pembuat undang-undang serta setiap ketentuan vang
diterapkan oleh badan-badan pemerintah. Yang kesemuanya
dipergunakan oleh para penegak hukum dan oleh mereks
vang diatur,

Romponen ketiga dari sistem hukun ialah vang
bersifat kultural, komponen mana terdiri dari idejide,
sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.
Komponen yang dinamakan dengan kultur hukum ini dibedsa-
kan antars Iinternal legal culture yaitu kulturnya lawyer
dan Judged s dan externsal legal culture yang merupakan
kultur hukum masyarakat pada umumnya . 37

Dengan berpedoman padsa pandangan di atas, maka
penerapan pendekatan sistem pads penegakan hukum sangat
dimungkinkan. Karena penegakan hukum sebsagai suatn
permasalahan dalam masyarakat sekurang-kurangnya skan
mengangkat persoalan-persoalan di sekitar usaha untuk
mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam
hukum, usahs manusia yang dengan sengaja dilakukan untuk
itu, serta faktor-faktor lain yang dapat mendukung.
Memandang penegakan honkunm sebagai suatu sistem, maka
untuk menunjang keberhasilanya, diperlukan suaty ginergi

antarsa komponen-komponennya {subsistem].

37.] Lawrence M. Friedman, dalam Esmi Warassih, 1993, Op. Gt
hal., 2



Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum
ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yvang mengatakan bahwe
masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak
pada faktor-faktor atau komponen yang mempengéruhinya.
Faktor-faktor atau komronen itu islah:

1. Faktor hukumnya sendiri, atau peraturan perundang-
undangan.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang‘ mem—
bentuk maupun yang menerapkan hukam.

3. Faktor sarans atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum.

4. Faktor masyarakat, vakni lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudaysan, yakni sebagsai hasil karys, cipta
dan rasa yang didasarkan pada karss manusia di  dalam
perganlan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas s=saling berkaitan
dengan eratnya. Oleh karena itu merupaksasn esensi dari
penegakan hukum, di sisgi lain juga merupakan tolok ukur
dari efektivitas penegskan hukum dalam masyarakat.38

Pendapat yang samsa Jjuga dikemukskan oleh Satjipto
Rahardjo bahwa penegakan hukum berarti menempatkan hukum
sebagai suatu solengesetze pada kehidupan sehari-hari.
pada ssat itulah hukum mendapathkan kesempatannya untuk

diunji dan diterapkan dalam dunia kenyvataan sehari-hari.

38-1 goerjono Soekanto, 1986, Faktor—faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, Jakarta, C.V. Rajawali, hal. 5




terjadilah di sini suatu proses interaksi yang melibat-

kan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinys tujuan-tujuan dan Janji-janji

vang tercantum dalam peraturan hukum.
Z. Tindakan para penegak hukum
3. Struktur penegskan hukum
4. Pengaruh atan bekerjanya kekuatan-kekuatan

berazal dari kenyataan hidup sehari-hari.3S

yangd

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa

komponen-kompeonen vang menjadi subsistem dari
penegakan hukum lalah:

1. Aturan atau ksedah hukum

2. Birokrasi penegak hukum

3. Budaya hukum

Dalam proses interaksi antara unsur-unsur

sistem

atau

komponen-komponen dari sistem penegakan hukum, bukanlsah

suatu hal yang mustahil apabila berbagai hal

terjadi vang dapat dikelompokkan ke dalam kej

bisa

adian-

kejadian vang menghambat terciptanys suatu penegsakan

hukum vang bailk.

Perihal mengenai peraturan perundangan-undanngan

atau kaedah hukum ini ialah:

1. Apakah kazedah hukum itu berlsku secara yuridis,

vaitu

apabila penentuannya didasarkan padsa kaedah vyang

39.1 Satjipto Rahardio, 19792, Keadaan dan Permasalahan Dalam
Penegakan Hukun Dewasa Ini, makalah dalam Simposisum Penegakan

Hukum di Den Pasar, hal. 1 et s=gq.
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lebih tinggi tingkatnya [stufenbau]l, satau apsabils
merunjukkan hubungan keharusan antara sustu kondisi
dan akibatnya. Menurut Kelsen setisp tata kaedah
hukum merupakan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah
[stufentheorie], dipuncsknys terdapat “grundnorm”
atau kaedah dasar dari suatu tata kaedah hukun
nasional vyang bukan merupakan suatu kaedah hukum
rositif yang dibentuk oleh sustu tindakan legiélatif
manapun, akan tetapi hanyalah merupakan hasil analisa
pemikiran yuridis, hanys dipostulasikan oleh pikiran
manusla. Kaedah dasar tersebut merupakan dasar dari
segala pandangan menilal yang bersifat yuridis, vyang
dimungkinkan dalam kerangka tata kaedah hukum suatu
negara tertentu.40

Apakah kaedah hukum itu berlaku secara sosiologis,
yvaitu apakah kaedah tersebut efektif, artinys apakah
kaedah itu dapsat dipaksakan berlakunya oleh penguassa,
walaupun tidak diterima oleh masyarakat, atauksah
kaedah tersebut berlaku karena diterima dan diskui
oleh masyarakat.

Yang perlu jugs untuk dicermati bashwa setiap proses
sosial selalu melibatkan masalah sistem nilasi-nilai
vang oleh Astrid Susanto dikelompokkan menjadi dua,
vaitu welfare values dan deference values. Yang

pertama berkaitan dengan nilai-nilasi vyang disnggsp

80.] Hans Kelsen dalam Purnadi Purbacaraka et. al, 1993,

Feribal Kaetlah tikum, Bandung, P.T7. Citra Aditya Bakti, hal. 22
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penting oleh dan untuk Rehidupan manusia agar supays
ia dapat hidup layak, mempunyail pendapsatan vyang
mencukupi kebutuhan sehari-hari, =edsangkan yang kedusa
adalah kelompok nilai vang 1lebih tinggi vang
berksitan dengan moral, yaitu apa yang dianggap baik,
buruk, Jjujur, tidak dan seterusnys.

Keterlibatan nilai-nilai tersebut dalanm interaksi
soglal juga menentukan tingkah laku atauwn tindakén apa
vang akan diambil seseorang. Dengan kata lain kedus
nilai di sastas merupaskan kekuatan vang cenderung
mempengaruhi perilaku seseorang.41

Dalam hal perilaku seseorang itu melanggar norma umum
atau norma adat, bahkan norma hukum, maka perilaku
orang tersebut umumnya dikatakan sebagai perilaku
vang wmenyimpang.

Berkaltan dengan penyimpangan ini Robert B. Seidman
mengajukan teorinya bahwa dalam rangka melakukan
identifikasi kekuatan-kekuatan yang cenderung mem-
pengaruhi tingkah laku seseorang, teori tradisional
tentang penyimpangan [deviant theory] dabat membantu.
Teori ini mengajarkan bahwa para pemegang peran itu
dapat mempunyail motivasi, baik yang berkehendak untuk
menvesuaikan diri dengan norma [konform], maupun vang

berkehendak untuk tidak menye=zuaikan diri dengan

41.1 pstrid . Susanto, dalam Esmi Warassih, 1981, Ferlin—

dungann Fukum  Terbadap Pasien Akibat Malpraktek, dalam Satjipto
Rahardjo [editor], Rukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni,
hal. &%
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keharusan norma [npon-konform]. Hal tersebut dapat

dilihat pada model sebagai berikut:

1_?INGKAH LAKU

KONFORM NON—XONFORM

RONFORM (AE}] ++ || 2] o
’MOTIVASI-——{: |
NON-KONFORM || [3] —+ || a3 —

Sumber; R.B, Seidman dalam Satjipto Rahardjo {edl, Hukem dan Masyarakat hal. {1

Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku vang tidak
konform itu dapat saja timbul bersama-zama dengan
motivasl untuk berkonform; dan sebaliknya, perilaku
vang bersesusaian dengan bunyi norma dapat pula timbul
bersama-=zama dengan motivasi yang berkehendak untuk
tidak konform. Dengan demikian ketidaksesuaian peri-
laku dapat =aja terjadi sekalipun pemegang peran
telah berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesusaikan
diri. Hal ini dapat terjadl pada perkara-perkara
dimana premegang peran tidak sadar akan normanya, atau
Jika norma-norma vang seharusnya menjadi pedomannys
itue Dbersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang
ditetapkan untuk posisi-posisi pemegang peran itu.4%2

42.] Soetandyo Wignjosoebroto dam Satjipto Rahardic [edl,
1976, Hikum dan Masyarakat [kumpulan bahan bacaanl, Surabaya, Pusat
Studi Hukum darm Pembangunan Universitas Airlangga, hal. 11 egt. seng
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3. Apskah kaedah hukum itu berlaku secara filosofis,
artinya apskah telah =esuai dengsn citas-cita sebagai
suatu nilai positif yang tertinggi.?3 Dalam hubungan
ini dapat dikemukakan pendapat dari A. Ahrens vyang
mengatakan hukum dalam perspektif filasafat meliputi
penjabaran asas tertinggi dan atau cita hukum dari
manusia dan kemanusiaan, untuk selanjutnya dikeﬁbang—
kan dan diterapkan pads dasar hubungan kehidupan
masyarakat.44

Suatu kaedah hukum haruslah memenuhi ketiga unsur di
atas, karena pada hakekatnys bila sustu ksaedah hukum
hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar
kaedah tersebut hanyvalsh merupsakan kaedah mati [daode
regel]. Demikian pula jika kaedah itu hanya berlaku
secara sosiologis, maka ksedsh itu hanya menjadi aturan
pemaksa [dwangmaatregel]l. D1 =sizgi lzin jika kaedah hukum
itun hanya berlsasku =ecara filosofis, maks mungkin Lkaedah
hukum itu hanyalah merupakan hukum vang dicita-citakan

[ius canstituendum].

Analisis permasalahan mengenal berlakunya ksaedah
hukum dalam masyarakat di atas memerlukan penelitian
kepustakaan vang mendalam. Hal ini diperlukan untuk

memberikan sustu masukan vang berharga dalam rangka

43.3  gperjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi
Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, C.V. Rajawali, hal. 13 et seqqg.

44.1 n, phrens dalam Soejono Koesosmo Sisworo, 1988, BOeberapa
Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan hukum, [Masalah-masalah  Hukum
No. 4 tahun XIX 1982, Semarang, FH-UNDIP, hal. 2



penegakan hukum yang baik, sehingga kendala-kendala yang
timbul dapat diantisipasi.

Perscoalan lain yang mungkin timbul dalam suatu
aturan perundang-undangan ialah ketidakjelasan di dalam
kata-kata vang dipergunakan padsa perumusan pasal-pasal
tertentu. Ketidakjelaszan mans disebabkan oleh penggunaan
kata atan istilabh vang dapat ditafsirkan secara ' amat
luas.

Belum adanva peraturan pelaksanaan pada berbagail
persturan perundang-undangan yang saalt int banyak
terjadi, merupakan suatu permasalahan tersendiri
terhadap tersedianya peraturan yang lebih lengkap dan
jelas dan menjamin kepastian hukum, yang pada akhirnya
juga skan mempengaruhi penegakan hukum.

Berkaitan dengan lembaga penegakan hukum, ada dus
aspek yang mempengaruhinya yvaitu aspek penegak hukum itu
gendiri, vang diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim di
satu pihak, dan faktor sarana pendukung yang dalam hal
ini ialah lembaga-lembaga penegakan hukum yang keduanya
diwadahi dalam birokrasi penegakan hukum. Jadi birokrasi
merupakan suatu bentuk pengorganisasian yang mempunyai
perbagsi karakteristik tertentu, seperti spesialisasi,
hirarki, sistem peraturan, dan tidak personal.

Penegak hukum adalah warga masysasrakat vang mempunyai
kewajiban menegakkan hukum, secara so=ziologis s=etiap
penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan [status] dan

peranan [rolel. Peranan penegak hukum ini sedikit banysah
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dipengaruhl pola-pola interaksi antara ia dengan lembaga
dimana 1ia berada dan interaksi antara lembaga tersebut
dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain akan
mempengaruhi  tingkah lakn para penegak hukum dalam
menjalankan kewajibannva.

Di =isi lain para penégak hukum ini Jjugas dapat
memaksakan pola-pola interaksi sosial tertentu kepada
masyarakat agar berperilaku sesuail dengan apa yang
diharapkan hukum [law as a social engineering}. Hal ini
menunjukkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya sehari-
hari para penegak hukum ini tak dapat dipisahkan dari
efektifitas birokrasi penegskan hukum itu dalam melsku-
kan fungsinya.

Sementara itu tiga lembaga yang merupakan bagian
dari birokrasi penegakan hukum di Indonesia, yaitu
kepoligian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan
fungsinya terkesan terkotak-kotak [Ffragmentasi], ini
terlihat dari peraturan perundangan-undangan vyang me-
nyangkut penanggulangan kejshatan bertitik tolsk pada

"instansi" [instansi sentris].45

Dalam kaitannya dengan permasalshan di atas, maka
peranan, fungsi, atsu efektifitas birokrasi penegakan
hukum dalawm menjalankan mekanisme penegakan hukum inilah

vang akan diteliti dengan tujuan untuk mengidentifikasi

fakta dalam realits.

45.]1 sudarto, dalam Soerjono Soekanto, 1980. Op. Cit, hal. 201
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Berkaitan dengan budays hukum, maks berdasarkan pada
apa yang diuraiksan oleh Friedman di atas dapat diuraikan
sebagail berikut, bahwa budsya hukum atsu kultur hukunm
ialah akumulasi dari varisbel-varisbel atau faktor-
faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh
tempal yang sesual dan dapat ‘diterima di dalam kerangka
budaya masyarakat. Budaya mana tidak hanys merupakan
kumpulan dari perilakue dan pola pikir vang saling
terlepas, tetapi termasuk didalamnya keseluruhan nilai
sosial vyang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-
gikap vyang mempengaruhi bekerjanya hukum, tetapi vang

bukan merupakan hasil deduksi dari substansi dan

strulkktur. Sehingga termasuk didalamnya raza hormat atau

tidak hormat kepada hukum, kesedisan orang untuk
nenggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan
karena memilih cara-cars informal untuk menyelesaikan
suatu sengketa.

Termasuk di dalam budaya hukum ini ialah sikap-sikap
dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang disjukan oleh
kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan
dan kelas-kelas zgosial yang berbeda-beda .48

Denngan demikian konsepsi kultur atauw budaya hukum
merupsakan kajian tentang hukum yang wmempunyai fokus

prerhatian pada pengaruh nilai-nilai serta sikap-sikap

46:1 | awrence M. Friedman dalam Ronny Hanitijo Scemitro, 1989,
Perspektif Sosial Dalam Pamahaman Masalatyrmasalah Huakum,  Semarang,
Agung Press, hal. 2 et seq.
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terhadap sistem hukum yang berkembang pada akhir-akhir
ini dapat dipahami, karena pemahaman hanya terhadap
struktur atawpun substansi hukum itu saja dianggap
kurang cukup, atau kurang banyak membantu. Terutama bila
vang ingin dipshami itu bukan sekedar kerangka formal
hukum, tetapi lebih menukik Ke dalam masyarakat, seperti
bagaimana masyarakat menyelesaiksasn sengketa di antsra
mereka di luar prosedur hukum, vang lain ialah kajian-
kajian vyang mencobsa untuk memashami tindakan-tindakan
masyarakat vang melakukan pelanggaran hukum secars
berulang-ulang tanpa merasa bersalah, sementara per-
aturan yvang mengatur hal tersebut masih berlakun.

Oleh sebab itu Friedman merumuskan kultur hukum itu
sebagal sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan
dengan hukum, bersams-sama dengan sikap-siksp dan nilai-
nilal yang berkaitan dengan perilaku vyang berhubungan
dengan hukum dan lembaga-lembaganya, bailk secars positif
maupun negatif .47

Aspek-a=zpek huokum lain yang berhubungan dengan
budaya hukum ialah kesadarsn hukum dan kepétuhan hukumn,
karena tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan
hukum suatu masyarakat tertentu itu dapat dijadikan
potret hudaya hukum masyarakat vyang bersangkutan.

Kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat pula

dengan kepatuhan hukum, bahkan diasumsikan kesadaran

47.3 Lawrence M. Friedman dalam Wukir Prayitno, 1991, Moderni-—
tas FHukum Berwawasan Indonesia, Semarang, Agung, hal. 19 et seqq.




fukun disnggapr s=sebagai faktor vang mempengaruhi,
sedangkan kepatuhan hukum  merupsakan Faktor yvang
dipengaruhi. Dengan demikian tingkat kepatuhan hulunm
seseorang itun  sensntia=ss tergantung atasu dipengaruhi
oleh tingkat kesadaran hukum, artinya bagaimana
seseorang dapat mentaati hukuh, kalau ia tidak memahami
peraturan satau hukum terszebut? Lagl pula Kkesangsgupan
untuk memahami hukum, secara logis diikuti cleh
kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan
antara kessadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas
darl adil atau tidaknya hukum tersebut.

Dipihak lain sada anggapan, bahwa kepatuhan hukum
terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi hukum,
karensa ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan
sekelompok atau pimpinan, karena cocok dengsn nilai-
nilai yang dianutnys. Namun demikian untuk menentukan
hal tersebut maka seseorang harus dapat memszhami hukum
dan memberikan suatu penilaian terlebih dahulu.48 Deﬁgan
demikian kesadaran hukum di sini dipakai dalam arti
kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam kenyataan sehari-hari dapat terjadil seseorang
telah mengetshui dan memahami hukum akan tetapi berperi-
laku menyimpang dari aturan hukum tersebut, mengenai hal
ini teori penyimpangan menjelaskan bahwa perilaku sese-

orang vang tidak konform terhadap hukum itu dapat saja

48. ] Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan  Kepatuhasn
Hukum, Jakarta, Rajawali Press, hal. 145 et segq.
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timbul bersama-sama dengan motivasi untuk konform, dan
gebaliknya tingkah laku yang berkesesuailan dengan norma
dapat pula timbul bersama-sama dengan motivazi vyang
berkehendsk untuk tidak konform. Jadi ketidaksesusian
tingkah 1laku itu dapat saja terjadi sekalipun si
pemegang peran telah berkehendak dengan sungguh-sungguh
untuk menyesuaikan diri [Jadi telah ada pemahaman_ ter-
hadap normal.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kajian terhadap
budaya hukum akan banyak sekall berkaitan dengan aspek—‘
aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggsap
sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara
hukum dan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat,
oleh karena itu pembahasannya selalu pada sekitar nilai-
nilai. Dengan demikian dapatlah dipahami bila kajian-
kajian terhadap budaya hukum selalu berkaitan dengan
nilai-nilai, perilaku, dan =aspek mental dari manusia.

Dalam pada itu penegakan hukum yang baik dan mantap
tidaklah semata-mata dapat dilihat dari jumlah peraturan
tertulis vang dikeluarkan serta luasnya bidang kehidupan
yang diatur [hkarena akan mewujudkan penegakan hukum
dalam derajat Formil sajal, tetapi juga harus mendapat
dukungan dari aspek materiilnya, yaitu pembinsan mental
dan perilaku yang sesuai dengan sifat dan hakekat hukum
itu sendiri [budaya hukum], tanpa pembinaan tersebut
akan timbul kendala dalam proses penegakan hukum, oleh
sebab itn budaya hukum merupaksn komponen yang mempunyai

pengaruh besar dalam proses penegakan hukum.




BAB IIX

ARALISIS TERHADAP BEKERJANYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN HUKUM

DALAM MEMBERIEAN PERLINDUNGAN TERHADAP XONSUMEN DAN HAK
CIPTA ATAS SOFTWARE RKOMPUTER DI KODYA SEMARANG.

Penelitian terhadap perilaku bisnis curang yang ber-
tentangan dengan hukum ini dilakukan di Kotamadya Semarang
dengan cara melakukan penelitian lapangan dalam 1lingkup
penelitian kualitatif. Rontribusi informasi diperoleh dari
para informan yang meliputi; konsumen yvang pernah merass
dirugikan, pengusaha persakit, aparat Kepolisian Kota Besar
Semarang, aparat Kejakssan Negeri, dan hakim Pengadilan
Negeri.

Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan menurut
model analisis mengalir [Fflow analysis] dari satu informasi
ke informasi yang lain, dengan mengikuti prinsip bola salju
[snow-balls]. Penelitian ini merupakan penelitian yang
bergsifat sosio yuridis, khususnya mengenai bekerjanya hukunm
dalam mnasyarakat yand dilaksanakan oleh aparat penegak
hukum dalam rangka memberikan rerlindungan terhadap
konsumen dan Hak Cipta atas software komputer.

Analisis dilakukan dalam perspektif penegakan hukum
sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem substansi
hukum, yaitu yang berkaitan dengan prodok dari sistem
penegakan hukum seperti keputusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan; subsistem struktural yang berkaitan

dengan bagian-bagian yang bergerak dari suatu mekanisme

penegakan hukum yaitu lembaga-lembaga kejaksaan, kepolisian
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dan pengadilan; vang terakhir islah subsistem kultur hukum
vang berkaitan dengan nilai-nilai, perilaku dan apresiasi
masyarakat terhadap hukum. Hal ini karena hukum dalam
wujudnys sebagai norma atan kaidah yang dirumuskan secara
eksplisit itu diimplementasikan dalam masyarakat. Xaildah
hukum tersebut memberi pedoman kepada individu sebagai
anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu, sesuai apa
vang dituntut oleh hukum.

Dengan demikian manusia sebagai anggota masyarakat yang
menjalankan penegakan hukum ini mempunyai kedudukan dan
peranan yang penting dan menentukan dalam proses penegakan

hukum ini. Dengsan perspektif yang demikian itu harus diakuil

adanys Ffaktor lain di luar hukum yang mempengaruhi proses.

penegakan hukum itu, artinya faktor lain diluar hukum itu
juga ikut menentukan apakah proses penegakan hukum itu
telah mencapai hazil vang diinginkan.

Oleh sebab itu bekerjanya hukum di dalam masyarakat

tidak dapat dilepaskan dari pengaruh vyang melingkupi

masyarakat itu sendiri, seperti fgktorufaktor sosial, .

ekonomi, budaya dan sebagainya. Masyarakat sebagal pemegang
peran diharapksn akan mampu bertindak sesuail dengan
peraturan perundang-undangan yang telah memberi pedoman
tentang apa yang harus dilakukan.

Di sisi 1lain lembaga pembuat peraturan dan lembaga
penerap sanksi akan bertindak sebagail pengontrol, berikut
juga merespon fungsi dari peraturan tersebut. Demikian

pendapat Chambliss dan Seidman.
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Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian
ini, maka konsumen dalam arti pemaksi skhir dan pengussaha
perakit komputer itu dapat dimasukkan ke dalam kelompok
pemegang peran. Konsumen adalah sassran dari adanya sebuah
aturan hukum yang berkorelasi dengan harapan adanya
perlindungan. Artinya aturan hukum vyang adas diterapksan
untuk melindungi kepentingan konsumen, dan dari konsumen
diharapkan bertindak sesusi dengan peraturan hukuml itn.

Fengusahsa perakit komputer mempunyal peran vang
berhubungan dengan perwujudan kondisi bisnis yeng jujur dan
tidak melawan hukum, sehingga dalam kegiatan bisnisnya
diharapkan dapat mentaati peraturan-peratursn hukum vang
berlaku, vyang pada akhirnya akan memuaskan “masyarakat”.
Model bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat pada

peraga berikut:

Jenpuwuh
Kekuatlen Sosial,
Politik, Ekonemi

l

Lembags
<7 Pembual
s Peraturn
I}
; |
Um;f:m Norma
Balik ! Selmdes

\\ -l

~
~

~| Lenbagn
Penerap
Sanksi’ Aktivitas
: Pencraphn

T Sanksi

Penganuh ' Peagarvh
Keluatan Sosial, Kekuatan Sosinl,
Poliik, Ekonomi Tolitik, Ekonom:

1.1 Chambliss dan Seidman dalam Ronny Hanitijo Scemitro, 1998,
Op. Cit. hal. 125



Pengamatan empiris menyimpulkan bahwa proses bekerjanya

hukum dalam masyarakat tidak dapat

lingkungan vyang mempengaruhinya. Sehinggsa

hal yang mustshil jika target dari suatu atu

sosial t

2

undangan dalam rangka rekayasa

akibat dari kuatnya pengaruh lingkungan.

Pengaruh lingkungan yang dimaksud me

faktor sosial, budaya, ekonomi serta

lainnya.

hukum dalam masyarakat, baik dalam taraf pembuatan

pada taraf pelaksansan hukum.

Pengusaha perakit komputer sebagai p

ternyata tidak Dberperilaku sebagaimana te

dalam peraturan perundang-undangan, mereka m

yvang Justru bertentangan dengan

seyogdyanya menjadi pedoman bagi mereka d

kegiatan bisnis.
Analisis melalui aspek bekerjanya
masyarakat ini akan mencoba memberikan penje

berbeds terhadap keberadaan hukum. Penjelsa

selamsa ini kurang mendapat perhatian dari kal

Bekerjanya hukum disini dapat dipahami m
tentsng hukum dan pelanggaran hukum itu sen
pengusaha perakit, maupun

pihak. Xonsumen,

2.1 Bandingkan dengan Satjipto Rahardio,
Penegakan  Hukum: Suatu Tinjauan Sosiplogis, Bandung
hal S et seq.

dip

bukanlah

Faktor

FTaktor-faktor ini sangat mempengaruhi

peraturan

tanpa tabun,

3

isahkan dari

suatu
ran perundang-
idak terpenuhi
liputi faktor-
personal
bekerjanya
hingda
emegang peran
lah ditetaphan
elakukan bisnis
hukum vang
nlam melakukan
hukum dalam
lasan yang agak
san mana yang
langan yuris.

elalui persepsi
diri dari

para

para penegak

Masalah
CV. Sinar Baru,




hukum memiliki cara pandang atau persepsl ter-sendiri

terhadap suatu bisnis curang yang dilakukan oleh pengusaha

perakit komputer.

A. Penerapan Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Beli Perangkat
Kerﬁs Komputer di Kodys Semarang.

Perkembangan +teknologil gomputer yang begitu pesat
sejak awal telah menimbulkan dampak terhadap masyaraksat
dan terhadap cars-cara yang memungkinkan masyérakat
melaksanakan pekerjaan—pekerjaamnya.3 Komputer telah
menembus hampir setiap profesi, aktivitas, dan industri
serta banysk organisasi mungkin akan menemui kesulitan
dalam segala aktivitasnys jika tidak mengandalkan tekno-
logi komputer. Apalagi dengan perkembangan terakhir dari
generasi personal computer yaitu apa vyang dinamakan
dengan multi media, yang dapat mengakses hampir seluruh
kebutuhan manusis, tidak hanya terbatas pada lingkup
nasional atau regional, akan tetapi global. Mulail dari
hubungan sntar personal, ilmu pengetahuan, bisnis,
hiburan, serta segala macam informasi dapat diperoleh
melalui perangkat multi media yang juga dikenal dengan
nama internet.

Dalam hubungannya dengan hukum, maka komputer telah
menjadi suatu kebutuhan yang cukup vital. Eomputer
merupakan peralatan yang amat bermanfaat yang memunghkin-

kan penggunaan sistem pencarian informaesi hukum secara

3.1 pavid I. Bainbridge, 1993, Computer ard the Law, London,
Longman Group United Kingdom Limited [copy rightl, hal. 1 =t. s=qg
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besar-besaran secara nasional maupun global, dan
komputer pun telah telah menambah keuntungan bagi parsa
pakar hukum baik di bidang sakademis maupun praktis.

Keuntungan tersebut berkaitan dengan perolehan
informasi hukum, penyiapan dokumen-dokumen sebagai
landasan keputusan dan sebasgasinya. Tetapi di sisi lain
teknologi komputer dengan sifat-sifatnya vyang khusus
serta perkembangannysa yang amat pesat, telah menimbulkan
persoalan-persoalan hnkom baru dan semakin kompleks.
Sehingga seringksli hukum dipandang kurang memadail Jjika
menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh
komputer, dan upava-upaya penegskan hukumnya seringksli
tampak knrang memuaskan.

Sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Semarang merupakan pusat dari berbagai aktivitsas,
baik itu bisnis, industri, perbankan dan pendidikan
tinggi. Sebagai pusat dari berbagai aktivitas membawa
konsekuensi penggunaan teknologi komputer yang tinggi.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknys pengusaha yang
bergerak dalam bisnis jual beli komputer.

Penelitian ini tidak meneliti =semua pengusahsa
komputer, akan tetapi dibatasi pada pengusaha perakit
kecil vang justru pertumbuhannya amat pesat di Semarang.
Pembatasan terhadap pengusaha perakit kecil ini dengan
pertimbangan bahwa jumlah pengusaha perakit keeil ini
jumlahnya janh lebih banyak, tempat pengusaha kecil ini

lebih disenangi oleh para konsumen karena tidak ada
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kesan eksklusif, amat sederhana, bersedia mengadakan
transaksi Jjual-beli dengan cara tukar tambah, menjual
perlengkapan komputer second hand, bersedia merakit
komputer sesuai dengan keuasngan dari konsumen, mem-
perbaiki komputer yang rusak, tempat memperoleh software
dengan harga yang sangat murah. Penelitian Jjuga tidak
meliputi seluruh pengussaha perakit kecil vang ada di
Semarang, hal ini karena kondisi yang sama [homogen]
dari pars pengussahas perakit kecil, terutama yang ber-
kaitan dengan mekanisme, metode, dan cara pandang mereksa
terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Dari hasil pengamatan penulis dapat dikemukakan
bahwa ditengah krisis moneter pada =aat ini, dimana
harga komputer menjadi amat tinggi karena jatuhnya nilai

rupiah, justru bisnis komputer rakitan serta perangkat

lain vyang second hand semskin lancar, hal ini ditandai

dengan semakin banyaknya bermunculan pengusaha sejenis.

Istilah pengusaha perakit kecil penulis berikan
kepads pelaku bisnis ini berdasarkan kriterias, bahwa
dari aspek Ffisik atau tempat berussaha, pelaku bisnis ini
menempati tempst-tempat sederhana, yang pada umumnysa
merupakan rumah kontrakan, dan terletak bukan dijalan
raya utams, akan tetapi dijalan-jalan kecil perkampungan

Hasil wawancara dengan pelaku bisnis ini juga meng-
ungkapkan bahwa kekayasan atau asset yang mereka punyai
jauh dari sapa yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-

undang No. 5 tahun 1895 tentang pengusaha kecil. Di sisi
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lain bentuk perusgahaan umumnya perorangan dan bukan
merupakan badan hukum.

Bisnis dilakukan dengan cara membentuk jaringan di
antara mereka yang sama profesinya, pembentukan jaringan
terjadi dengan tidak direncanakan. Jaringan terbentuk

melalui telepon berdasarksn pada iklan yang dipasang

pengusaha sejenis pada surat kabar harian. Interaksi di.

antara mereka akan saling menguntungkan, karena mereksa
akan ssaling memasok kebutuhan akan perangkat kerasz atau
perangkat lunak yang mereka perlukan dengan harga yang
marah dan dengan seni tawar menawar.

Eksisnya usaha mereka ini Justrun karena adanya
interaksi di antara mereka, oleh sebab itu Jjika ads
pengusaha perakit kecil yang tidak mau berinteraksi
dapat dipastikan usahanya tidak akan bertahan lama.

Sayangnya dalam melakukan kegiatan bisnisnya ini
mereks seringkali mengabaikan prinsip-prinsip etika
dalam berbisnis, yang dalam kaca mata hukum perbuatan
tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu perbuatan yang
bertentangan dengan hukum.

Pengabaian prinsip etika bisnis terjadi manakala
pengusaha perakit merakit komputer dengan perlengkapan
atan perangkat keras yang tidask jelas mutu dan asalny=,
Dikatskan tidask jelas karena perlengkapan atau perangkat
keras komputer tersebut diperoleh dari rekan~rekan
seprofesi yang kebetulan menjual perangkat yang diperlu-

kan tersebut, akibatnya banyak konsumen yang merasa
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dirugikan karena komputer rakitan tersebut tidak ber-
fungsi sebagaimsna mestinya, karena sering mengalami
“hang" .

Salah satu sebab dari ketidakjelasan mutu dan asal
perangkat kerss komputer yang berhasil penulis telusuril
ijalah berasal dari transaksi atsu jual beli perangkat
keras komputer tersebut di pelabuhan antara anak buah
kapal [abk] dengan salah seorang penadah. Ansak buah
kapal itu membeli perangkat keras komputer rongsokan di
Singapura, dikatakan rongsokan karena perangkat tersebut
dibeli anak buah kapal di suatu tempat tertentu di
Singapura yang menjual barang-barang elektronik vyang
sudeh rusak. Perangkst keras komputer yang paling banyak
dibeli oleh anak buah kapal tersebut ialah central
processing unit rusak dan.puluhan monitor yang rusak
pula. Kspal yang membawa barang-barang tersebut i1alah
kapal dengan nama “Bahana" dan “"Dragon" .

Transskei dilakukan dengan cara penadah menghubungi
anak buah kapal di pelabuhan atau sebaliknya [keduanya
saling mengenal dengan baik karena sering mengadaskan
transaksi bisnis]. Jual beli dilskukan dengan cara
borongan, tidak boleh memilih mana yang masih mungkin
digunakan dan mana yang sudah rusak sama seksali, Jjadi
seperti membeli kucing dalam karung.

Pengambilan barang dilakukan pada malam hari dengan

menyogok setiap pos polisi, [polisi yang menjaga pos-pos

Jjuga sudsh saling mengenal dengan penadah] dan polisi
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tidak begitu memperdulikannya karena memang barang-
barang tersebut adalah barang rongsokan, y;ng akan
didaur ulang.

Oleh penadah, perangkat keras komputer itu dipilih
mana yang masih dapat dipaksi, sedangkan monitor-monitor
vang rusak diperbaiki 4di tukang ser#is, spare parts yang
tidak bisa diperoleh di Semarang, diperoleh dengan.cara—
cara kanibal. Setelah itu perangkat keras komputer yang
sudah disortir dijual kepada pengusaha perakit komputer,
yvang kemudian mengiklankannys di surat kabar, mulailah
penyebaran barang-barang tersebut di Semarang. Di pihak
lain =ada orang-orang tertentu yang bisnisnya khusus
mencari perangkat keras komputer second hand tidak hanya

di Semarang akan tetapi sampai ke Jakarta, Bandung

bahkan Sursbays untuk dijual kembali kepada pengusaha

perakit kecil. Perangkat keras komputer vang diper-

jualbelikan tidak terbatas hanya pada epu dan monitor
saja, akan tetapi seluruh perangkat keras komputer yang
secara optional dapat dipasang pada komputer.

Dengan latar belakang perangkat keras yang demikian
itu tidaklah mengherankan jiks banyak terjadi kasus-
kasus dimana komputer rakitan tidak bisa bekerja secarsa
optimal.

Kegiatan lain yang mengabaikan prinsip-prinsip etiksa
bisnis dalam kaitannya dengan jual bell perangkat keras
komputer ini imlah terjadinya perbuatan pembajakan

terhadap perangkat lunak, dalam hal terjadinya pembelian
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harddisk. Artinys setiap pembelian harddisk selalui
disertai dengan isinya yaitu perangkat lunak, vyang
membust sebuah komputer itu siap dari aspek software
untuk bekerja menerima perintah dari user.

Penelusuran yang dilakukan oleh penulis ternyata
menghasilkan informasi yang.lebih dari dugaan semula,

kalan dugaan =zemula pembajskan terjadi hanya pada saat

terjadi transaksi jual-beli harddisk, maka sebenarnya.

ialah setiap saat pembajakan perangkat lunak bissa
terjadi dengan tanpa transaksi jual-beli harddisk.
Setisp orang vyang menginginkan perangkat lunak entah
karena melengkapi koleksi pada komputernysa ataupun
karens karena kerusakan harddisk sehinggs perlu meng-
install harddisk tersebut.

Perbuatan membajak software itu dilakukan dengan
cara mengubungkan antar harddisk [{1ink]l, lalu mengcopy
program-program dari harddisk master ke dalam harddisk
vang kosong. Akan tetapi cara konvensional seperti 1itu
telsh mulsi ditinggalkan, terutama sejak beredarnya
generasi terbaru dari personal computer yaitu generasi
maltimedia. Salah satu perangkat ataun assesories dari
komputer generasi itu ialah apa yang dinamakan dengan
compact disk read only memory, atau disingkat dengan
istilah CD-ROM.

Media CD-ROM ini memiliki hampir seluruh kemampuan-—-
kemampuan yang dimiliki oleh optical disk sebagal media

penyimpan. Dengan kemampuan menyimpan lebih dari 600 MB
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dan suara vang jernih [CD-Audie]l, CD-ROM berkembang
pesat menjadi salah satu standar multimedia. .

Berbeda dengan harddsik yang dapat menyimpan data
dan langsung membaca, maks CD-ROM hanyalsh berfungsi
sebagail perpustakssn, litersatur atan program-progran
vang dikompres atsu dipadatkan. Untuk dapat digunskan
maka program-program yang berbentuk file~file~ vang
dikompres ituv harus diinstall kedalasm harddisk.

CD-ROM tidak dapat dipakail untuk menyimpan data
karena read only memory atsn memori yang hanya dapat
dibaca saja dan tidak dapat ditulis. Jika ada pertanyaan
bagaimana CD-ROM itu dapat memuat file-file  yang
dipadatkan, jawabannya ialah program-progran yang
terdapat dalam CD-ROM tersebut diinstalasikan sewaktu
CD-ROM tersebut dibuat dengan suatu alat khusus .4 CD-ROM
dengan file-file program vang dikompres tersebut
dinamakan dengan CD-ROM Master. CD-ROM Master 1inilah
vang dipasksi oleh pengusaha perakit untuk membajak
software dengan prosesnya melalui perangkat keras dari
komputer yaitu CD-ROM Drive lalu di-install ke dalam
harddisk konsumen.

Sebagai bahan perbandingan jika software yang asli
jtu dijual perpaket dengan kemasan yang baik disertai
dengan user’s guides, misalnysa paket windows 88, lalu

paket lain misalnya Lotus Release 3 Tfor window’'s,

4.) paca James R. Hariman, 1993, Multimedia Lhtuk Komputer
Anda, Jakarta, Dinastindo, hal. 17 et. seq.
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Micro=zoftword, dan lain-lain. CD-ROM dengdan kapasitas
atau kemampuan menyimpan data dalam bentuk file komprés
itu mampu menyimpan lebih dari seratus paket sofiware,
dan itu diperjual belikasn dengan hargs yang sangat murah
[contoh tersedial.

Jika satu paket software misalnya window’'s 95 vyang
asli dijual dengan ¢ 400 dan satu buah CD—RGM_ vang
berisi lebih dari seratus paket software dijual dengan
harga beberapa puluh ribu, maks dapat dipastikan bahwa
CD-ROM tersebut adalah bajakan.

Permasalahan mendasar terletak pada apa makna dari
perilaku pengusaha perakit itu, bagaimana is memandang
perbustannya, bagaimana pula penghargaannya terhadsap
hukum? sehingga ia mengabaikan etiks dalam berbisnis.
Bekerjanya Hukum Dalam Hemberikan Perlindungan Terhadap
Konsumen Pengguna Komputer di Kodya Semarang.

Kon=zumen dalam penelitian ini ialah mereka yang
membeli komputer rakitan untuk kepentingsan non komersial
artinya untuk kepentingan sendiri, klasifikasi ini
dipérlukan karena dari sspek motifnys ada konsumen yang
komersial dan yang non komersial.

Konsumen komersial bukan merupakan tujuan akhir dari
perjalanan suatu barang, melainkan sekedar terminal
pemberhentian vyang akan berlanjut lagi sampal pada

konsumen sakhir.

5.1 pBara Az. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Jakarta,
Pustaka Sinar Harapan, hal. 20 st. seq.



oz

Hubungan antara konsumen dan pengusaha peraskit
melalui Jjual-beli kowputer rakitan 1itu menimbulkéh
hubungan hukum antara para pihak, artinya hubungan
keduanya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam mengkaji
hubungan hukum antara konsumen dengan pengusaha perakit

komputer, penulis memfokuskan pada lingkungan hukum

perdata sebagai salah satu lingkup dari hukom konsumen
dan hukum perlindungan konsumen, [yang merupakan bagian
dari hukum konsumen yang memuat asss-asas atau kaidah-
kaidah yang bersifat mengatur, dan Jjuga mengandung sifat
yang melindungi kepentingan konsumen]. Berikut membahas
perilaku pelaku yang berkaitan dengan proses ekonomi
yaitu pengusaha perakit, konsumen atau pembeli pengguna,
dan pihak lain yang melaksanakan tugas dan kewajiban
berdasarkan konstitusi yaitu para penegak hukum.
1. Aspek Normatif
Hubungan hukum antara pengusaha perakit komputer
dan konsumen menimbulkan kewajiban pada pengusaha
perskit untuk merakit komputer dengan matu yang baik,
dengan hak menerima pembayaran dari konsumen. Di
pihak lain konsumen berkewajiban untuk membayar harga
vang telah disepakati dan berhak atas komputer dengan
matu yang baik.
Adsnya beberapa kasus dimana komputer rakitan
tidak dapat bekerja dengan optimal atau tidak kom~
patibel, Jjelas akan merugikan pihak konsumen. Dari

penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa hal ini
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terjadi karena adanya kedudukan yang tidak seimbang
antara konsumen dengan pengusaha perakit. EKeadsaan
tidak seimbang ini bukan seperti pada keadaan yang
umumnya sering terjadi misalnys lemahnya kedudukan
konsumen dari aspek ekonomi, pendidikan, ataupun daya
saing, akan tetapi ketidskseimbangan terjadi pada
aspek keahlian atan keterampilan di bidang teknik
komputer vyang sifatnya khusus, dan ini amat Jarang
dimiliki oleh konsumen pengguna komputer, akibatnya
konsumen pengguna menjadi sangat awam dan hanya
pasrah dan percaya pada pengusaha perakit.

Feadsan awam dari konsumen pengguna inilah yang
selama inil sering dimanfastkan oleh pengusaha perakit
dalam merskit komputer yang dipesan, konsumen tidak
mengetahui bagaimana mutu dari hardware atau .
perangkat keras komputer yang dipsaksai.

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen
Indonesia merupakan negara yang masih tertinggsal,
karena sampai dengan saat ini belum ada undang-undang
vang secars khusus mengstur perlindungan terhadap
konsumen. Peraturan-peraturan yang sementara ini ada
masih terpisah-pissh di dalam pelbagai peraturan
perundang-undangan atau peraturan-persaturan lain
dibawah undang-undang. Sehingga materi hukum terhadap
perlindungan konsumen masih terfragmentaris sesuai
dengan peraturan induknya. Belum ada materi =atan

aturan-aturan vang tersusun secara sistematis dalam




104

bentuk suatu undang-undang. Aturan atau hukum
mengenai perlindungan terhadap konsumen dapat dilihat
dalam beberapa aspek hukum.

Mernurnt hukum perdata pada dasarnya hubungan
hukum vyang terjadi antara konsumen dengan pengusaha
perakit itu ialah akibat dari perjanjian Jual beli
yvang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, akibat_dari
perjanjian timbal bzlik tersebut masing-masing pihak
mempunyai kewajiban timbsal balik.

Kasus-kasus dimana konsumen dirugikan akibat dari
tidak bekerjanya komputer secara optimal, disebabkan
karena pengusaha perakit komputer tidak melaksanakan
kewsjiban sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan
gambaran dari pengabaian etika bisnis oleh pengusahs
perakit komputer dalam melaksanakan bisnisnya.

Dilihat dari aspek kewajiban yang harus dipenuhi
oleh pengussaha perakit, maka pengusaha perakit itu
dapat dikenai pada pasal 1385 KUH Perdata, vyaitu
pengusaha perakit bertanggung gugat terhadap kerugian
yang dialami oleh konsumen pengguna sebagal akibat
dari pelaksanaan kewajiban yang tidak sebagaimana
mestinya oleh pengusaha perakit.

Untuk mengatakan bahwa pengusaha perakit harus
bertanggung gugat haruslah memenuhi unsur-unsur vyang
terdapat dalam pasal 1385 tersebut. Adapun unsur-
unsur itu ialah:

1. perbuatan yang melawan hukum,




Z. adanya kerugian,

3. hubungan sebsb dan akibat antara perbuatan dan
kerugian,

4. kesalahan.®

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan
yang tidak berlaku dalam tertib hukum vang ada,
perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus
dihindari. Tertib hukum dalam perjajian jusal 'beli
vang sifatnys timbal balik itu ialah bahwa masing-
masing pihak harus memenuhi kewajibannya secara
timbal bslik. Perbuatan pengusaha perakit sudah dapat
diklasifikasikan sebsagail perbustan yang tidak sesuai
dengan tertib hukum vang ada.

Ada hubungan kausal antara kerugian yvang dislami
oleh konsumen dengan perbuatan pengusaha perakit,
hubungen kausal ini didasarkan pada teori ekuivalensi
atau sebab akibat vang lebih moderen, vyaitu dengan
mencari sebab yang terdekat dan relevan untuk timbul-
nya suatun akibat [ecausa proximal, dan akibat dari
suatu perbuatan melawan hukum itu harus dapat diduga
terlebih dahulu. Bahwa perbunastan pengusaha perakit
merupakan sebab yvang paling dekat dan relevan dengan
akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian yang dialani
konsumen, dasn itu sudah dapat diduga sebelumnya oleh

pengusahs perakit tersebut,

&-1 purwahid Patrik, 1990, Ferkembangan Tangoung Gugat HResiko
Dalam Perbuatan Melawan Hukum, [baban orasi ilmiab pada pengukuban
Guru Besar Fakultas Hukum Undipl, hal, 2 est. segq.
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Dengan berpedoman pada ajaran kesalahan yang
mengetengahkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan-
nya sedangkan kesalahan adalah pelakunya, sebab itu
kesalahan pada pagal 1385 KUH Perdata harus diartikan
secara subyektif. Tanggung gugat untuk mengganti
kerugian dititikberatkan pada kesalahan dari pelaku. .

Ajaran kesalahan ini mensyaratkan kepatutan dan
etika, berksitan dengan kesalahan yang dilakwnkan cleh
pengussha perakit [kesalahan subyektif] disini ialah
bahwa perbuatan tersebut sebelumnys dapat diketshui
terlebih dahulu dan dapat dihindari oleh sipelaku.

Dengan demikian suatu perikastan dapat timbul dari
suatu perbuatan melawan hukum, dimana pengusaha
perakit sebagai pihak yang berkewajiban untuk meng-
ganti kerugian kepada konsumen pengguna yang berhsk
atas ganti rugi.

Disi=i lain pengusahsa persakit karena perbuatannya
itu menanggung risiko pembatalan perjanjian jual beli
tersebut berdasarkan adanya penipuan [bedrogi.

Pasal 1321 vo pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan
salah satu alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu
penipuan, hal ini bisa terjadi karena konsumen merassa
tertipu, karena sipengusaha perakit sengaja mendiam-
kan suatu kenyataan tertentu, dimana ia seharusnya
berkewajiban untuk menyatakan hal tersebut, akibatnya
ialah adanys cacat-cacat tersembunyi yang menyebabkan

komputer rakitan tidsk dapat berfungsi dengan baik.
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Pengusaha perakit juga menghadapi risiko gugatan
berdasarkan apa vyang disebut dengan misbruik van
amstandigheden atau penyalahgunaan keadaan.! Yaitu
pemanfsatan Lkeadaan konsumen yang sangat awam oleh
pengusaha perakit, ajaran ini merupakan perkembangan
baru dalam hukum perdata, vang pada saat sekarang ini
sangat relevan untuk dijadikan sebagail bahan atan
dasar pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara-
perkara yang berlstar belakang penyalahgunaan kesadaan
yaﬁg saat sekarang ini mnlai banyak terjadi.

Berkaitan dengan aspek hukum publik maka hukum
vang Jjuga berhubungan dengan masalah perlindungan
konsumen 3ialah Hukum Pidana. Beberaspa pasal dalam
EUHP vang memberikan perlindungan terhadap konsumen
misalnya pasal 204, 205, mengenal barang pada
umumnys, pasal 382 bis tentang persaingan curang,
pasal 386 tentang makanan, minuman dan obat-obatan,
pasal 387 +tentang penipuan dalam barang bangunan,
pasal 392 tentang neraca palsu dan lain-lain. Untuk
melindungi konsumen pengguna komputer rakitan dalam
hal kerugian vang dialami, maks pasal 383 tentang
penipuan oleh penjual dapat dipergunakan sebagail
dasar upaya hukum. |

Aspek hukum publik yang 1lsin misalnya hukunm

administrasi negara yang berkaitan dengan perijinan,

7-1 purwahid Patrik, 1996, Peykuliahan tentang Kontrak—konitrak
Baku, S2-Hukum Undip, Semarang.
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persyaratan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan,
skan tetapi perannya belum optimal dalam mengsatur,
dsn memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena
belum adza Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Budaya Hukum EKonsumen dan Pengusaha Perakit.

Sebagai bagian dari‘budays, maka budaya hukum~
bukanlah merupskan tingkah laku dan pemikiran yang
saling terlepas, karena didalamnya termasuk seluruh
nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukun,
serta sikap-sikap yang mempengarnhi bekerjanya hukuﬁ.

Dari kajian aspek normatif di atas sebenarnya ada
banyak aspek hukum yang dapat digunakan oleh konsumen
untuk dijadikan dasar gugatan kepada pengusahs
perakit yang telah merugikannya. Akan tetapi dalam
kenyataaan belum ada gugatan vyang dilakukan oleh
konsumen terhadap péngusaha perakit.8

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai
budays tradisional yang masih dianut oleh konsumen
ternyata mempengaruhl sikap konsumen vyang lebih
memilih tindakan yang lebih mengutamakan pada per-

damaian dari pada méngadakén gugatan ke pengadilan.

8:) pari wawancara yang dilakukan terungkap adanya faktor
lain diluar budaya hukum koasumen yang menyebabkan penghindaran
konsumen terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari
keadilan. Faktor lain itu ialah image yang buruk terhadap
kirerja lembaga peradilan, pada umumnya mereka sangat memper—
cayai bahwa pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan.
Berperkara di pengadilan berarti siap mengeluarkan dana, bahkan
mereka mempercayai kalau dana itu dapat melebihi nilai dari
obyek perkara.
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Nilai-nilai budaya tradisional dari bangsa Indonesia
vang selalu menilai tinggil keharmonisan dalam
masyarakat, serta mengutamakan perdamaian darl pada
konflik ini telah dihaysti secara turun temurun.
Salah satu manifestasi dari nilai tradisional ini
ialah suatu konsep penting bahwa manusia pada
hakekatnya tidak hidup sendiri, artinya ia selalu
mendapat bantuan dari sesamanya, terutama dari kaum
kerabatnya dalam mass kesusahan. Konsep ini membawa
konsekuensi yaitn kewajiban untuk memelihara hubungan
baik dengan sesamanya.g Konsep gotong royong seperti
itu ada baiknya, akan tetapi ada segi negatifnya,
karensa konsep ini Jjuga mewajibkan suatu sikap
konformisme, artinya orang sebaiknys menjsga agar
jangan dengan sengsaja berusaha untuk menonjol di
stas yang lain.

Nilai-nilai budaya tradisional yang masih dianut
itu membentuk sikap mental dari konsumen,lo sehingga
lebih memilih jslan damai dan menghindari konflik.
Budaya “"nrimo", "tidak mau susah-susah", dan "tidak
man ambil pusing” merupakan sikap-sikap mental yang
terbentuk dari nilai budaya tradisional.

Dari aspek kesadaran hukum sikap mental seperti
itu tentu skan dapat menggsmbarkan bagaimana buday=a

hukum konsumen.

9.1 kpentjaraningrat, 1982, Op Cit, hal. 41 et seqq.

10.] paca Keoentjaraningrat, 1982, Op Cit, hal. 25
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Sehubungan dengan ini Daniel 5. Lev mengatakan
bahwa di Indonesia cara-cara penyelesaian konflik
mnempunyai karskteristiknya sendiri, hal ini disebab-
kan karena dulkungan nilai-nilai tertentu. Sekalipun
terdapat intensitas di sana sini, namun pada umumnya
kompromi _dan perdamaian merupskan nilai-nilail vyang
mendapat dukqngan kuat masyarakat.ll

Nilai-nilsai itu cenderung memberi tekanan kepads
hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal serta
penghindaran terhﬁdap sengketa-sengketa. Oleh karena
itu dalam masyarakat yvang seperti ini pikiran-pikiran
mengenai pengembangan konflik dan penyelesaiannya
secara formal tidak mendapat dukungan yang cukup
delam masyarakat. Disini ide tentang konflik tidak
akan menjadi fungsional, =sebaliknya mempertahankan
perdamaian merupakan usaha yang terpuji.

Sikap-sikap yang timbul dalam menghadapi konflik
berdasarkan Lkerangks nilai-nilai budaya +tradisional
yvang demikian akan terwujud dalam bentuk pemilihan
berupa kompromi atau pendekatan secara lunak [soft
approach] terhadap konflik. -

Fakta lain yang juga mengungkapkan mengapa apre-
siasi konsumen atau masyarakst rendah terhadap hukum
islah karena potret penegakan hukum sendiri vyang

tidak menjamin kepastian hukum. OSehinggsa banyak

11.] Baca Daniel S. Lev, 1990, Op Cit, hal. 117 et seqq.
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anggota masyarakat yang Justru menghindari hukum
sebagal sarana untuk menyelesaikan konflik, demikian
pula vang terjadi dengan konsumen kKomputer, tidak
pernah ada gugatan yang diajukan ke pengadilan karena
kerugian vyang diderita, mereka lebih memilih pen-
dekatan kekelusasrgasn, dan 1inl ternyats berhasil
dengsn baik, karens konflik berhasil dihindari..

Pads akhirnya jika dalam suatu masyarakat dimana
nilai budaya tradisionsal masih mempunyai pengaruh
dalam memberikan tekansn pada cara pengaturan serta
hubungan-hubungan yang bersifat sosial-politik dari--
pada mengakui bekerjanya hukum, maka agak sulit untuk
mengharapkan masyarakat untuk memahami dan menyadari
skan hak-haknysa menurut hukum.

Berkaitan dengan tindskan pengussaha perakit vyang
merugikan konsumen, maka hal ini dapat dikaitkan
dengan sikap mental yang timbul pada struktur masya-
rakat Indonesia masa lampaun yang masih ada pada
interaksi sosisl dalam struktur masyasrakat moderen,
khususnysa hubungan jual-beli komputer rakitan.

Menurut EKoentjaraningrat akibat dari masa post
revolusi dan proses dekolonisasi yang terlampau lama,
menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi dan sosial
budays, dalam massa itu tumbuhlah beberapa sifat
kelemahan dalam mentalitas orang Indonesia. Sifat-

sifat itu ialah [1] sifat mentalitas yang meremehkan
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matu; [2] szifat dan mentalitas yang suka menerabas;
[3] =sifat yang tidak percaya padsa diri sendiri [4]
sifat tak berdisiplin murni, dan ([5] sifat dan
mentalitas vyang suka mengabaikan tanggung jawab.12

Perbunatan pengusaha perakit kecil yang merugikan
pihak konsumen tersebut-di atas berkaitan dengan
sifat vyang mengabaikan mutu. Sehubungan dengan hal.
ini Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebutuhan akan
kualitas dari hasil karyva kitas dan rasa peka terhadap
mutu sudah hampir hilang. Hal 1ini akibat dari
kemiskinan vyang melanda bangsa Indonesia, sampail
sampai tak sempat memikirkan mutu dari pekerjaan yang
dihasilkan. Kita sudah cukup gembira .apabila suatu
pekerjaan sudah dapat diselesaikan. Di sisi lain
pekerjaan yang mengabaikan mutu itu Jelas telah
melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, paling tidak
ada hak-hak konsumen yang dilanggar.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ini dapat
dikaitkan dengan tahap-tahap transaksi.13 Tahap
pertama ialah apa yang dinamakan dengan tahap pra-
transaksi konsumen, pada tahap ini transaksi belunm
terjadi, konsumen masih mencari informasi mengenail
barang vang akan diperoleh baik mengenail hargsa,

tempat, serta keadaan barangnya.

12.1 paca Koentjaraningrat, 1982, Op. Cit, hal. 44 et seq.

13.1 gaca Az. Nasution, 1995, Op. Cit, hal. 38 et segg.
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Berksitan dengan permasalahan penelitian di atas
pihak pengusaha perakit Lkomputer sebagsal sumber
informasi mengenai perangkat yang akan dirakit Jjustru
tidak memberikan informasi vang Jjelas tentang hal-hal
vang menjadi hak konsumen tersebut. Pengussha perakit
umumnya hanysa memberikan ;nformasi bahwa barang yang
dicari tersedia, dan untuk itu perlu dirakit dahuln.
Di gi=i lain konsumen komputer rakitan ini, .karena
keawsmannya hanya pasrah dan percays sepenuhnya
kepada pengusaha perakit.

Tahap yang kedua ialah tahap transaksi konsumen,
dimana jual-beli telah terjadi secara tunai, dan
dilakukan tanpa dokumen apaspun, kecusli kwitansi.
Tidak sads permasalahan pada tahap 1ini, biasanya,
pengusahs memberi garansi, pada umumnya tiga bulan.
Permasalahan justru timbul pada tahap ke tiga yaitu
tahap purns transéksi, dimana banyak konsumen merasa
kecewa karens tidak optimalnya komputer yang dibeli.
Di sini hak konsumen untuk mendapst barang bermutu
telah dilanggar oleh pengusaha perakit.

Banysknya kasus tentang pengingkaran terhadap
garansi vang dijanjikan oleh pengusaha perakit
inilah, sehingga pengusaha perakit sering dituding
melanggar prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam kasus
ini konsumen mengalami kekecewsan ganda, pertama ber-
ksitsan dengan mutu komputer yang kurang baik, kedua

ijalah pengingkaran dalam pelaksanaan garansi oleh

pengusaha perakit.
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Pengingkaran terjadi ketika ada komplain dari
konsumen, pengussha hanya mengastakan garansi hanya
reliputi biaya service, alasan lain ialah tidak
tersedisnya persangkat pengganti, sehingga konsumen
terpaksa membelinya di toko komputer.

Peran Penegakan Hukum

Dengan latar belskang budays hukum konsumen yang
demikian itu maka dapatlah dipahami Jika dalam
bekerjanya hukum kurang memberikan perlindungan pada
konsumen, khususnya konsumen komputer rakitan.
Artinya tindakan vang dilakukan oleh pengusaha
perakit itu belﬁm pernah diangkat menjadi sebuah
kasus di pengadilan. Karena memang belum ada konsumen
vang mengajukan hal ini ke meja hijau. Oleh sebab itu
peranan dari penegak hukum sendiri belum optimal.

Dari &aspek normatif, ada peraturan perundang-
undang vyang secara tidak langsung memuat Ketentuan-
ketentuan yvang mengatur dan melindungi konsumen, akan
tetapi dalam kenyvataan pemanfaatannys mengsalami
kendsala tertentu yang menyulitkan konsumen,14 seperti
hambatan bagi konsumen yang terjadi karena peraturan
perundang-undangan tersebut diadakan bukan khusus
untuk mengatur dan melindungi konsumen. Pasal-pasal
vang berkaitan dengan konsumen hanyalah sekedar

sampiran saja dari pokok masalah yang sebenarnya.

14.1 Baca Az. Nasution, 1995, Op. Cit, hal. 80 et seq.




Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan
vang ada sekarang ini belum ada yang secara Jelas
memuat apa dan siapa yang dimaksud dengan konsumen,
dan aps saja yang merupakan kepentingan-kepentingan
konsumen.

Hukum acara vang berlaku saat 1ini Jugas tidak
mudah untuk dimanfaatkan oleh konsumen yang dirugikan
kenyataan bshwa proses peradilan yang sederhana,
cepat, dan murah, sebagsimana ketentuan Undang-undang
No. 14 tshun 1970 masih Jarang dilaksanakan.

Bekerjanya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap

Hak Cipta Atas Software Komputer di Kodya Semarang.

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Atas Kekayaan

Intelektual vyaitu hak-hak hukum yvang melindungi hasil
akal budi manusia. Pada dasarnya Hak Atas Kekayaan
Intelektunal ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan
ganti rugi terhadap orang-orang vyang secara ilegal
mencuri buah pikiran orang lain, misalnys bila seseorang
menciptakan suatu software komputer, maka orang itu
dimungkinkan untuk mengambil suatu tindakan hukum untuk
memperoleh suatu keputusan dan atau ganti rugi terhadap
siapapun vang dengan cara ilegal mencuri atau membajak
software tersebut.

Hal ini bisa dipahami karena untuk membuat suatu
produk software diperlukan investasi yang amat besar
guna keperluan research and development, serta profit

prediction dalam kegiatan pemasarannya.
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Aspek-aspek penting yang termasuk dalam Hak Atas
Kekavaan Intelektual antara lain hak cipta, hak paten
dan merek, perihal pengawasan terhadap bisnis curang
[passing off], desain industri, desain Iayout tentang
intergrated circuit, perlindungan terhadap rahasia
perdagangan, lisensi dan Jlain-lain. Dengsan demikian
antara Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, trade

secert, dan Merek memiliki hubungan.

Antara Hak Cipta dan Hask Paten ada perbedaan ruang-

lingkup, sistem, dan perlindungannya. Program atan
software komputer merupakan bagian yang dilindungi dalam
Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Paten memberikan
perlindungan terhadap "penemuan baru” yang pada umumnya
diterapkan di bidang industri.®

Karena pentingnya perlindungan terhadap Hak Atas
Kekayasan Intelektual ini, maka perhatian dunia inter-
nasional amat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada
Perundingan Multilateral Putaran Uruguay =atau " The
General Agreement on Tariffs and Trade” [GATT] vyang
dalam Ffinal act-nya menghasilkan apa vyang dinamakan
dengan "Agreement on Trade Related Aspects aof
Intellectual Property Rights" [TRIP’s], atau persetujuan

tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan

dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.l8

15.7 insan Budi Maulana, 1997, Op. Cit, hal 148

16.3 Baca Sudarge Gautama, 1994, Hak Milik Intelektual Indone—
sia dan Ferjanjian Internasional TRIFS-GATT Putaran Uruguay 1994,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 3 et segq.




LE7

Dengan demikiasn suatu pembajakan software komputer
sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha perakit di
Semarang, dalam bisnis Jjuali beli perangkat keras
komputer yang bernama harddisk pada pokoknya telah
mencakup pelanggaran terhadap hak cipta, serta berkaitan
langsung dengan pengawasan terhadap bisnis curang
[passing off].

Fokus analisis pada penelitian ini ialah pada Hak
Cipta, karena software masuk dalam bidang Hak Cipta, di
sisi lain software merupakan karyas cipta di bidang ilmu
pengetahuan yang hasil karya ciptanya dengan mudah
diperbanyak secara mekanikal right.17

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum ini Jjelas-
jelas mengakibatkan kerugian-kerugian terutama bagi
pemerintah, baik secara finansial, ataupun kinerja
bangsa Indonesia di dunia internasional, berikut yang
dirugikan ialah perusahasan software komputer.

Kerugian finansial dari pemerintah terjadi di sektor
penerimaan negara lewat perpajakan. Software komputer
yvang asli ialah produk dari luar negeri yang Jjika masuk
ke Indonesia harus dikenai bea masuk, bayangkan berapa
banyak program-program software komputer baik yvang under
Disk Operating System [DOS] ataupun vyang diproduksi
untuk Window’'s dan multimedia. Software atau Perangkat

17.1 Bambang Kesowo, 1995, Fengantar Unum Mengenal Hak Atas
Kekayaan Intelektual di Indonesia, Makalah Dalam Penataran Hukum
Dagang UGM Yogyakarta, hal. 14 et seqq.
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lunak komputer itu oleh pemerintah masih dikenai psajak
atas barang mewah dan pajak pertambshan nilai. Dari
sektor perpajakan ini pemerintah mengalami potential
loss yang cukup besar.

Di bidang hukum telah terjadi suatu kemerosoctan
wibawa hukum, yang pada skhirnya akan menurunkan pula
apresiasi terhadap supremasi hukum baik secara ngsional
maupun internasional, karena perbuatan yang bertentangan
dengan hukum itu terjadi padsa kondisi dimana masih =ada
peraturan hukum yang cukup memadai dan relevan terhadap
penmbajakan, akan tetapi perbuatan pembajakan hampir
berlaku di setiap tempat. Di sini telsh terjadi suatu
ketidakberdayaan hukum.

Dalam Jjangka yang tidak terlalu lama [tahun 2003]
negara ini akan masuk pasar bebas sehingga bisa Jadi
negara ini akan dikucilkan dalam perdagangan dunia,
karena dinilai tidak konsisten dalam memberikan per-
lindungan hukum terhadap perdagangan Hak Atas Kekayaan
Intelektual. Hal ipi akan meningkatkan peringkat country
risk dari negars, akibat dari +idak adanya kepastian
hukum. Sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi
iklim investasi.

Dalam tingkatan vyang ekstreem negara ini dapat
mengalami embargo ekonomi dari negara-negara yang merasa
dirugikan karena perbuatan pembajakan ini. Misalnya
Amerika Serikat sebagai negars penghasil software nomor

satuy di dunia dan amat peduli dengan perlindungan pada
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Hak Milik Intelektusl memilikil suatu perundang-undangan
khusus yang memberikan perlindungan terhadap Hak Atas

Kekayaan Intelektual, vyaitu apa vang disebut dengan

“"Special 301" yang terdapat di dalam "Omnibus Act" vyang

menentukan bahwa Amerika Serikat dapat mengambil langkah
langkah sepihak terhadap negara-negara vang mereks
anggap =sebagal negara yang tidak atau kurang memberikan
perlindungan kepada Hak Milik Intelektual Ameriks.

Jikg United States Trade Representative menganggap
bahwa éuatu negara melakukan suatu pelangaran terhadap
Hak Atas Kekayaan Intelektual yvang dimiliki oleh wargsa
negara Amerika BSerikat [apalagi bila sebelumnys ada
perjanjian bilateral antara kedua negara tentang saling
menghormati Hak Milik Intelektual masing-masing warga
negara], maka negara yang bersangkutan oleh USTR
dimasukkan dalam Priority Foreign Country atau daftar
prioritas, dan menyatakan bashwa Amerika Serikat harus
mengambil langkah pembalasan [retaliation].

Negara yang pernah menjadi korban antara lain Cinsa,

" dimana Amerika mengancam akan membekukan seluruh proyek

investasinya untuk menekan Cina agar menghormati dan
melindungi Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Atas
Kekayaan Intelektual, terutama atas software komputer.18
Indonesia walaupun belum menempati black Iist akan

tetapi mulai mendapat perhatian serius dari Amerika.

18.] 1nhfo Komputer, 1989, Vol.IIl No.8
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. Aspek Normatif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
mengatur mengenail perlindungan terhadap perangkat
lunak atau software komputer, baru dimulai sejak di-
keluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1887 tentang
Perubshan Atas Undang-undang No. 8 tahun 1882 tentang
Hak Cipta. Dalam Undang-undang No.7 tahun 1887 itulah
untuk pertams kali software komputer dimasukkﬁn ke
dalam Hak Cipta vang dilindungi di Indonesia.

Untuk lebih memperkuat perlindungan terhadap
software komputer, Amerika Serikat sebagal produsen
terbesar software komputer merasa amat berkepentingan
untuk mewnjudkan suatu keadaan yang kondusif. Oleh
sebab itu Pemerintsh Amerika Serikat mengadakan suatu
perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia
untuk saling melindungi hak cipta masing-masing.

Perjanjian itu ditandatangani ocleh Menteri Luar
Negeri Indonesia Ali Alatas dan Carla Hills nutusan
Atase Perdagangan Amerika Serikat pada tanggal 22
Maret 1989. Perjanjian ini selanjutnya digahkan oleh
Presiden R.I dengan Surat Keputusan No.25 tahun 1989
tanggal 289 Mei 1988, dan efektif milai berlaku di
kedus negara pada tanggal 1 Agustus 1989. Demikian
pula dengan pemérintah Australia melslui surat
Keputusan Presiden No. 38 tahun 1883,

Setelah penerimaan dan keikutsertaan Indonesisa

dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas
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Eekayaan Intelektual [Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights, Ineluding
Trade in Counterfeit Goods/TRIPS] vyang merupakan
bagian dari Persetujuan Pembentukan Drganisasi
Perdagangan Dunia [Agreement Establishing the World
Trade] yang telah disahkan dengan undang-undang.

Eesemuanysa itu harus ditindaklanjuti dengsan
menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasianal di
bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak
Cipt=a [Undang-undang No.7 tahun 1987} terhadap
persetujusan internasional tersebut.

Atas dasar itulah maka pemerintah mengeluarkan
Undang-undang No.1lZ tahun 1897 tentang Perubahan Atas
Undang-undang no.B tahun 1982 tentang Hak Ciptsa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 7

tahun 1987.

Pa=sal 1 point 5 Dalam undang-undang itu dikatakan

"perbanyakan adalah menambah Jjumlah sesuatu
ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama
atau menyerupail ciptaan tersebut dengan memper-
gunakan bahan-bahan yang sama maupun tak sama
termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.”
Henurut penulis Jjika yang dimaksud dengan istilah
perbanyakan ialah pembajakan, maka terhadap penm-
bajakan sofiware komputer harus di defenisikan dengan
jelas, karena Jjika hanya mengacu pada pengertian pada
pasal 1 point 5 tersebut, maka pengertian perbanyakan

tersebut masih kabur. Dengan demikian demi kepastian

hukum diperlukan suatu penjelasan atau defeni=si vyang
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lebih teknis tentang pembajakan perangkat lunak ter-
sebut. Hal ini demi jelasnys unsur-unsur dari pada
perbuatan pembajakan perangkat lunak tersebut.
Ancaman pidanﬁ terhadap tindsakan perbanyakan
seperti itu terdapat dalam pasal 44 ayat 1 undang-
undang tersebut yang menentukan:
“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan
atau memberi ijin untuk itu, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 [tujuh]l tahun dan/
atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-
[seratus juta rupiah]

Perubahan lamanyva pidana vang dijatuhkan beserta

dendanya yang ditentuksan pada pasal 44 ayat 1 di atas

dimaksudkan sebagai salah satu upaya uﬁtuk lebih
meningkatkan daya tangkal Undang-undang Hak Cipta
terhadap pelanggaran Hak Cipta, dan sekaligus membuat
jera para pelanggar atau pembajak. Berkaitan dengan
denda maksimum vyang dikenakan, didasarkan atas
pertimbangan bahwa hasil pembajakan Hak Cipta selalu
menyangkut nilsi uang yang jauh lebih besar.

Ancaman pidana penjara dan pidana denda Jjuga

tidak lagi diberikan semata-mata sebagai alternatif, -

walaupun demikian, masih memberikan kebebasan pada
Hakim untuk mengambil keputusan apapun sesuai dengan
keyakinannya, dengan demikian ancaman pidana penjara
dan pidana denda ini dapat dikenakan baik secara

kumulatif maupun alternatif.19

19.1 Bambang Kesowo, 1995, Op Cit, hal 25



Klasifikasi tindak pidana pelanggaran Hak Cipta
ini bukan lagi sebagail tindak pidana aduan, tapi
masuk pada tindak pidana biasa. Dengan begitu tin-

dakan negara terhadap para pelanggar Hsk Cipta tidak

lagi berdasarkan pada pengaduan pemegangd Hek Cipta,’

tindakan tetap dilakuksn dengan atsn tanpa pengaduan
pemegang Hak Cipta, Hal ini dimaksudkan agar negarsa
bisa lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran Hak
Cipta, khususnya Hak Cipta atas software komputer.

Pembajakan software memang tidak bisa dihsapuskan
sama sekali, namun dengan berlakunya Undang-undang
Hak Cipta yang baru serta adanya perjanjian bilateral
tersebut maks hal itu seharusnya dapat ditekan.
Memiliki Undang-undang Hak Cipta bagi Indonesia saat
ini memang penting sebagal zglah satu upaya mengejar
ketertinggalan dari negara-negara anggotsa World Trade
Organization.

Tetapi memiliki Undang-undang saja ternyata belum
cukup, karena ssampal dengan sekarang khususnya di
Semarang, efektivitas perlindunganﬁya belum terasa.
Misalnya dalam hal software komputer yang penulis
amati, pembajakan terus nerajalela hampir disetisap
waktu dan tempat.

Fenomena di atas mengungkapkan bahwa hanya aspek
juridis dari suatu perundang-undangan ternyata tidak
cukup untuk membuat bagsimana suatu aturan hukum itu

ditasti, ada aspek-aspek lain yang harus dipenuhi
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ocleh suatu aturan perundang-undangan agar dapat'

berlaku dan ditaati oleh masyarakat.

Aspek filosofis suatu aturan hukum atau aturan
perundang-undangan Jjuga memegang peran penting dalam
suaty aturan perundang-undangan. Menurut A. Ahrens
aspek filosofis dimaksudkan bahwa suatu aturan
perundang-undangan merupakan penjabaran dari asas
tertinggi dan atau cita hukum, yang dikembangkan dan
diterapkan pada kehidupan masyarsksat.

Menurut Abdulkadir Besar yang dimaksud dengan
cita hukum ialah abstraksi dari faham masyarakat yang
bersangkutan mengenai hukum beserta konsep keadilan
yvang terkandung di dalamnya.zo

Berkaitan de;gan asas tertinggi dalam masyarakat
mengandung makna bahwa masyarakat memandang dirinya
bahwa ia bisa ada dan bisa lestari ialah berkat
adanya seperangksat nilai yang disepakati bersama oleh
segdenap warganysa.

Muatan dari perangkat nilai itu secara pokok
adalash konzsep ideal mengenal kehidupan bersama antar
sejumlah msnusia beserta tujuan yang ingin diwujud-
kan. Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia,
seperangkat nilai yang juga merupakan asas tertinggi

itu ialsh Pancasila.

20.] pbdulkadir Besar, 1995, Implementasi Citahukum Dan
Acac—asas Hukum Masional Sejak Lahirmya Orde Baru, Makalah
Seminar "Temu Kenal Citahukum dan Asas—asas Hukum Nasional",
Jakarta, hal. 4 et seqgg.




Nilai Pancasila itulah yang dianggap oleh
masyarakat Indonesia menjaga sekaligus memeliharsa
dirinya selalu dalam keadsan bersatu. Bahkan ter-
peliharanya persatuan dalam masyarakat adalah berksat
keberhasilannya sendiri dalam menjabarkan nilai-nilai
Pancasila menjadi berbagail perilaku yang mengikat
yang niscaya diperlukan untuk mewnjudkan konseg idesal
dalam rangka mencapai tujuannya. Melalui perjalanan
waktu, segenap perilaku yang telah mengikat ini lama
kelamaan melembagé menjadi hukum.

Hukum sebagai institusi dalam masyarakat memerlu-
kan berbagai étruktur penyelenggaraan, hukuom itu
diselenggarakan melalui berbagai proses, dan proses
tersebut berjalan melalui struktur. Dalam kaitan ini
masyarakat mengadakan pembagian tugas-tugas diantara
warganya dalam sejumlah kegiatan fungsional.

Pada gilirannya berbagai struktur dan kegiatan
fungsional tersebut melalui perjalanan waktu, akan
melembaga puls menjadi suatu tata hukum, vang oleh
masyarakat diterima sebagail sesuatu yang berlakun bagi
kehidupan dirinya.

Realitas kehidupan masyarakat Indonesia sebagsi-
mana diunraikan di atas, mengungkapkan nagyarakat
Indonesia memshami hukum sebagai suatu perangkat

perjuangan serba manfaat untuk mencapal kehidupan

mulia. Psham ini memust pengakunan secarsa ontologis

bahwa hukum yang baik adalah yang mencerminkan reali-

e )
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tas rasa keadilan masyarakat, bukan keadilan menurut
konsep dari lembaga pembentuk hukum.

Berkaitan dengan perspektif ontologis tersebut,
masyarakat Indonesis memandang hukum adalah bentuk
yuridik yang dikewmas oleh negara pada rasa keadilan
rakyat maupun pada cita-cita rakyat yang ingin
dicapainya. Hal ini berarti negara tidak selayaknya
menciptakan hukum yang isi materinya bertentangan
dengan rasa keadilan rakyat. Paham yang berasal dari
nilasi-nilai budays tradisional ini demikian men-
dasarnya sehingga tertransformasi menjadi salah satu
gifat dari bangsa Indonesia.

Cita hukum~ Indonesia dapat dilihat pada pen-
jelasan Undang-undang Dasar 1945 angka III vyang
menyatakan:

"Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana

kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesisa. Pokok-pokok pikiran ini

mewujudkan cita-cita hukum [rechtsidee] vyang

menguasai hukum dasar negara, baik hunkum yvang
tertulis [Undang -~undang Dasar] maupun hukum
yvang tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran yang dimaksudkan di atas
jalash pokok-pokok pikiran yang tersusun dalam enmpat
buah konsep vyang kait mengkait secara integral
membentuk éuatu totalitas, sebagaimana terdapat dalam
penjelasan Undang-undang Desar 1845 angkas II, yaitu:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesis

dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-
nesia.
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2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat.

3. Negara yang berkedaulatan rakysat, berdasar-
kan kerakyatan dan permusyawaratan perwa-
kilan.

4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep pertama
adalah persatuan, dalam-konsep yang kedua adalah’
keadilan sosial, dalam konsep ketigs kerakyatqn dan
permusyawaratan perwakilan, dan dalam konsep vang
keempat ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan
yang adil dan beradab. Dengan demikian totalitas dari
kesemuanya ialah Pancasila, dan refleksi empat konsep
yang terkandung dalam cita hukum Indonesia tidak lain
adalah “"keadilan”.

Refleksi ini berpangkal tolak dari premis Bhineka
Tunggal Ika. Artinya di satu pihak mengakui ke-
majemukan multidimensional masyarakat Indonesgia, di
pihak lain kemajemukan itu diinginkan untuk ter-
pelihara sebagai suatu kebersamasan Yyang serasi.
Kebhinekaan itu dalam kenyataannya berwujud berbagail
kelompok etnis masyarakat.

Setiap kelompok etnis itu, demikian juga anggota
kelompoknya sebagai individu-individu dalam hidup
bermasyarakat secara alami tidak mampu untuk memenuhi
segala kebutuhannys, melsinkan saling membutuhkan
dari kelompok atau individu-individu lain. Dengan
kata lsin antar mereka itu saling terkait melaluni

relasi saling tergantung dan pasangannya yvaitu saling

memheri dan menerima.
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Kaitan sntara pasangan relasi dengan keadilan, .

panusia sebagsai individu sekaligus Juga makhluk
sosial Jika ia menerima sesuatu atau bantuan dari
orang lain maka 1a mempunyai kewaiiban moral untuk
memberikan Juga kepada individu lain. Hal ini demi
terpeliharanya interaksi saling memberi dan menerima
santara segenap subyek dalam masyarskat. Oleh sebab
itu kewajiban itu tidaklah dianggsp sebagal beban
oleh individu sebagai makhluk sosial, karens ter-
peliharanya relasi saling memberi dan menerima dalam
kehidupan masyarakat, berarti getiap individu
mendapatkan keadilan vyang memang seharusnya ia
nikmati, setelah is melsksanakan kewajiban memberi
kepada individu lain. 21

Salsh satu wojud dari pasangan relasi saling
tergantung serts saling memberi dan menerima dalam
nasyarakat Indonesia ialah gotong royong vang
merupakan nilai-nilai tradisional dari -masyarakat
Indone=is. Oleh sebab itn dalam interaksi sosial
terwujudlah keseimbangan antara kewajiban dan hak di
sntara individu atau kelompok sosial, vang pada
akhirnya secars keseluruhan membentuk totalitas
kesembangan santara hak dan kewajiban. Kondisi 1ini

sekaligus berkualifikasi sebagal keadilan sosial yang

dianut oleh masyarakat Indonesia.

21.] pbdulkadir Besar, 1995, Op. Cit, hal. 24 et seqq




Dengan berpijak pada persepsi atau pemahaman
terhadsp "cita hukum" ecasy guo "keadilan" yang hidup
dalam masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan di
atas, penulis akan mencoba menganalisis cita hukum
tersebut dengan peraturan perundang-undangan vyang
berlsku.

Perafuran perundang-undangan vang mengatur
tentang perlindungan terhadap Hak Cipta séperti
perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesisa
dengan Amerika Serikat [Keppres No. 25 tahun 198971,
dengan Australia [Keppres No.38 tahun 19937, berikut
Undang-undang No. 12 Tahun 1997, merupakan wujud dari
hukum sebagai rekayasa sosial [social engineeringl.

Penggunaan hukum sebagai rekayassa sosial, untuk
pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dalam
perkembangannya bisa dilakukan dengan mengabaikan
cita hukum yvang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Ada pengembangan penggunaan hukum, jika tadinya
snatu persturan itu harus dibuat berdasarkan pada
nilai-nilai vang hidup dalam masyarakat [aliran
sejarah Savignyl], dalam masyarakat yang lebih moderen
suatu peraturan atau hukum itu dapat dibuat dengan
tujuan untuk mengarahkan madyarakat agar berperilakun
tertentu sesuai yang dikehendaki oleh pembuat undang-

undang, vyang pada akhirnya dapat membentuk suatu

nilai baru yang berlaku di dalam masyarakat [aliran

sociological jurisprudencel].
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Perjanjian bilateral dan Undang-undang Hak Cipta
No. 12 tahun 1987 di atas lebih bernuansa politik,
karens dibuat untuk kepentingan ekonomi kapitalis,
yang pemshamannya terhadap cita hukum, tentu amat
berbeda dengan pemahaman cita hukun dari masyarakat
Indonesia. Dalam kaitannya dengan perlindungan Hak
Cipta software komputer, keadilan menurut paham
kapitalis ialah Jjika distribusi software itu merata
keselu;uhrdunia, dan setiap orang berhak untuk memi-
1iki'dan menggunakan software, dengan demikian mereka
yang memerlukan harus membeli paket software yang
orisinil pada vendor atan dealer resmi.

Pasham keadilan semacam itu tidak sejalan dengan
nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di dalam
masyarakat Indonesia vyang memandang setlap orang
dalam hidup bermasyarakat mempunyai kewajiban morsal
untuk membantu anggotg‘masyarakat yvang lain [persepsi
masyarakat Indonesia terhadap cita hukum].

Oleh sebab itu bukanlah suatu hal yang wmustahil

ketika peraturan itu berlakn skan tetapi pelanggaran

terhadap Hak Cipta khususnya tentang pembajakan

software di Semarang sampal sekarang ini masih saja
terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat seiring
dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer.

q§ri aspek sosiologis keadaan yang demikian itu
menggambarkan suatu kaedah ataun aturan hukum vyang

diberlakukan oleh pemerintah, askan tetapil tidak



effektif untuk menanggulangi pelanggaran %terhadap Hak
Cipta, khususnysa Hak Cipta atas software komputer,
karena masyarakat masih memegang teguh nilai-nilail
tradisional mereka.

Keadsan ini sebenarnya merupakan keadsaan transisi_
sebagai akibat dari perubahan sosial di Indonesia,
perubashan dari masyarakat tradisional ke wmasyarakat
yang moderen, penggunaan hukum sebagai kontrol sosial
dan rekayasa sosial yang berkembang mengikuti ersa
globalisasi. Transformasi nilai-nilai sebagai akibat
globalisasi tidak dapat dengan cepat menghapus nilai-
nilai budaya tradisional masyarakat Indonesia yang
secara turun temurun mereka hayvati. Artinys kesadaran
sesecorang dapat mengikuti perubahan yang terjadi
secara perlahan-lahan.

Satjipto Rahardjo menggambarkan keadaan ini
merupakan ambang kritik, dimana keinginan untuk
menyusun tata kehidupan yang moderen dan rasional
diberati oleh sikap-sikap, pandangan serta nilai-
nilai primordial, hal ini pada gilirannya jugas mem-—
bayangi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam
masa transisi.?2

Yang perlu digaris bawahi ialah bangsa Indonesisa
tidak dapat menghindari transformasi nilai-nilail
sebagai dampak dari perubahan sosial dan globalisasi

22.} satjipto Rahardjo, 1977, Op. Cit, bal. 115




yvang secara perlahan-lahan akan mempengaruhi segalsa

aspek-aspek sosial yang telah terbentuk atas dassar
nilai-nilai dan atau pandangan-pandangan tradisional
[ecultural etnocentericl), tanpa memandang nasionali-
tasnya. Di sisi lain hal yang cukup menantang ialah
seberapa Jjauh nilai-nilai dan budaya tradisional
bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. dan
Undang-undang Dasar 1945 [dengan segala refleksi
pengaturannya] dalam kehidupan global tidak dianggap
justru sebagai kendala globalisasi [{globalization
obstacle]. Dengan demikian pembinaan budaya hukumn
harus mendapat perhatian utsma dalam pembangunan
bidang hukum, sebagaimana terlihat dalam Garis-garis
Besar Haluan Negara yang dihasilkan oleh kabinet
sebelun reformasi.

Oleh sebab itu dalam situssi perubahan sosial
inilah hukum harus dapat berperan sebagal mekanisme
pengintegrasi [integrative mechanism] vyang dapat
mengakomodir pelbagai dimensi kepentingan yaitu antar
kepentingan internal bangsa, antars kepentingan
nasional dengan kepentingan dunis internasional, dan

kepentingan antar sektor kehidupan nasional.23

23.1 gimak pandangan Ismail GSaleh tentang pelanggaran
terhadap Hak Cipta di Indonesia ...."masyarakat Indonesia sejak
dahulu adalah masyarakat agraris, latar belakang ini membuat
masyarakat kita terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan
dianggap milik bersama [nilal budaya tradisional]l. Pada satu
sisi keadaan ini berdampak positif, karena dengan solidaritas
masyarakat Indonesia menjadi kuat dalam menghadapi segala



2. Perilaku Pengusaha Perskit Komputer di Kodya Semarang
[Suatu'Pendekatan Empati]

Untuk melengkapi hasil penelitian yang berkaitan
dengan perilaku vyang melanggar Hak Cipta software
komputer di Semarang, maka analisis terhadsp nilai-
nilai budaya tradisional perlu dilengkapi dengan
analisis dari hasil pendekatan "empati”, yang oleh
Weber dikatakan dengan "verstehen”, yailtu suatu
pendekatsn dimana peneliti menempatkan diri dalam
kerangka berpikir pelaku pelanggar Hak Cipta [pengu-
saha perakit], ﬁeneliti menenggelamnkan diri dalam
kehidupan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelakn
dalam rangka ingin memzhami situasi yang ingin di-
mengerti dan diteliti.

Dari observasi terlibat terbatas yang dilakukan
terungkap bahwa semua pelaku [pengusaha perakit]
memandang perbuatan membajak software komputer
sebagai cara untuk meraih keuntungan dengan cara yang

amat mudah dan dengan investasi yang amat kecil, vang
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tantangan. Tetapi pada sisi lain kondisi ini dalam banyak hal
menyebabkan masyarakat Indonesia kerapkali berpikir kurang
ekonomis dan kurang inovatif [kontra produktifl, padahal dalam
era globalisasi seperti ini kita tak mungkin mengelak dari
proses industrialisasi yang menuntut sikap lebih ekonomis dan
lebih inovatif. Selain itu industrialisasipun menyebabkan
pergaulan internasional semakin meningkat, Indonesia sebagail
warga dunia Jjuga terlibat dalam pergaulan antar bangsa itu,
oleh s=ebab itu bangsa kita harus pula memperhatikan tatakrama
pergaulan internasional, yaitu kita harus saling menghargai,
kita tak dapat bersikap masa bodoh, apalagi melakukan pelangga—
ran norma—norma pergaulan internasional, kita akan menjadi
bangsa yang dikucilkan veanssenenasgdst, hal 44 et seqq.



dikalangsn mereka dan konsumen istilah membajak itu
diperhalus dengan istilsh meng-install.

Akibat dari tindakan pelanggaran Hak Cipta yang
terus menerus dilakuksn tanpa ada tindakan daril
aparat pernegak hukum, akhirnya menimbulkan pandangan
dari pelanggar Hak Cipta tersebut, bahwa hukum tidak
pernah mengambil tindakan, pada saat itulah hukum
kehilangan kewibawaannya. Pandangan yang seperti 1tu
menimbulkan =ustu =sikap bahwa pembajakan merupakan
suatu hal yvang biasa, dan menganggap buksan lagi suatu
tindakan atau perbuatan vang melanggar undang-undang.
Sikap <seperti ini merupakan salah satu kelemahan
bangsa Indonesia, Koentjaraningrat mengatakan sikap
itu sebagai mentzlitas yang suka menerabas, yaitu
mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuan dengan
secepat-cepatnya, tanpa bsnyak kerelaan berusaha dari
permulaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan
melalui cara—cara yang tidak lazim, bahkan dengan
cara-cara vang melanggar hukum atau peraturan per-
undang-undangan.

Makna perbuatan pembajakan sebagai sarana untuk
memperoleh keuntungan dengan cara yang nmudah, dimulai
ketika pelaku dalam mengadakan interaksil dengan orang
lain yang mempunyai profesl sebagai pengusaha perakit
adapun wujud dari interaksi Yyang dilakukan 1ialah
dalam bentuk pertemansn biassa, atau sebagail karyawan

dari orang pertams tersebut.
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Pelakun atau aktor memilih, memeriksa, berpikir,
mengelompokkan, dan mentransformir makna dalam
hubungannya dengan lingkungan dan situasi dimana ia
berada. Dizini terjadi proses pembentukan' dimansa
makna-makna yang diperocleh dan dipskai itu di-
sempurnakan sebagsai ins?rumen bagi pengarahan dan
pembentukan tindakan pelaku.

Jadi tindakan pelanggsran atan perbuatan‘ vang
dilakukan oleh seseorang tidak berdasarksn pada
kekuatan dari luar yang berupa stimulus-stimulus atau
rangsangan—-rangsangan, dan langsung melakukan sustu
tindakan, tanpa mengolsh dan melalui proses berpikir.
Maksudnya proses pembentukan dan penyempurnaan makns
di atas menunjukkan sadanya sustu penilaian dan proses
berpikir, inilah vang disebut dengsn penafsiran atan
bertindak berdasarkan psada simbol-=imbol [self-
indication]

Dengan demikiasn pelaku atau pengusaha perakit
adalah individu vyang sadar dan refleksif, vang
menyatukan obyek-obyek yang diketahui melalui proses
komunikasi, dimana pelaku mengetahui sesuatu, lalu
menilainya, memberinys makna, dan memutuskan untuk
bertindak berdasarksan makna tersebut.

Sehubungan dengan ini Blumer menegaskan bahwa
pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari
pertimbangan staz berbagail hal yvang diketzhuinys dan

melahirkan serangkaiasn kelakuan atas dasar bagaimana
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mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang diper-

timbangkan itu mencakup berbagal masalah seperti

keinginan dsan kemsusan, tujuan dan sarana vang

tersedia untuk wmencapainya, serta tindakan yvang

diharapkan dari orang lain, gambsaran tentang diri

sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak ter-

tentu . 44

Kompleksnya permasalahan yvang melatar belakangi
tindakan terhadap pelanggsaran Hak Cipta dapat penulis
klasifikasikan sebagail berikut:

1. Faktor-faktor dasar, vaitu yang berkaitzn dengan
nilai-nilai budaya tradisional, misalnya persepsi
pelaku terhadap c¢ita hukum, mentalitas yang suka
menerabas dll.

2. Faktor teknoekcnomi dan lingkungan, faktor ini
berkaitan dengan perkembangan teknologi, khususnya
teknologi Lkomputer, dan kebutuhan hidup dari
pelakun. Sedangkan lingkungan berhubungan dengan
interaksi yvang dilakukan pelaku dengan orang lain,
dimana dari orang lain itu ia melskukan proses
self-indication.

3. Faktor penegaskan hukum, penegakan hukum yang tidak
efektif merupskan faktor yang amat menunjang ter-

jadinya tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta,

24.1 . Blumer dalam Margaret M. Poloma, 1994, Op. Cit,
hal. 2&8
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dalam kriminologi faktor itu disebut dengan
istilah kriminogen.

Berkaitan dengan perilaku menyimpang maka tinda-
kan pelasnggaran terhadap Hak Cipta vyang dilakukan
oleh pengusaha perakit dalam perspektif hukum merupa-
kan suatu perbustan atau-perilaku vang menyimpang,
karena bertentangan dengan undang-undang. Perilaku
menyimpang terjadi sehubungan dengan bagaimana pelaku
itu memberi makna dari tindskan pembajakan software
tersebut.

Dalam hal ini iz memandang perbustan membajak
software komputer itu sebagai salah satu cara mencari
keuntungan dengan amat mudah tanpa memerlukan banyak
modal, pandangan ini bekaitan dengan welfare values,
vaitu nilai-nilai yang.berkaitan dengan kesejahtersan
individu sebagai anggota masyarakat, nilai ini
berhubungan dengan hal-hal bagaimana agar sSeseorang
itu mewperoleh penghasilan yang layak untuk hidup
sehari-hari. Di sisi lain pelaku memahami adanya
aturan hukum yang melarang dan mengancam perbuatannya
itu dengan pidana baik berupa denda dan pidansa

penjara,25 akan tetapi karena terjadi kelemahan dalam

25.] keterampilan meng-install komputer memerlukan pengu-—
asaan bahasa inggris yang lebih dari sekedar, karena semua
instruksi menggunakan bahasa inggris. Dari wawancara Yyang
dilakukan dengan responden terungkap balwa pendidikan dari
pengusaha perakit semuanya di atas smu, wawancara juga meng—
ungkapkan babwa para pengusaha perakit selurubnya mengetahui
balhwa apa yang gilakukan ialah bertentangan dengan hukum dan

melanggar hak cipta.
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penegakannysa, vaitu tidak adanya tindakan apsapun,
khususnya di Semarang, sehingga timbul motivasi
pelakn untuk melakukan suatu tindakan yang tidak
sesuai dengan aturan hukum sataw norma, [non konform].

Timbulnya motivasi pelaku untuk melakukan
tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum =atan
norma ini merupakan pengabaian terhadap deference
values, yaitu nilai-nilai vyang berkaitan dengan
meoral, vyaitu apa yang dianggap baik, apa vang
dianggsp buruk, Jujur, tidak jujur, dan seterusnya.
Timbulnya motivasi untuk melakukan suatu tindakan
vang tidak sesuai dengan aturan honkum atasu norma
karena disfungsinya hukum menggambarkan hilangnya
wibawa hukum dalam masyarskat. Jika motivasl yang
timbul adalah non konform lalu tindakannya juga non
konform, maka perilakun menyimpang vyang dilakukan
termasuk dalam perspektif teori penyimpangan.

Semua tindakan dari pelaku atau pengusaha perakit
kecil yang melakukan pembajakan software komputer di
Semarang ini akan membentuk suatu opini tentang
tingkat kesadaran hukum "masyarakat” dalam kaitannya
dengan apresiasi masyarakat terhadap Hak Cipta, vyang
pada akhirnya merupakan suatu potret tentang kualitas -
budays huokum masyarsakat.

Efektivitas Penegakan Hukum.
Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris

vaitu "effective yang artinya having the intended or




expected effect; serving the purpose’, dalam kaitan-
nya dengan hukum, efektivitas hukum ialah kemampuan
hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti
vang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum . 26

Dalam memenuhi segala kebutuhannya baik individu

maupun kelompok dalam masyarakat, agar tidak terjebak

dalam perzelisihan, sengketa ataupun pertikaian vyang

dapat mengacaukan keadaan masyarakat, maka masyarakat

memerluksn berbagai kaidah sebagai pedoman. Salah
satyn kaidah tersebut ialah kaidah hukum yang dalam
bentuk formalnya terdapat di dalam undang-undang,
penggunaan kaidah hukum merupakan usaha masyarakat
untuk menjsga dan menciptakan suatu keadaan vang
tertib, aman dan tenteram dalam kehidupan bersamsa.

Pada akhirnys kaidah-kaidah hukum itu menjadi
pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak
vang dianggap pantas, atau yang memang seharusnya.
Perilaku =atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian,
artinya kehidupan yang tertib dalam masyarakat akan
tercipta bila s=semus kegiatan dalam masyarakat
diserasikan sesuai dengan hukum dan peraturan.

Dengan demikian tujuan hukum disini adélah

penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaedah-

26.1 Wwinarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 1987, Efektivi—
tas MHukum Dalam Masyarakat, dalam Hukum dan Pembangunan,
Jakarta, Ul Press, No. I tahun ke XVII, hal. 37 et seqq.



140

kaedah atau hukum, vang kemudian terwujud dalam pola
perilaku warga masyarakat. Jika keadaan yang demikian
telah terpenuhi dalam masyarakat barulah dikatakanv
hukum itu efektif.

Di sisi lain untuk mencapai kondisi masyarakat
yang demikian itu diperlukan suatu penegakan hukum
vang juga efektif. Efektifitas suatu penegakan hukum
menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal
vang berkaitan dengan faktor hukumnys, faktor penegak
hukum dan fasilitass atan sarana pendukung serta
faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial budaysa.

Dengan kerangka berpikir tentang konsep dari
efektifitas hukum di atas, maka untuk analisis akan
dilakuksn suatu studi komparatif antara kenyataan
dalam masysarakat dengan kerangka berpikir tersebut.
Sebab untuk menilail efektif ataun tidaknya hukum dapat
dilihat dari pekerjaan aparat penegak hukum dalam
masyarakat.

Bekerjanya hukum dalam melindungi konsumen yang
membeli komputer rakitan di Kodya Semarang ternyats
tidak berjalan sesuai dengan apa Vyang diharapkan
hukum itu sendiri, hal ini disebabkan oleh karena
konsumen sendiri yang bersikap “nrimo", dan lebih
menyukai untuk menyelesaikan persoalan dengan Jjalan
kompromi dari pada menggunakan upaysa-upaysa hukum yang
dapat digunakan, dan memang budaya seperti itu vyang

hidup dalam masyarakat, sikap masyarakat yang seperti
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itu berakibat kurang berpihaknya hukum pada masalah-
masalah dan kepentingan konsumen, hal ini terbukti
belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur perlindungan terhadap konsumen.

Perihal bekerjanya hukum dalam rangka memberikan
perlindungan terhadap Hak Cipta di Kodya Semarang
ternyata bertentangan dengan semangat yang dibawa
Undang-undang No. 12 +tahan 1977. Dikatakan ber-
tentangan karena dilihat darl aspek peraturannya
sudah cukup memadai, artinya ancaman pidana denda dan
penjara yang cukup berat, akan tetapi pelanggaran
terhadap Hak Cipta sangat bebas terjadi di Semarang
seolah-olah perbuatan tersebut adalah biasa, di sisi
lain peraturannys ada dan masih relevan, akibatnya
terjadi kemerosotan wibawa hukum, kalau boleh dapat
dikatakan terjadi kelumpuhan hukum.

Terjadinya disfungsi hukum di bidang perlindungan
terhadap Hak Cipta di Semarang ini selain karena
faktor filosofi dari aturan perundang-undangan,
faktor sosial budaya vang melingkupi kehidupan pars
pelaku, juga karena tidak berjalannya penegakan hukun
hal ini terlihat dari belum adanya keseriusan aparat
penegak hukum terhadap kejahatan pembajakan software.
Dalam penelitian ini yang dimaksud aparat penegak
hukum ialah mereka yang secara langsung berkecimpung
di bidang penegakan hukum, yaitu pihak kepelisian,

kejaksaan, hakim, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
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Belum adsanya tindakan-tindakan konkrit dari éara
aparat penegsk hukum [terutama kepolisian, Jjaksa dan
Pejabat Pegawal Negeri Sipil] terhadap pelanggaran
ataz Hak Cipta software komputer di Kodya Semarang
ini disebsabkan oleh beberapa hal vang terungkap dari
hasil observasi penelitian. Hal pertama yang dapat
diungkapkan ialah tidak adanya political will vyang
serius dari dari pemerintah, hal ini terlihat dari
belum pernah ada operasi khusns terhadap software
komputer bajskan di Kodya Semarang.

Kondisi yang seperti ini Dbertentangan dengan
pasal 1 Kode Etik Untuk Para Pejabat Penegak Hukum
yvang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 34/1B9
tanggal 17 Desember 1979 yang berbunyi "Para pejabat
penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang
ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani
masyarakat dan melindungi semua orang terhadap
tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat
tanggung Jjawab tinggi yang dituntut oleh profesi
mereka” .

Yang kedua ialash anggapan adsanya kesenjangan

jntelektual antara aparat penegak hukum dengan pelaku

pelanggaran Hak Cilpta, angdapan yang demikian ini

mengakibatkan adanya semacam kurang percaya diri dari
aparat untuk melakukan operasi, padahal menurut
penulis hanya diperlukan sedikit pemahaman untuk

mengetahui seluk beluk pembajakan software melalui

personal computer.
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Faktor lain yang secara tidak langsung merupakan
kontribusi atau faktor pendukung pada situasi seperti
ini ialah jumlah ratio antara polisi dan anggota
masyarakat. Tidak aktifnya Dewan Hak Cipta menjalan-
kan fungeinys sebagsaimana diamanatkan pasal 39 ayat 1
Undang-undang Hak Ciptsr Jjuga menyebabkan, tidak
optimalnya tujuan yang diharapkan oleh hukum ini.

Minimnya anggaran untuk dana operasi, sehingda
operasi tertib diprioritaskan pada masalah-masalah
vang potensial menimbulkan keresahan pada masyarakat,

[masslah pembaiakan soffwsre komputer ini tidak akan

meresahkan masvearskat karena relatif nenguntungkan

masyvarakat]! di sisi lain belum masuknya Indonesia
dalsm black list negara pembajak software menyebabkan
kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap hal
tersebut.

Ads  kesan kurangnye koordinasi antara lembaga-
lembaga dalam birokrasi penegakan hukum di Semarang,
sehingga kegiatannya cenderung instangi-centris.
Masing-masing pihak seakan-akan melakukan kegiatannya
sendiri-=sendiri dibawah komando instansinya.

Tidak optimalnya Ffungsi Dewan Hak Cipta Indonesis
yvang berkaitan dengsan fungeinya dalam memberikan
penyuluhan, binbingan dan pembinsan mengenal Hak
Cipta sebagaimasnsa ketentuan dari pasal 39 [1] Undang-
undang No. 12 tahun 19897 tentang Hak Cipta yang telah

diperbaharui.
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EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
HEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUXUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI KDHPUTER RAKITAN DAN
PERLINDUNGAN HUKUK TERHADAP HAK CIPTA ATAS SOFTWARE KOMPUTER DI XODYA GEMARANG

HASUKAN [INPUT) PROSES

Lemahnya:

1.Xomponen Substan
ei atau Aturan-
aturan Hukum

2.Kosponen Struktu
ral yaitu aeka-
nizae penegakan
hukua, penegak
hukum dan sarana

3.Budaya hukua ma-
syarakat yang
terdiri dari si-
kap dan nilai-ni
tai yang hidup
dakap masyarakat

Lemahnyat

Efektifitas dan
apresiasi hukus-da
lan masyarakat

Mekanisee penegak
an hukun yang ti-
dak berjalan dgn
sebagaimana mesti-
nya.

Nilai-nilai sosial
budaya tradisional
yang tidak mendu-
kung, di sisi lain
perilaku masyara-
kat didasarkan pa-
da nilail di atas,

OUTRUT [KELUARAN]
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penegakan hukum
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Hak Cipta software
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Gambaran
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penegakan hukum,
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hukum

terhadap

komputer,

sesuai dengan spa yang diharapkan
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pProses
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efektifitas
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khususnya yang terjadi

hukum
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perlindungan hukum terhadap Hak Cipts

di
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D. Formu:lasi Pemberdayaan Hukun

Ketidakberdaysan hukum dalam melindungi Hak Atas
Kekayaan Intelektual khususnya software komputer dari
tindakan pembajakan vang secara terbuka dan terang-
terangan dilakukan dengan amat bebas di Semarang meng-
gambarkan tidak effektifnya- hukum berikut penegakannya
dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tidak effektifnya hukum diperlukan
suatu pemberdayaan hukum. Pemberdayaan berakar dari kata
dasarnya yaitu "days” yvang srtinya “"mempunyail kemanpuan"
bentuksn kata pemberdayaan mempunyail makna yang sama
dengan memberdayakan yaitu "membuat jadi berdaya".z7

Dalam konteksnya dengan permasalshsn di atas pember-
dayaan diartikan sebagal metode untuk meningkatkan
inisziatif dan respon, sehingga semua permasalahan vyang
dihadapi dapat dipecahkan secepatnys dan sefleksibel
mungkin dititik masalsh tersebut ditemukan,2® dalam hal
ini ialah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna

komputer rakitan dan Hak Cipta atas Software komputer.

27.1 Bentukan kata pemberdayaan merupakan derivasi dari kata
dasar daya. Daya sebagai kata dasar merupakan Jema atau entri
dengan penambahan pem—ber-daya—an, kata yang merupakan derivasi itu
dilakukan sebagai sublema atau subentri, baca Kamus Besar Babhasa
Indonesia hal xxvii. Dalam pada itu pemberdayaan merupakan bentuk
pasif dari bentuk aktif transitif memberdayakan yang maknanya ialan
membuat jadi berdaya, tidak mungkin menyebutnya dengan peberdayaar,

pengberdayaan, penberdayadn, pemberdayakan ataupun  penberdayakan. -

Bandingkan dengan Jus Badudu dalam Inilah Bahasa Indonesia Yang
Benar, 1994, Bandung, P.T. Gramedia, hal 37 et segg

28.] Pemberdayaan disini dikaitkan dengan metode atau cara
meningkatkan kinerja sistem penegakan hukum.
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Berkaitan dengan hukum maka pemberdayaan hukum
berhubungan erat dengan mekanisme bekerjanya hukum dalam
masyarakat, dalam hal ini ialah penegakan hukum sebagai
snatn sistem vyang terdiri dari sub-sub sistem satau
komponen substansial, struktural dan cultural. Pember-
dayaan hukum di zini berkaitan dengan bagaimana cara
menciptakan =suatu keadaan atau kondisi agar hukum itu
menjadi lebih berdaya dan efektif dalam rangka mencipta-
kan supremasi hukum dalam masyarakat.

Berkaitsn dengan komponen substansi, yaitu aturan
perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Hak
Cipta +yang secara filosofis tidak sepaham dengan cita
hukum vyang dihayati masyarakst Indonesisa, sehingga
apresisasi “masyarakat" terhadap aturan hukum vang
bersangkutan sangat rendah. Akan tetapi dalam rangka
mewnjudkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dam
kontrol =sosial, maka penerapan konsep hukum sebagai
rekayasa sosial mawvpun kontrol sosial ini dalam
pelaksanaannya bisa saja tidak sejalan dengan nilail-
nilai atau budaya tradisional yang dihayati masyarakat.
Sebagai contoh ialah perlindungan Hak Cipta terhadap
software komputer, aturan yang dibuat pemerintah ini
lebih merupakan konsekuensi politik dari keanggdotaan
Indonesia dalam World Trade Organization dan kepentingan
kapitalis internasional. Oleh sebab itu dapat dimengerti
jika dalsm pelaksanaannya aturan hukuon terszebut tidak

mendapat sambutan dari masyarsakat.
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Akan tetapi dalam rangka menuju pasar bebas, glo-
balisasi dan peralihan dari masyaraksat tradi=sional
[agraris] ke masyarakat yang moderen [industril], fungsi

hukum sebagai rekayasa sosial tidsk dapat dihindari,

yvang perlu digarisbawahi ialah jangan sampai nilai-nilai-

dan budsays tradisional ini Jjustru menghalangil penegakam
hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap Hak
Cipta software komputer, secara juridis formal aturan
hukum vyang mengatur sudah cukup memadai, permasalahan
terletak pada apresiasi masyarakst terhadap aturan yang
bersangkutan. Di sisi lain pengusaha perakit komputer
adalah anggota masyarskat yang dalam interaksi sosialnya
memegang peran [role occupant], sebagal pemegang peran
ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan
tertentn sebagaimana dicantumkan dalam aturan perundang-
undangan. Dengan demikian anggota masyarakat diharapkan
untuk mememnuhi peran yang tertulis di dalam aturan
perundang-undangan tersebut [role expectatim]

Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat agar aturan
hukum tersebut ditaati atau dipatuhi, maka pemberdayaan
hukum dilakukan dengan cara meningkstkan kesadaran hukum
masyarakat. Karena pada hakekatnya efektifitas hukun
berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat,
tegasnya kesadaran terhadap hukum nerupakan dasar bagi
dilaksanakannysa hukum itu, artinya s=emakin merata

kesadaran hukum dalam masyarakat, semakin kecil pula
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kemungkinan untuk bertingkah lakn vyang tidak sesuai

dengsan hukum.

Pembinaan kesadaran hukum kepads masyarakat tidak
dapat dilihat =mecara terpotong-potong, melainkan ber-
bagai faktor vang mempengaruhi, misalnya dari aspek
aturan hukumnya sendiri. Dalsm rangka menerapkan konsep
hukum sebagail rekavasa sosisl [social engineering]. maka
pembuatan sustu aturan perundang-undangan harus memakail
metode teknik perundang-undangan vyang skursat dan
sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya. Karena
penggunaan teknik vang tepat dan akurst menyerupai
dengan teknik pemecshan masalah dalam manajemen ilmiah.

Berkaitan dengan teknik perundang-undangan vang
tepat dan akurat ini A. Padgorecky mengemunkakan empat
asas pokok vyang dapat dipakai sebagai scuan dalam
membuat suatu aturan perundang-undangsn, ke empat asas
pokok tersebut izmlah:

1. Sustu penggambaran yang baik mengenai situasi vyang
dihadapi.

2. Membuat suatu analiss mengenai penilailan-penilaian
yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan
hirarki. Anslisis di sini meliputi pula perkiraan
mengenai apakah cara-cara yang akan dipakail tidak
akan lebih menimbulkan suatu efek yang malah memper-
buruk keadaan.

3. Helakukan verifikasl hipotesis-hipotesis seperti

apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan
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pada akhirnya nanti memang skan membawa kepada tujuan
sebagaimana.dikehendaki.

4. Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang
ada. 29

Karena kesadaran hukum itu sebagai slat kontrol agar
hukum itu dapat berlaku . efektif nantinya dalam
masyarakat, maka selsin usaha tersebut di atas, perlu
adanya usaha-usaha lain ke arah pembinaan kesadaran
hukum masysrakat. Pembinaan ini hendsaknya berorientasi
pada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan
melembagakan nilai-nilai vang mendassari peraturan hukunm
atau perundang-undangan. Untuk 1itu perhatian harus
difokuskan padsa sosialisasi aturan hukum atan perundang-
undangan sehingga dapat diketahul oleh anggota masya-
rakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu. Dalsm rangka
so=zialigsasi aturan perundang-undangan ini komunikasi
hukum mempunyail peranan yang penting.

Komunikasi hukum ialah menginformasikan hukum kepada
pihak vyang menjadi sasaran informasi tersebut, vyaitu
masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung vyang
dapat berupa lambang, kode, bahass, bicara, gerak, dan
sebagainya, dengan harapan munculnya reaksi positif atan
negatif melalui perubahan sikap dan perilaku dari pihak

yvang menerima informasi tersebut.30

29.1 @, Padgorecky dalam Satjipto Rahardjo, 1983, Op. Cit, -

hal. 154 et seq.

30-1 Hirani Martono, 1993, Komunikasi Hukum Dalam Pembangunan,
dalam Masalah—-masalah Hukum No. 9 tahun 1993, FH. Undip, hal. 8




Hal penting vyang perlu mendapat perhatian dalam
sosialisasi aturan perundang-undangan ini ialah pemshs-
man materi hukum pada masyarakat. Derajat konkritisasi
perumusan sangat menentukan efektifitas pelaksansan
hukum dalam masyarakat. Hal ini karena bahasa hukum atau
perundang-undangan mempunyai-ciri khas tersendiri yvaitu
berusaha untuk memaksa melaluil penggunaan bahasa_ yang
rasional.

Sehubungan dengan bahasa sebagai media komunikasi
hukum Satjipto Rahardjo menulis bahwa masalah penggunaan
bahasa dapat dilihat dari dua fungsi, pertama, sebagai
media komunikasi maka bahasa perundang-undangan harus
dapat mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat
undang-undang kepada masyarakat, oleh sebab 1itu hukum
harus dirumuskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh
masyarakat; kedua, sebagai bahasa dengan ragam teknik
bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di
antara ahli hukum. Di sini istilsh-istilah hukum di-
usshakan untuk dirumnskan dengan sebaik-baiknya dan
setepat-tepatnya untuk kebutuhan mereka dan masyarakat.

Dengan demikian masalah pembinaan kesadaran hukum
masyarakat bukanlah masalah yang sederhana, karena hanya
mengetahui aturan perundang-undangan saja tidak cukup,
diperlukan pemahaman, penghayatan dan pengamalan, untuk
jtu diperlukan proses dan waktu.

Oleh sebsb itu fiksi hukum yang berpandangan

ignoranta legis excusat neminem vang menjadi jiwa dari




legalisme dogmatis harus sundah ditinggalkan, karensa
suatu atgran perundang-undangan vang telah memenuhi
syarat-syarat yuridis formal, yaitu dibuat oleh lembaga-
lembags yang berwenang, telah diumumkan dalam lembaran

dan berita negara, dan seterusnya ataun telah berlaku

secara yuridis, akasn tetspi 'secara sosial belum tentu-

demikian.

Dalam perspektif kebijakan publik jika suatu atursan
perundang-undangan telah memenuhi semua persyaratan
vuridis formal dan telah diumumkan buksan berarti tugsas
wet gever telah selesai, tetapi disitulah awal dan
proses perjalanan panjang dari suatu aturan perundang-
undangan dalam masyarakat, perlu monitoring dan evaluasi
terhadap efektifitas dalam implementasinya.

Analisis melsalul pendekatan sistem mengungkapkan
bahwa komponen substansi hukum walaupun dikatakan telah
amat baik outputnya, akan tetapi tidak =akan berjalan
baik Jjika tidak didukung oleh komponen atau subsisten
lainnya, dalam hal ini ialah komponen struktural dan
budaya atan kultur hukum.

Salah satn faktor pendorong maraknya tindakan
pelanggaran terhadap Hak Cipta di Kodya Semarang ialah
lemahnya komponen sruktural dari hukum. Komponen struk-
tural ialah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem
hukum dengan berbagsi fungsinya dalam rangka mendukung
mekanisme atau bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga

lembaga yang menjadi fokus penelitian ini ialah lembaga-



lembaga vang berkaitsn langsung dengan mekanisme
penegakan hukunm.

Wujud dari lemahnys peran komponen struktural dalanm
melindungi Hak Cipta software komputer di Kodya Semarang
inlsh s=smpai saat ini belum ada tindakan hukum apsapun
vang dilakukan oleh pihak - kepolisian, demikian puls
deﬁgan pihak kejaksaan, oleh karena belum ada tindakan
hukum vang dilakukan, maka belum ada pula kasus tindak
pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengusaha
perakit komputer di Kodya Semarang vang sampai ke meja
hijau.

Untuk mengembalikan wibawa hukum maka pemherdayaan
hukum untuk melindungi konsumen pengguna dan Hak Cipta
atas software komputer di Keodys Semarang melalui aparat
ini meliputi:

1. Pendekatan Situasional

Pendekatan sitwnasional diartikan sebagai pen-
cegahan kejahatan yang dilakukan melalui usaha-ussha
pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukannys
kejahatan oleh seseorang.5! Pendekatan ini memusatkan
perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah dalam
jangka pendek untuk mencegah atau mengurangi tindak
kejahatan, khususnya kejahatan pembajakan software

komputer dan perlindungan terhadap konsumen pengguna.

31.1 Baca Boostrom, R.I. dan Henderson, J.J., 1984, Crime
Prevention Models and Police Community Relations, [The Folice
Journall VYol.57/4, alih bahasa: Mohammad Kemal Demawan, hal 373

et seqqg
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Dari sisi konsumen pengguna komputer, harapan
dari keberhasilan pendekatan ini tergantung pada
seberapa jauh tingkat kesadaran dan apresiasi
konsumen terhadap hukum berkaitan dengan situasi yang
telah berubah kondusif, sedangkan dari sisi pengusaha
perakit [pelaku pembajaksn] ialah seberapa Jjauh Iia
menyadari dan menganggap bahwa perubahan sistuasi
adalah hal vyang responsif terhadap kemungkinan
pgrbuatan melanggar ketentuan undang-undang yang 1ia
lakukan, misalnya suasana ketidaktentraman atau
risiko vang semakiﬁ berat bagi mereka jika melakukan
pelanggaran, perubahan situasi ini akan mempengaruhi
keputusan mereka untuk tetap akan melakunkan
pelanggaran atau tidak.

Langkah-langkah pendekatan situasional dalam
rangka meningkatkan peran etika bisnis di Kodys
Semarang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagail
berikut:

1. Harus ada political will yang konsisten dari penme-
rintah untuk mewujudkan supremasi hukum atau huokun
sebagail panglima, vang terkoordinir dan terpantaun,
dari tingkat pusat sampai di daerah. Misalnya
dikeluarkannya Keppres No. 191 tahun 1888 tentang
pembentukan Dewan Penegakan Keamanan dan Sisten
Hukum vang salah satu tugasnya ialsh wmelaksanakan
reformasi di bidang hukum dalam rangka menegakkan

sistem hukum nasional.
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Adanya koordinasi terpadu antars lembaga yang ber-
kaitan dengan penegakan hukum di Semarang; yvang
selama ini terkesan terfragmentaris. Hal ini
karena birokrasi sistem peradilan di Indonesia
bersifat sektoral [terkotak-kotak] vyang tidak
melihat dan memperlakukan komponen-komponen yang
merupakan bagian satau subsistem yang menyusun
sistem peradilan itu sebagai satu kesatusan,
melainkan sebagai satuan-satuan yang terpisah-
pisah, sehingga segala kegiatan dari komponen-
kdmponen itu sifatnya instansi-centris. Intensif-
kan dan optimalkan kerja Mahkejapol.

Pembuatan aturan perundang-undangan yang khusus
mengantur konsumen serta tindakan sosialisasi yang
intensif agar konsumen menyadari hak-hak dan
kewajibannya, hal ini tergantung dengan pembinaan
budaya hukum konsumen.

Merubah gsifat penegakan hukum, khususnya per-
lindungan terhadap Hak Cipta dari yang bersifat
reaktif ke arah vang proaktif. Dengan demikian
sparat hukum harus lebih aktif bertindak dalam
koordinasi vang terpadu di bawah birokrasi
penegakan hukum nasional.

Tindakan hukum ini meliputi tindakan yang bersifat
operasi tertib, represif, preventif vyang berupa
pendidikan masysrakat melalui penyuluhan hokum

baik secara tatap muka, maupun melalul medisa



massa, ataupun elektronik. Hal ini memenuhi puls
amanat lubur dari pasal 30 ayat 4 Undang-undang
No.20 tahun 18982 tentang Pertahanan dan Reamanan,
vang menentukan bahwa kepolisian negara [termasuk
aparat penegak hukum yang lain (pen>] Indonesisa

bertugsas:

2. Selsky alat negaras penegak hukum memelihara

serta meningkatksn tertib hukum dan bersama-
sama dengan komponen kekuatan pertahanan keama-
nan negara lainnys membina ketentraman masyars-
kat dalam wilayah negara gunsa mewnjudhkan
keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Melaksanskan tugas kepolisian selakuw pengayom
dalam memberikan perlindungan dan pelayanan
kepada masvarakat bagl tegaknya ketentuan
perundang-undangan ;

c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi
vang menunjang terselenggaranya usaha dan
kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huraf
b ayat (4) pasal ini.

Perubahan sifat yang mendasar ini akan menaikkan

eitra Indonesia di dunia internasional sebagai

negara hukum yang konsisten melindungi Hak Cipta,
khususnya atas software komputer.

Pembinaan dan manajemen dalam birokrasi penegakan

hukum secarsa nasional yang mantap dan efisien

adalah faktor mendesak vang harus dilakwukan peme-




rintah, vang pada gilirannya dapat diterapkan di

derah, hal mana meliputi:

a.

Pembinsan yang bersifat kerochanian dan moral
atau etikas pads zparat penegak hukom mutlak
diperlukan, hal ini untuk mencegah aparat dari
perbuatan-perbuatan tercela yang justru menja-
tuhkan wibawa hukum dan apsratnya. Pada hake-
katnya hanya saparat hukum yang Jujur serta
bersih rohaninya yang dapat menjalankan meka-
nisme penegakan hukum yang bersih dari korupsi
dan kolusi.

Kesejashteraan aparat sangat menunjang lancarnya
aktifitas penegakan hukum. Hendsknya birokrasi
penegakan hukum dapat menciptakan kondisi kerja
vang dapat menunjang kesejahterasan aparat.
Sebagai s=aran disini ialah melegalkan adanys
biaya pengawasan dari perusahaan-perusahaan
tertentu yang produknya ingin diawasi, hal ini
supaya ada hak dan kewajiban yang Jjelas dari
masing-masing pihak,

Efisiensi merupakan Jjuga merupakan hal mendesak
yang harus segers diatasi oleh birokrasi pene-
gakan hukum, terutama pada aparat kepolisian.
Ratio antara polisi di Indonesia dengan masya-
rakat vang harus dilindungi tidak seimbang,
diperlukan penambahan aparat penegak hukum,
terutama reserse di bidang teknologi dan bidang

ekonomi.
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d. Khusus terhadap perlindungan hukum terhadap Hak
Cipta software komputer ada baiknya Jika di-
bentuk Market Investigation System [MIS] di
bawah koordinasi dan kerjasama yang terpadn
antara instansi-instansi penegakan hukum.

e. Dalam era dimasna teknologi komputer dan infor-
matika berkembang dengan amat pesat, makg sudah
sewajarnya bila aparat hukum dibekali dengan
ilmu pengetahuan, hal ini demi menunjang mereka
dalam melakukan tugasnya agar tidak tertipu
oleh parsa ‘pelanggar Hak Cipta. Sumber daya
manusia vang memadal merupakan faktor yang juga
harus dipenuhil oleh birckrasi penegakan hukum.

f. Mengajak kalangan askademisi sebagai mitra ahli
dalam memecahkan masalah-masalash hukum yang
semakin kompleks dan rumit dalam era pasar
bebas vang semakin mengglobal. Hal ini berkai-
tan dengan penvelenggarsasan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat, yang hasilnya dapat
bermanfasat bagi kalangan praktisi, =skademisi

dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencegah terjadinva pengulangan tindak pem-

bajskan software komputer, serts mewmberi kesan
yvang 1lebih menakutksn, menurut penulis sanksi

pidana pokok yang tercantum pada passl 44 ayat 1

Undang-undang Hak Cipta itu dapat ditambah dengan.
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pidana tambahan misalnya usaha vang dilakukan
dibawah pengampuan, atau bahkan lebih keras lagi,
dimana =i pelaku pembajakan software tersebut
tidak boleh melakuksn ussha lasgi di bidang vyang
sama, atsu tindakasn tata tertib yang lain.

Menurut penulis pidané tambahan ini cukup efektif
daﬁ strategis, karena paling tidak sanksi tamba-
han tersebut =ekaligus berfungsi sebagal sarana
kontrol sosial. Secara yuridis formal penerapan
sanksi-sanksi tambahan tersebut adsa dasar hukumnya
yaitu Undang-undang No.7 Darurat 1955 yang pada-

pasal B ayat 3 menyatakan ....lain dari pada itu
[pidana penjara, kurungan dan denda]l dapat Juga
dijatuhkan hukuman tambshan sebagaimana tersebut
dalam pasal 7 ayat 1, dan tindakan tata tertib
sebagaimana tersebut dalam pasal 8 dengan tidak
mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkan dija-
tuhkannya tindakan tata tertib vyang ditentukan
dalam peraturan lain.

Pasal 9 avat 1 menetapkan tata tertib tersebut
dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan
sanksi pidana, kecuali dalam hal diberlakukannya
pasal 44 EKUHP. Dalam pasal 1 undang-undang 1tu
menentukan bazhwa pidana tambahan dan tindakan tata

tertib dapat dijatuhkan pada setiap tindak pidana

atau delik ekonomi.
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Penerapan sanksi pidana tambahan dan tindakan tata
tertib ini wmempunyai manfaat ganda, yaitn ber-
fungsi sebagai sarana represif, sekaligus Jjuga
sebagai saranz preventif yang bersifat umum manpun
khusus, karens penggunaan sanksi ini cukup efektif
untuk melemahkan atan mempersempit ruasng gerak,

basis dan jaringan vang kondusif.

2. Pendekatan Sosial

Komponen 1lain dari sistem penegakan hukum yang
juga mempengaruhi efektifitas penegakan hukum ialah
kultur =atay budaya hukum. Budaya hukom merupakan
sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan
hukum bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai
yvang berkaitan dengan tingkah lsku yang berhubungan
dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik secara
positif maupun negatif. Unsur kultur hukum ini akan
menentnkan mengapa seseorang itu patuh atan tidak
patuh terhadap peraturan yang ad=a.

Nilai-nilai, =ikap dan perilaku dari konsumen
dan pengusaha perakit komputer sebagalmana telah
diuraikan di atas, menggambarkan budaya hukum vang
tidak Iegal minded. Nilai-nilai, sikap dan perilaku
konsumen dan pengusaha perakit komputer vang tidak
legal minded 1itu karena masih besarnya pengaruh
nilai-nilai budaya tradisionai pada masa transisi
sebagai dampak dari perubshan: sosial yang terjadi di

Indonesisa.



Dalam rangks penegakan hukum vang lebih efektif
maka pemberdayaan hukum terhadap budaya hukum yang
tidak legal minded perlu dilakukan. Karena hal ini
berkaitan dengan nilai-nilail tradisional ysng sudah
berakar dsalam masvarakat Indonesia, maka diperlukan
waktn yang lams untuk merubash pandangan masyaraksat
tersebut. Pemberdayaan terhadap budaya hukum bisa
dilakukan dengsn cara melskukan pendekatan sosisl.

Proses belajar norma dan nilai serts bekal
péndorong sesecorang untuk menjadl seseorang yang
mematuhi hukum secara umum ditransformasikan melaluil
interaksi sosizl -dan lembaga-lembaga sosialisasi
dalam masyarakat misalnya sekolah. Pendekatan sosial
mempunyai fokus perhatian pada pendidikan terhadap
masyvaraksat. Hal ini dapat dilihat dari tiga ciri
dasarnyasz yaitu:.

1. Pencegahan Xkejahatan melalui pendekatan sosial
memusatkan perhatian terhadap generasi muda
sebagal kelompok penerima sosialisasi. Pendekatan
ini beranggapan bahwa untuk memperoleh hasil vang
baik maka pencegahan kejahatan haruslah dimunlai
sejak dini. Perhatian juga diarahkan pada susunan-
susunan organisasi, institusi, struktur dan

kultural di masyarakat yang tidak sesuai dengan

sosialisasi hukum.

32.1  Mohammad Kemal Darmawan, 1994, Strategi Pencegahan
Kejahatan, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hal 34 et seg.
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Pendekatan pencegahan vyang berbeda diterapkan
pada tahap perkembangan sosial yang berbeda, jenis
dari strategi pencegshan untuk sekolah dasar harus
dibedskan dengan strategi pencegahan yang di-
terapkan pads tingkat SLTP, begitu seterusnya.
Pencegahan kejahatan ‘melaluil pendeksatan sosial
tidak dapat secara mudah diuji melalui proyek
jangka pendek, tetapi merupakan proyek Jangka
panjang. Dengan demikian pencegahan kejahsatan
dengan pendekatan ini berdasarkan pada program dan
sulit untuk mengevsasluasi secara langsung hubungan-
nya dengan tingkat pelanggaran. Pengaruh dari
pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial
dapat dilihat atau diidentifikassi dalam lingkup
kemajuan satau perbaikan dalam tingkah laku yang
terpelajar dan tingkat ketenagakerjaan.

Langkah-langkah yang dapat dilaknkan melalui

pendekatan sosial, khususnya dalam rangka meningkat-

kan peran etika bisnis di Kodya Semarang ialah:

1.

Memasukkan pembinaan kesadaran hukuom dalam kuriko-
lum pendidikan formal sejak tingkat dasar gampai
dengan tingkat pendidikan tinggi.

Pendidikan bukasn merupakan suatu tindakan yang
eihmalig atan insidentil, tetapi bersifat intensif
dan kontinu, oleh karena itu pembinaan kesadaran

hukum ini sksn memskan waktu yang cukup 1aya, akan

tetapi hal ipi harus ditekadkan, sebab melalui_
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pendidikan sasarannya akan lebih kena dibandingkan
cara-cara lain yang pada umumnys bersifat drastis.
[rencana Jjangka panjang]

2. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarsasksat
luas yang meliputi segala lapisan d4i dalam masya-
rakat pendidikan non formal ini dilakukan dengan
cara melakukan penyuluhan hukum stau penerangan
vang dapat dilakukan dalam semua bentuk medis
massa, baik radio, televisi, surat kabasr, dan
lain-lain.

Dalam kaitannya dengan konsumen pengguna dan
pengusaha perakit di atas, maks Jslan yang dapat
ditempuh ialah mengadakan penyuluhan hukum secara
intensif. Penyuluhan vang menyangkut hak dan
kewajiban masyarakat secara umum, dilakukan dengan
cara tatap muka. Hal ini di=zebsbkan karena peng-
hayatan terhadap hak dan kewajiban memerlukan
penjelasan dan tanyva jawab yvang disertail dengan
contoh-contoh vyang konkrit. Penjelasan secara
ligzan sebaiknya dilanjutkan dengan simulasi agar
para partisipan memzhami dan menghayati perannya
sebagaimana vyang dikehendaki oleh aturan undang-
undang [role expectatim].
Ragaan Mekanisme hukum sebagsal pengintegrasi antara
Formnlasi pemberdayaan hukum, nilai-nilai global sebagai
akibat perubahan so=gial, dan nilai-nilai budaya tra-

disional dalam proses bekerjanya hukum, sebagai berikut:




164

Transformasl nilai-nilai global
sebagai akibat perubahan sosial

Sumber Input l_ Proses Output
Kongsep Substansi Hk Bekerjanya Hukum yang
Pember- —23|Struktur Hk —¥|hukam dalam —p| efektif .dalam
dayasn Kultur/Budaya masyaraksat masyarakst
Huknm Huhuam. [penegaksn hk]

T : feed|back

Nilai-nilai Budaya Tradisional
Hasyarakat

Dazlam perspektif teori sistem maka konsep pem-
berdaysan hukum dslam rangka meningkatkan peran etika
bisnis pada bisnis jual-beli perangkat keras komputer
dalam kaitsnnya dengan perlindungan hukum terhadap
konsumen pengguns dan di Kodya Semarang dapat dijelaskan
dengan model masukan, proses dan keluaran.

Konsep pemberdayaan hukum merurakan sumber dari
mnasunkan, hukum =ehsgai bagian dalam masukan ataun \input
merupakan sarana pengintegrasi antara konsep pem-
. berdayaan hukum tersebut dengan transformasi nilai-nilai
global, Jjuga dengan memperhatikan nilai-nilai tradisi-
onal bangsa yang pada akhirnya skan membentuk hukum dan

penegakannya yvang efektif.



BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraisn-ursian yang telah penulis ssampaikan
pada bsb-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini akan
dissmpaikan beberapa hasil kesimpulan, sebagai baglan akhir
dari pembahasan tentang pembefdayaan hukum dalam rangka
meningkatkan peran etika bisnisz pada bisnis Jjual-belil
perangkat keras di Kodya Semarang. Pada bab ini juga akan
dikemuksakan beberapa saran, demi optimalisasi hasil peneli-
tian ini.

A. Kesimpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen vyang membeli
komputer rakitan yvang dirakit oleh pengussha perakit
kecil di Semarang sangsat kurang, hal mana dapat
dilihat dari aspek bekerjanya hukum vyang mengsatur
perlindungan terhadap konsumen dan aspek sosiokultur
vang melatarbelskangl konsumen sendiri.

Dari aspek peraturan hukum yang mengatur, ternyatsa
sampal saat ini belum ada sturan perundang-undangan
vang secara khusus mengatur perlindungan konsumen.
Kalaupun ada peraturasn hukum itu lebih bersifat umum
seperti misalnya pasal 1365 KUH Perdata dan yang
lainnys, uniknya walaupun demikian pilhak konsumen
yang merasa dirugiksn oleh pengusaha perakit komputer
tidak pernash menggunakan hak-haknya untuk memperguna-
kan upaya-upaya hukum untuk menyelesaikan masalahnya.

Oleh sebab itu dapat dimengerti Jjika selams ini hukum

1L&E
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kurang memihak terhadap konsumen, karens tidak ada
perjuangan yang intensif dari konsumen.

Perilaku konsumen vang tidak menggunakan upsaysa hukunm
ini lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya tradisi-
onal dari konsumen, seperti budaya nrimo, tidsk mau
pusing, dan menganggap kasusnya kasus ringan. Dengan
latar belskang =eperti pihak konsumen vyang mgmbeli
komputer dari pengusaha persakit lebih menyukzi Jjalan
damai dan kekeluargaan dan menghindari konflik.
Pérlindungan hukom terhadap software komputer belum
memadai, daril asspek peraturan hukumnya memang sudah
ads vaitu dengan direvisinysa Undang-undang Hak Cipta
Ne.7 tahun 1987 menjadi Undang-undang No. 12 tahun
1997. Mempunyai undang-undang ssja ternyata tidak
cukup, Jjika tidak disertal dengan penegakkannya vang
serius, walapun ancaman sanksi denda yang cukup berat
dan pidana penjara yvang berat pula.

Buruknys penegakan hukum menyebabkan pelakn pelsng-
garan Hak Cipta merasa apa yang dilskukam itu bukan
lagi suatu pelanggaran dan menjadi sustu perbuatan
vang biassza. Hal inilah yang terjadi di Kodya Semarang
dimana pelanggaran Hak Cipta komputer terjadi dimana-
mansa dan disetiap tempat-tempat tertentu.

Ada tiga faktor yvang melatarbelakangi kasus-kasus
vang merugikan konsumen pembelil komputer rakitan dan
marzknya perbuatan pelanggaran Hak Cipta atas

aoftware komputer di Kodya Semarang.
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Faktor-faktor 1tu ialah; pertamsa, faktor dasar vang
berkaitan dengan nilai-nilai budaya tradisional
seperti sikap yvang mengabaikan mutu hasil pekerjaan,
suka menerabas atan mengambil Jjalan pintas. Kedua,
vaitu faktor teknoekonoml vang berkaitan dengan
penggunasan teknologi kompufer dan kebutuhan ekonomi.
Begsarnya minat masyarakat di Kodya Semarang terhadap
teknologi kompnter menyebsbkan semaraknya usaha-unsaha
kegil yvang bergerak di bidang komputer ini, mulail
dari perakitan, installing, service, setting, Jual-
beli perangkat keras komputer lainnya. Faktor ke tiga
ialah penegakan hukum, buruknys penegakkan hukum di
bidang perlindungan Hak Cipta software, menyebsabkan
para pelanggar smat leluasa melakukan perbuatannya.
Buruknya penegakan hukum dalam melindungi konsumen
dan Hak Cipta software komputer menggambarkan adanya
ketidakberdayaan hukum dalam melakukan fungsinya
dalam masyarakat, 0Oleh sebab itu pemberdayaan hukum
merupakan suatu keharusan.

Konsep pemberdayaan hukum disusun dalam perspektif
hukum sebagsi suatu sistem yvang terdiri dari komponen
substanaial yang berkaitan dengan produk hukum, yaitu
aturan perundang-undangan, komponen struktural yang
berkaitan dengasn mekanisme penegakan hukum, serta
komponen kultural yang berkaitan dengan nilasi-nilai

budaya tradisional masyarakat yang berkaitan dengan

hukum.
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B. Saran

1.

Untuk ketertiban dan konsisten=zi terhadap hukum, maka
penegakan hukum yang selama ini belum menyentuh para
pelaku pelanggar Hak Cipta software komputer di Kodya
Semarang, harug mulal segera dilakukan, misalnya
dengan melakukan operasi tertib yang intensif, hal
ini untuk mengembalikan wibawa hukunm.

Pemberdayaan hukum adalah hal vang mendesak untuk
segera dilakukan, hal ini untuk membuat agar hukum
itu dapat bekerja secara efektif dalam masysrakat,
terutama dalam memberikan perlindungan terhadap Hak
Cipta software kRomputer dan perlindunngan terhadap
konsumen.

Mengadakan penyuluhan hukum, kepsad=s para pengusahsa
perakit komputer di Kodya Semarang, agar berperilaku
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aturan hukunm.
Penyuluhan dilakukan sebagal salah satu wujud dari
pendidikan hukum masyarakat.

Harus ada kejelasan Departemen mana yang membawahi
Pejabat Pegawai Negeri Sipil, karena pasal 47 Undang-
undang Hak Cipta tidak menjelaskan hal tersebut.
Kejelasan ini diperlukan agar PPHS dapat segera men-
jalankan tugas.

Menyarankan agsr Dewan Hak Cipta turut =aktif ber-
partisipasi dalam pendidikan hukum pada masyarakat,

khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipt=a.
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C. Pernyataan Teori [Theoritical Stastement]

Dari uraian vang telah penulis ajukan di atas maka
diperlukan suatu pernyatasan teori dalam rsngka pengem-
bangan teori-teori sosial yang telah ada dan baku serta
pengembangan ilmu hukum itu sendiri, khususnys sosiologil
hokum. Adapun pernyatazn teori vang penulis ajukan dalam
tesis ini islah " Ada dialektika antara etika [bisnis]
dan hukum yang terwnjond dalam aturan—-aturan hukum. yvang
keefektifannya berkorelasi langsung dengan penegakan
hukum” .

Pernyataan teori ini mempunyai makna bahwa etika
vang berada di dalam dunia ide serts sifatnya yang hanys
menghimbau kepada manosia agar berperilakua  yang bailk
tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menciptakan
ketertiban dalam mesyarakst. Oleh sebab itu melaluil
proses perundang-undangan, dialektika antars dua bidsang
vang saling bherbeda itu diwujudkan dalam aturan-aturan
hukum, sehinggs prinsip-prinsip etiks itu sekarang
menjelma menjadi sustu kaidah yvang wmempunyal kekuatan
memaksa agar seseorang berperilaku sesual dengsn
kehendak masysrakat dan hukum [sesual dengan keinginan
etika itu sendiri] dan sanksi kepada mereka yang ber-

perilaku menyimpang dari ketentuan kaidah tersebut.1

1. Baca halaman 49, bahwa dalam perpektif teori hukum kaidah
hPukum ity dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, vyaitu kaidah
ukum  primer yang memuat gedragsvoorscrift yaitu  perintah untuk
berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum, yang kedua ialah
kaidah hukum vang sekunder yaitu yang menetapkan sanksi-sanksi  hukum
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Akan tetapi aturan hukum itupun tidak efektif jika
penerapannya dalam masyarakat, tidak disertal dengan
penegakan hukumnys. Penegakan hukum yang tidak efektif
cenderung mempengaruhi ketertiban dan kepastian hukum
dalam masyarakat [bisnis], yang pada akhirnya masyarakat

akan kehilangan kepercayaannya kepads hukum.

e w et inued. ..

baik berupa pidana, denda dan lain sebagainya, jika perintah untuk
berperilaku  tertentu dalam kaidah hukum primer dilanggar. Chambliss
dan Seidman menyebutnya dengan istilah norma primer dan norma sekun—
der, yang diimplementasikan dalam model bekerjanya hukum dalam masya—

rakat. [lihat halaman 211}
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